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SAMBUTAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Persoalan regulasi selama ini masih

menjadi salah satu hambatan dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi
melalui investasi. Penyebabnya adalah adanya Ayper-regulasiyang dialami oleh Indonesia.
Kondisi Ayper-regulasi ini disebabkan karena banyaknya lembaga pemerintah yang
memiliki kewenangan untuk menerbitkan regulasi, dari pusat hingga pemerintah daerah.
Jumlah regulasi yang banyak ini menjadi beban bagi pemerintah (burden of government).
Salah satunya berdampak terhadap daya saing ekonomi yang lemah, pertumbuhan
ekonomi yang stagnan, kinerja birokrasi menjadi kurang lincah dan cepat, serta
terhambatnya koordinasi antara institusi pemerintah, baik di pusat maupun antara pusat
dan daerah. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi pintu keluar untuk
membenahi kondisi regulasi di Indonesia sehingga dapat berdampak pada peningkatan
investasi dan pembukaan lapangan kerja.

Terbitnya UU Cipta Kerja, ditujukan salah satunya untuk menciptakan harmonisasi
dan sinkronisasi antara peraturan di pusat dan daerah. Melalui Pasal 181 UU Cipta Kerja,
seluruh instansi pemerintah dari pusat hingga daerah diharuskan untuk melakukan
harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-peraturannya dengan UU Cipta Kerja. Termasuk
Perda dan Perkada di level Pemerintah Daerah. Dalam pidatonya di depan seluruh Kepala
Daerah, 15 April 2021, Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Daerah untuk
menyesuaikan kebijakan-kebijakannya dengan UU Cipta Kerja. Presiden meminta Kepala
Daerah mendukung penuh implementasi UU Cipta Kerja dengan mempermudah perizinan
investasi.

Kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara ini berfokus
untuk melihat bagaimana kinerja atau progresivitas dari Pemerintah Daerah untuk
melakukan penyesuaian regulasinya dengan UU Cipta Kerja beserta Peraturan
Pelaksanaannya, yang kita ketahui telah terbit 51 peraturan pelaksananya. Pemerintah
Daerah perlu mengharmonisasikan dan mensinkronkan Peraturan di Daerahnya dengan
UU Cipta Kerja dan Peratuan Turunannya. Pemerintah Daerah masih menghadapi banyak

D alam rangka meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, Pemerintah menerbitkan



persoalan dalam upaya melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi Perda/Perkada
dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya.

Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara
berupaya untuk membantu percepatan pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi melalui
penyusunan suatu Pedoman Harmonisasi dan Sinkronisasi Perda. Instrumen
pengharmonisasian dan pengsinkronisasian Perda/Perkada dengan UU Cipta Kerja dalam
bentuk langkah-langkah fundamental yang dirumuskan ke dalam metode MAVA (Mapping
— Analysis — Validation — Agenda) yang memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam
melakukan harmonisasi dan sikronisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Harapannya melalui instrumen pedoman yang disusun oleh LAN ini, dapat mempermudah
dan menyederhanakan serta mengefisienkan pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi
Perda/Perkada di Daerah.

Jakarta, Desember 2021
/Kepala,

Adi Sunjiahto



KATA PENGANTAR

perizinan dan investasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam sasaran prioritas

yang ingin dicapai melalui program kerja pemerintah adalah mendorong investasi
untuk menciptakan lapangan kerja dengan menghilangkan semua hambatan dan
mempercepat proses perizinan. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, semakin menegaskan bahwa perlu adanya regulasi yang dapat menyelesaikan
permasalahan tumpang tindih dalam perizinan usaha berdasarkan kewenangan yang ada
pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Upaya
Pemerintah dalam mendorong investasi melalui aspek regulasi nampaknya belum simultan
dengan peraturan teknis yang mengatur norma, standar, prosedur dan kriteria yang
sejatinya sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara
(PK2AN), kemudian menghantarkan sebuah gagasan untuk melakukan kajian penyusunan
pedoman harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah sebagai implementasi undang-
undang cipta kerja. Pedoman harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dengan
metode MAVA (Mapping — Analysis — Validation — Agenda) merupakan proses self-
assessment yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat memetakan dan
menganalisis secara cepat dan mudah pengaturan-pengaturan di UU Cipta Kerja dan
Peraturan Pelaksanaannya terhadap pengaturan-pengaturan yang terdampak di Perda
ataupun Perkada.

Kami atas nama pimpinan di Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi
Negara mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim kajian di Pusat Kajian
Kebijakan Administrasi Negara (PK2AN) yang telah bekerja keras dan motivasi yang tinggi,
serta para narasumber yang telah berkontribusi dalam memberikan masukan yang
konstruktif selama proses penyusunan kajian ini hingga menghasilkan rekomendasi kajian
yang berkualitas yang nanti dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan dan pelaksana.

Problematika regulasi dalam skema birokrasi Indonesia menyebabkan rumitnya

Jakarta, Desember 2021
Deputi Kajian Kebijakan dan
Inovasi Admijristrasi Negara,

TH Widodo WU



RINGKASAN EKSEKUTIF

undangan. Dalam konteks UU Cipta Kerja, Peraturan Daerah (Perda) dan

Peraturan Kepala Daerah (Perkada) perlu untuk diharmonisasikan dan
disinkronkan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja yang secara normatif proses
harmonisasi dan sinkronisasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama
dengan Kementerian Hukum dan HAM. Proses penyesuaian yang harus dilakukan oleh
kementerian tersebut berpotensi membutuhkan waktu yang lama dan menggunakan
sumber daya yang besar. Selain karena luasnya cakupan pemerintah daerah dan
banyaknya jumlah regulasi yang harus diharmonisasi dan disinkronisasikan. Pemerintah
daerah juga terlibat dalam proses harmonisasi ini. Pekerjaan harmonisasi bukanlah hal
yang mudah bagi pemerintah daerah, mengingat begitu banyaknya keterbatasan-
keterbatasan dimiliki.

Berdasarkan temuan empiris, terdapat beberapa faktor proses pengharmonisasian
peraturan di daerah menjadi sangat kompleks, antara lain: (1) Ketiadaan kerangka acuan
pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi; (2) Keterbatasan SDM di bidang
penyelenggaraan hukum; (3) Belum terbitnya peraturan teknis pelaksanaan UU Cipta
Kerja; (4) Tumpang tindih pelaksanaan harmonisasi, fasilitasi dan evaluasi dari pemerintah
pusat dan (5) Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Berdasarkan
pada permasalahan yang ada, dalam kajian ini memberikan hasil analisis progresivitas dari
pemerintah daerah dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah,
Perda dan Perkada, terhadap UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Kajian ini
merumuskan sebuah pedoman harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dengan
metode MAVA (Mapping — Analysis — Valiaation — Agenda) yang mencakup proses tahapan
melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah yang berkaitan dengan UU
Cipta Kerja. Metode MAVA merupakan proses self-assessment yang dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk dapat memetakan dan menganalisis secara cepat dan mudah
pengaturan-pengaturan di UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya terhadap
pengaturan-pengaturan yang terdampak di Perda ataupun Perkada.

Kajian Penyusunan Pedoman Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah
Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ini perlu untuk dilakukan tidak terlepas
dari upaya maksimal pemerintah dalam rangka melakukan reformasi regulasi atau
penyederhanaan administrasi (administrative simplification) yang telah menjadi fokus
utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diharapkan dengan adanya pedoman ini
dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian
substansi-substansi penting dalam regulasi-regulasinya yang mengalami dampak
perubahan dari terbitnya UU No. 11/2020 ini secara mandiri, mudah, dan tanpa
mengurangi kualitas analisis regulasi tersebut.

‘ \ armonisasi mempunyai makna penting dalam penyusunan peraturan perundang-
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Widodo. Agenda utama reformasi ini tidak lain dikarenakan selama ini beban

regulasi telah menyebabkan terhambatnya laju perekonomian Indonesia dimana
banyaknya regulasi yang ada selama ini dianggap sebagai biang keladi dari inefisiensi
ekonomi serta “seretnya” investasi yang masuk sehingga berdampak terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Permasalahan terkait kualitas dan kuantitas peraturan
perundang-undangan di Indonesia memang telah menjadi persoalan pelik yang sangat sulit
diselesaikan. Kualitas kebijakan yang dihasilkan jauh dari kata baik. Persoalan tumpang
tindih peraturan antara pusat dan daerah adalah satu dari sekian banyak persoalan lainnya.
Problem regulasi yang masih buruk dari segi konten dan substansi adalah diakibatkan
kuantitas regulasi yang tidak terkontrol, tidak adanya kewenangan atau otoritas tunggal
pengelola regulasi dan kurangnya pemahaman menjadi penyebab terjadinya
disharmonisasi regulasi. Disamping itu, sehubungan dengan banyaknya lembaga negara
yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang undangan, maka
tidak jarang terjadi ketidakselarasan dan ketidakserasian antara satu norma hukum
dengan norma hukum yang lain (Rosita, 2019). Menurut Menteri Hukum dan HAM
(Menkumham), Yasonna H. Laoly', ada tiga tantangan pengelolaan regulasi di Indonesia
saat ini yaitu, pertama, “obesitas” regulasi di tingkat pusat dan daerah yang cenderung
menghambat pembangunan ekonomi khususnya investasi swasta. Terlalu banyaknya
jumlah regulasi ikut menghambat efektivitas pelayanan publik; kedua, disharmoni produk
regulasi antar instansi tingkat pusat; ketiga, disharmoni produk regulasi antara instansi
tingkat pusat dengan daerah baik substansi maupun teknik penyusunannya. Persoalan
terkait kualitas dan banyaknya (kuantitas) regulasi di Indonesia telah menjadi sorotan
banyak pihak, termasuk lembaga internasional. OECD (2012) dalam laporannya mengenai
reformasi regulasi di Indonesia menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki pendekatan
yang menyeluruh dalam pembenahan peraturan perundang-undangannya.

Penyederhanaan birokrasi dan simplifikasi pelayanan perizinan terus dilakukan
secara bertahap oleh pemerintah untuk mendorong investasi. Berdasarkan visi dalam
pidato Presiden Joko Widodo di Sentul tanggal 14 Juli 2019 dan pelantikan 20 Oktober

Reformasi regulasi telah menjadi agenda utama Pemerintahan Presiden Joko

" Lihat N.E. Elnizar (November 11, 2017). Menkumham: Mengatasi Obesitas Regulasi jadi Prioritas Pemerintah,
(Berita) dalam https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a06783ce346e/menkumham--mengatasi-obesitas-
regulasi-jadi-prioritas-pemerintah?page=all/ (diakses, 18 Maret 2021).



https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a06783ce346e/menkumham--mengatasi-obesitas-regulasi-jadi-prioritas-pemerintah?page=all/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a06783ce346e/menkumham--mengatasi-obesitas-regulasi-jadi-prioritas-pemerintah?page=all/

2020, sasaran prioritas yang ingin dicapai melalui program kerja pemerintah adalah
mendorong investasi terbuka untuk menciptakan lapangan kerja dengan menghilangkan
semua hambatan dan mempercepat proses perizinan. Pada 2017, Presiden menyebutkan
terdapat 42 ribu peraturan yang mengakibatkan lambatnya Indonesia mengejar
ketertinggalan.?2 Kemudian di tahun 2018, Presiden meminta setiap kementerian untuk
melakukan pemangkasan regulasi di masing-masing sektor terkait, minimal 100 peraturan
setiap bulan.?

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk menjadi salah satu
pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan regional bahkan dunia. Beberapa lembaga
internasional memprediksi kekuatan ekonomi Indonesia yang bisa mencapai 10 besar di
masa depan (PWC, 2020; McKinsey, 2021). Melalui visi Indonesia 2045, Bappenas
memprediksi Indonesia berada di 5 (lima) besar ekonomi dunia di 2045. Namun, untuk
menjawab optimisme ini, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam upaya
menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
produktif masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian khusus, sebab
hingga saat ini target pertumbuhan yang diharapkan cenderung mengalami stagnasi,
bahkan penurunan. Seperti terungkap dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS),
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini berkisar di angka 5 % menempatkan
Indonesia sebagai negara berkembang, sedangkan untuk menjadi negara maju dibutuhkan
pencapaian pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen hingga 7 persen per tahun. Hal ini
tentu menjadi tantangan bagi pemerintah di saat situasi nasional dan dunia juga
dihadapkan pada problem global seperti COVID-19 yang telah merubah tatanan ekonomi
global (global economic order).

Indonesia merupakan salah satu negara, dengan skala ekonomi, yang terbesar di
dunia. Jika dilihat dari indikator Gross Domestic Product (GDP), menurut The World Bank,
Indonesia menempati peringkat 16 dunia. Indonesia juga tergabung ke dalam kelompok
negara 20 besar ekonomi dunia (G-20). Di regional ASEAN sendiri, ekonomi Indonesia
adalah yang terbesar. Namun demikian, problem akut mesti dihadapi oleh Indonesia.
Tantangan lainnya adalah persoalan daya saing (competitiveness) Indonesia yang masih
lemah. Di era kompetisi antar bangsa saat ini, daya saing merupakan kebutuhan yang tidak
bisa dihindarkan. Dibutuhkan daya saing yang kuat untuk menghadapi persaingan yang
begitu bebas. Meski memiliki skala ekonomi yang besar, namun dari segi daya saing, baik
produk maupun sumber daya manusia, Indonesia tergolong negara dengan indeks
competitiveness rendah. Hal ini bisa terlihat dari, meskipun pertumbuhan solid sekitar 5
persen per tahun dalam lima tahun terakhir, tetapi itu belum memadai dalam hal penciptaan

2 Lihat Kompas.com, “Presiden Jokowi: Ada Lebih dari 42.000 Regulasi, Coba, Pusing Tidak?”, diakses melalui
https://regional.kompas.com/read/2017/10/09/07291101/presiden-jokowi-ada-lebih-dari-42000-regulasi-coba-
pusing-tidak, pada 18 Maret 2021.

3 Lihat Kompas.com, “Jokowi Targetkan Setiap Menteri Pangkas 100 Aturan Penghambat Investasi Per Bulan”,
diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2018/03/28/15365951/jokowi-targetkan-setiap-menteri-
pangkas-100-aturan-penghambat-investasi-per, pada 18 Maret 2021.



https://regional.kompas.com/read/2017/10/09/07291101/presiden-jokowi-ada-lebih-dari-42000-regulasi-coba-pusing-tidak
https://regional.kompas.com/read/2017/10/09/07291101/presiden-jokowi-ada-lebih-dari-42000-regulasi-coba-pusing-tidak
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lapangan kerja dan modernisasi ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan
ambisi pembangunan Indonesia. Dalam laporan Global Competitiveness Index (GCI) 2019
yang dirilis World Economic Forum (WEF) peringkat daya saing Indonesia turun ke posisi
50 dari posisi 45 pada tahun sebelumnya. Skor daya saing Indonesia juga turun, meski tipis
0.3 poin ke posisi 64.6. Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia tertinggal jauh dari
Singapura yang menempati posisi pertama, bahkan dengan Malaysia dan Thailand yang
sebenarnya juga turun masing-masing dua peringkat tetapi masih berada diperingkat 27
dan 40. Sementara itu, negara-negara lain terus mengejar ketertinggalannya, seperti
Vietnam vyang kini berkembang menjadi salah satu calon ‘Macan Asia” baru
(www.economist.com, 2016; Barker & Ungor, 2019).

Lalu apa permasalahannya? pelayanan perizinan dan investasi di Indonesia masih
dinilai menjadi yang paling rumit dipecahkan. Ini tercermin dalam laporan Ease of Doing
Business (EoDB) yang dikeluarkan oleh The World Bank, di mana pada tahun 2020
Indonesia menempati peringkat ke-73 dari 190 negara, turun sebanyak satu peringkat dari
tahun 2018 yakni peringkat ke-72, sama dengan peringkat tahun 2019 (73). Jika melihat
tren tahun-tahun sebelumnya, performa doing business di Indonesia bisa dibilang
mengalami stagnan, atau bahkan menurun. Meski pada periode 2016 — 2018 terjadi
peningkatan cukup signifikan dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Pada tahun 2016,
Indonesia berada di peringkat ke-106 kemudian semakin membaik ke peringkat 91 pada
laporan 2017 dan lonjakan terbesar adalah pada tahun 2018, di mana Indonesia naik
sebanyak 19 peringkat ke posisi 72. Dari sepuluh indikator yang dinilai, khusus untuk
indikator “starting business” atau memulai usaha, Indonesia masih menempati peringkat
yang cukup jauh yakni peringkat ke-140 dari 190 negara. Hal ini mengindikasikan bahwa
memang terdapat banyak permasalahan dalam memulai usaha di Indonesia. Indonesia
dinilai sebagai negara dengan prosedur yang cukup banyak dan biaya yang cukup tinggi
untuk memulai usaha.

Tabel 1.1. Ease of Doing Business di Indonesia (dari 190 Negara)

Topics -m_

Overall 73
Starting a business 140
Dealing with construction permits 110
Getting electricity 33
Registering property 106
Getting credit 48
Protecting minority investors 37
Paying taxes 81
Trading across borders 116
Enforcing contracts 139
Resolving insolvency 38

Sumber: The World Bank, 2021
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Problem regulasi menjadi faktor dalam skema birokrasi

Indonesia yang

menyebabkan rumitnya perizinan dan investasi. Hal ini terlihat dari aspek kualitas regulasi
(requlatory quality) dalam Worldwide Governance Indicator yang dirilis The World Bank.
Sejak tahun 1998 hingga tahun 2019, nilai kualitas regulasi Indonesia selalu berada di
bawah nilai negatif (-) yang menunjukkan bahwa kualitas regulasi yang dihasilkan masih
lemah. Pada tahun 2019, nilai kualitas regulasi Indonesia yaitu — 0,09. Gambaran ini
menunjukkan kualitas regulasi yang masih sangat rendah dalam mendukung kemudahan
berusaha di Indonesia. Hal ini menjadi beban bagi pelaku usaha sehingga berdampak pada

daya saing Indonesia secara global.

Gambar 1.1. Regulatory Quality of Indonesia, 1998 — 2019
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Sumber: Worldwide Governance Indicator, The World Bank, 2021

Tabel 1.2. Perbandingan Peringkat Regulatory Quality Indonesia di antara Negara-

Negara ASEAN (2017 — 2019)

Negara 2017 2018 2019 Peringkat
Singapore 2,12 2,13 2,16 1
Malaysia 0,68 0,70 0,67 2

Brunei Darussalam 0,72 0,69 0,63 3

Thailand 0,14 0,10 0,12 4

Philippines 0,02 -0,06 0,01 5
o Indonesia [ 011 [ 044 | 000 [ 6|

Vietnam -0,40 -0,35 -0,26 7
Cambodia -0,50 -0,50 -0,57 8
Lao PDR -0,72 -0,78 -0,71 9
Myanmar -0,83 -0,74 -0,76 10

Sumber: Worldwide Governance Indicator, The World Bank, 2021
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Seperti disebutkan di atas, banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
telah menjadi beban tersendiri bagi seluruh stakeholders, khususnya pelaku usaha.
Laporan ekonomi CNBC misalnya mengatakan, meski Indonesia telah menjadi salah satu
negara primadona bagi para investor dunia yang, terbukti dengan meningkatnya Foreign
Direct Investment (FDI), namun dari segi kemudahan berbisnis, Indonesia termasuk salah
satu dari 10 negara yang paling buruk dalam berinvestasi.* Laporan World Economic
Forum (WEF) mengenai Global Competitiveness Index, skor Indonesia untuk indikator
Burden of Government Regulation (Beban Regulasi Pemerintah) dalam kurun waktu 2013
— 2017 menunjukkan skor yang fluktuatif. Pada tahun 2013 — 2014, peringkat Indonesia
berada di peringkat 31 (skor 3,9) dan mengalami perbaikan peringkat menjadi peringkat
ke-23 dari 144 negara (skor 4,0) pada 2014 — 2015. Namun kemudian mengalami
penurunan peringkat ke peringkat 27 (skor 4,1) pada laporan tahun 2017 — 2018. Secara
umum peringkat Indonesia ini tidak lebih baik dibandingkan Singapura dan Malaysia di
regional ASEAN.

4 Lihat cnbc.com. “The World’s 10 Worst Countries for Business” diakes melalui
https://www.cnbc.com/2011/11/03/The-Worlds-10-Worst-Countries-for-Business.html, pada 18 Maret 2021.
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Gambar 1.3. Perbandingan Burden of Government Regulation Indonesia dengan Negara-
Negara ASEAN (2013 - 2017)
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Pada 2015, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan dokumen Strategi
Nasional Reformasi Regulasi yang memuat strategi untuk mengatasi berbagai
permasalahan yang timbul dari regulasi yang masih berlaku saat ini (existing regulation)
maupun yang akan datang (future regulation). Langkah untuk mengatasi permasalahan
existing regulation adalah melalui simplifikasi regulasi berupa pemangkasan produk
peraturan perundang-undangan. Sementara upaya terhadap kondisi future regulation
dilakukan melalui empat kebijakan utama: (1) Simplifikasi Regulasi; (2) Rekonseptualisasi
Tata Cara Pembentukan Regulasi; (3) Restrukturisasi Kelembagaan Pembentuk Regulasi;
dan (4) Penguatan Sumber Daya Manusia Perencana Kebijakan dan Perancang Peraturan
Perundang-Undangan (Bappenas, 2015).

Pasca diberlakukan otonomi daerah secara luas tahun 1999, kewenangan
pemerintah daerah menjadi begitu luas, termasuk dalam hal menerbitkan regulasi. UU
Pemerintahan Daerah (1999, 2004, hingga 2014) memberikan kewenangan kepada
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengadministrasikan seluruh kegiatan
perekonomian yang terselenggara di daerah, sehingga mereka dapat secara leluasa untuk
menerbitkan peraturan daerah hingga perizinan. Namun demikian, seringkali justru
Peraturan-Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah justru tidak
bertujuan memecahkan masalah dan lebih banyak bertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi diatasnya. Studi TKED 2011 menunjukkan bahwa 72% perda memiliki
permasalahan dalam kemutakhiran (up-to-date) acuan yuridisnya (KPPOD, 2013). Hal ini
tidak terlepas dari Penyusunan Ranperda yang tidak didasari oleh perencanaan yang jelas,
terpadu dan sistematis, serta sering kali tidak terkait dengan RPJPD, RPJMD/Renstra



SKPD. Apalagi terkait dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional (KPPOD,
2013). Hal inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut ledakan regulasi
(requlation boom). Puncaknya, pada tahun 2016, Kemendagri membatalkan kurang lebih
3.143 Perda® (www.hukumonline.com, 13 Juni 2016).

Meskipun proses pembatalan perda-perda (dan Perkada) tersebut masih
menimbulkan pertanyaan terkait dengan mekanisme hukum bagaimana membatalkannya
(www.hukumonline.com, 13 Juni 2016), namun, pembatalan ini menjadikan momentum
bagaimana untuk mengevaluasi kembali proses reformasi regulasi di Indonesia, lebih jauh
yang berkaitan langsung dengan hambatan-hambatan dalam memacu perekonomian
nasional. Setidaknya, pembatalan perda dan perkada tersebut dilakukan atas dasar empat
alasan penting, yakni perda-perda tersebut bertentangan dengan perundang-undangan
yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan publik, menghambat percepatan
pelayanan publik, serta menghambat laju dunia usaha dan investasi. Pemerintah
memastikan bahwa perda yang dibatalkan adalah perda yang berpotensi menghambat
investasi di daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja investasi secara
nasional. Pemerintah optimis bahwa pembatalan berbagai perda ini berdampak pada
sektor ekonomi dan usaha bisnis dalam mengurangi hambatan regulasi birokrasi dan
banyaknya pungutan yang memberatkan pelaku dunia usaha sehingga mendorong
investasi di daerah lebih mudah. Pembatalan terhadap peraturan daerah (perda)
bermasalah menjadi fakta penting bahwa peraturan-peraturan di daerah belum disusun
secara selaras dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di tingkat pusat. Meski
begitu, problem regulasi di Indonesia tidak bisa hanya kemudian dilihat sebagai persoalan
di daerah saja. Faktanya penyebab tumpang tindih regulasi tidak hanya dilakukan oleh
pemerintah daerah semata — ketika menghasilkan Perda-Perda.®

Berbagai polemik muncul selepas pengumuman pembatalan ini, terlebih akibat
kekhawatiran pemerintah daerah akan berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD)
karena penghapusan sumber-sumber pendapatan yang diatur dalam perda yang
dibatalkan. Pembatalan ini juga dinilai sebagai bentuk otoritas yang berlebihan dari

5 Pembatalan perda dalam jumlah besar bukan yang pertama kali dilakukan pemerintah. Penelitian yang dilakukan
PSHK pada 2011 menunjukkan, pemerintah telah membatalkan 1.691 perda selama kurun waktu 2004-2009.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.066 atau 63% perda mengatur retribusi daerah, 224 atau 13% perda mengatur
pajak daerah, dan sisanya sebanyak 179 atau 11% perda mengatur perizinan. Ketiga kategori perda yang
dibatalkan itu dinilai menghambat iklim investasi di daerah. Lihat M. N. Solihin, et.al (2011). Laporan Kajian
Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia, him. 38-39. Lihat juga D. Sadiawati, et. Al. (2019). Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok
Permasalahan dan Strategi Penanganannya. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan Bappenas RI, him.
22.

6 Namun, masalah juga hadir karena UU yang dihasilkan pemerintah pusat tidak berorientasi jangka panjang dan
tumpang tindih satu sama lain dengan UU. Sebagai contoh, ada banyak kewenangan kabupaten dan kota yang
diserahkan ke pemerintah provinsi melalui UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti sektor
pertambangan (ESDM), kehutanan, kelautan, dan sebagainya. Namun dalam pengaturan sektor tertentu, seperti
UU 3 tahun 2020 tentang Minerba, beberapa kewenangan pemerintah provinsi ternyata juga banyak yang diambil
alih oleh pemerintah pusat. Belum lagi dengan munculnya UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bukan
tidak mungkin akan kembali mengubah berbagai hal.
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pemerintah pusat dan mencederai otonomi pemerintah daerah dalam menjalankan
fungsinya mengatur wilayahnya sendiri. Belum lagi bila memperhitungkan biaya
pembuatan berbagai peraturan tersebut, kerugian dapat ditaksir hingga triliunan rupiah.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan deregulasi kebijakan daerah, diperlukan mekanisme
preview maupun review dari pihak pemerintah pusat maupun judicial review sehingga
terkesan tidak ada kesewenangan dalam hubungan pusat dengan daerah. Harapannya,
kebijakan deregulasi daerah dapat terhindar dari praktik penyederhanaan yang kurang
tepat sasaran.

Seluruh pembahasan mengenai pembatalan Perda ini menemukan momentumnya
setelah upaya pemerintah melakukan reformasi regulasi, khususnya di Pemerintah Daerah,
terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja —
selanjutnya disebut UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja dengan segala tujuannya vyaitu
menciptakan iklim perekonomian yang lebih kompetitif mengatur mengenai pentingnya
adanya keselarasan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam UU ini,
pemerintah tidak menggunakan terminologi deregulasi, namun terminologi harmonisasi
dan sinkronisasi. Hal ini dituangkan pada Pasal 181 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat yaitu:

(1)  Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, setiap peraturan perundang —
undangan di bawah Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan
ketentuan Undang-Undangan ini atau bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan
pengadilan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang
dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang
hukum.

(2)  Dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan
daerah dan/ atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh kementerian
yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum bersama dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara jelas, UU ini terlihat belajar dari pengalaman sebelumnya terkait hal yang
dilakukan pemerintah sebelumnya yaitu membatalkan peraturan perundang — undangan
yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Pasal 181 khususnya ayat 1 (satu) dan 2 (dua)
mengakomodasi untuk dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan
daerah yang sudah aktif (existing) saat ini untuk ditinjau kembali apakah bertentangan
dengan UU Cipta Kerja atau peraturan perundang — undangan lainnya yang lebih tinggi
atau putusan pengadilan. Terbitnya UU Cipta Kerja yang melakukan perubahan terhadap
82 UU’ sebelumnya tentunya berimbas pada perlunya dilakukan penyesuaian terhadap

7 Selain mengubah 82 UU lainnya, UU Cipta Kerja juga mencabut 1 (satu) UU (UU No.3/1982) dan 1 (satu) UU
Era Kolonial Belanda (Staatsblad tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang



peraturan — peraturan baik di tingkat pusat (PP, Perpres, Permen, dan sebagainya) hingga
di level daerah (Perda maupun Perkada Provinsi dan Kabupaten/ Kota). Bagi Pemerintah
Daerah tentu pekerjaan ini bukanlah hal yang mudah mengingat begitu banyaknya
keterbatasan — keterbatasan yang dihadapi oleh mereka, dari persoalan sumber daya
manusia, anggaran hingga koordinasi dengan pusat. Begitu banyak Perda maupun
Perkada yang harus disesuaikan dengan pengaturan UU Cipta Kerja. Sebagai contoh,
Provinsi Banten® dalam analisisnya terhadap beberapa Perda/ Perkada yang harus
disesuaikan telah mencatat sebanyak 25 Perda/ Perkada (1 dalam bentuk Ranperda) yang
harus disesuaikan. Sementara itu, Provinsi Bali® mencatat sebanyak 72 Perda dan Perkada
(26 Perda, 43 Pergub, 1 Ranperda, dan 2 Ranpergub) yang harus disesuaikan.

Kajian ini akan berfokus pada proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
perundang — undangan yang telah dibentuk (berjalan) di Pemerintah Daerah berdasarkan
Pasal 181 dari UU Cipta Kerja dan UU 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Kajian ini akan
melihat bagaimana upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang tidak sesuai
dengan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Kajian ini perlu untuk dilakukan
tidak terlepas dari upaya maksimal pemerintah dalam rangka melakukan reformasi regulasi
atau penyederhanaan administrasi (administrative simplification) yang telah menjadi fokus
utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak jilid | hingga Il saat ini. Dalam konteks
ini, penyederhanaan administrasi atau reformasi regulasi ini dilakukan salah satunya
melalui upaya harmonisasi dan sinkronisasi. Untuk melakukan proses harmonisasi dan
sinkronisasi ini, tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi dalam konteks sistem hukum dan
pemerintahan di Indonesia yang perlu melihat bagaimana mekanisme desentralisasi
daerah bekerja.

Namun demikian, dengan adanya suatu “obesitas” regulasi saat ini, evaluasi
terhadap peraturan perundang — undangan yang telah dihasilkan selama ini baik oleh
pemerintah pusat maupun daerah menjadi hal yang sangat perlu dilakukan. Oleh karena
itu, pasca terbitnya UU Cipta Kerja, perlu adanya suatu analisis terhadap bagaimana
proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di pemerintah daerah tersebut dilakukan.
Kajian ini berusaha untuk menjawab hal tersebut dengan mengetengahkan bagaimana
proses harmonisasi dan sinkronisasi tersebut dapat dilakukan secara mandiri. Artinya,
suatu pemerintah daerah dapat melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi terhadap
peraturan di daerahnya yang dianggap menghambat kepentingan umum atau lainnya
sehingga dapat direvisi, dibatalkan atau dicabut.'® Dikarenakan hal ini merupakan langkah
baru, maka diperlukan suatu pedoman atau panduan bagi pemerintah daerah untuk

Undang-Undang Gangguan Hinderordonnantie), lihat https:/peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-
11-tahun-2020.

8 Data berdasarkan hasil dari FGD dengan Biro Hukum Provinsi Banten, 12 Maret 2021.

% Data berdasarkan hasil dari FGD dengan Biro Hukum Provinsi Bali, 1 April 2021.

' Dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan ada 3 (tiga) indikator Perda/Perkada
dapat dibatalkan (atau dicabut), dimana disebutkan pada pasal 250 ayat (1) yaitu, bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
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melakukannya proses harmonisasi dan sinkronisasi tersebut secara mandiri. Hal ini akan
membantu daerah dalam memperbaiki kualitas kebijakannya ke depan dan mendorong
perbaikan dalam tata kelola pemerintahannya.

Sebagai pusat kajian kebijakan di bidang kebijakan administrasi negara, Pusat
Kajian Kebijakan Administrasi Negara (PK2AN) LAN RI memiliki peran dalam memberikan
masukan — masukan kebijakan berupa rekomendasi alternatif kebijakan yang dihasilkan
melalui proses kegiatan kajian yang bersifat ilmiah. Berdasarkan latar belakang di atas,
PK2AN bermaksud untuk melakukan kajian terkait penyusunan Pedoman Harmonisasi dan
Sinkronisasi Peraturan di Pemerintah Daerah sebagai Implementasi dari UU No. 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Harapannya, melalui kajian ini diharapkan dapat menyajikan
rekomendasi kebijakan kepada stakeholder, khususnya pemerintah dan pemerintah
daerah dalam menyusun melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan atau
peraturan di Pemerintah Daerah.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang sebagaimana dijabarkan di atas, rumusan masalah
yang di angkat pada kajian ini adalah: Bagaimana progresivitas dari Pemerintah Daerah
dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi di daerah, khususnya Perda
ataupun Perkada, terhadap pengaturan dari UU No. 11/ 2020 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Kajian

Terdapat 2 (dua) tujuan dari mengapa kajian ini dilakukan antara lain:

1. Menganalisis progresivitas dari pemerintah daerah dalam melakukan harmonisasi
dan sinkronisasi peraturan di daerah, Perda dan Perkada, terhadap UU No. 11/2020
tentang Cipta Kerja.

2. Merumuskan pedoman harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah sebagai
implementasi UU Cipta Kerja.

D. Output Kajian

Output atau keluaran dari kajian ini adalah tersedianya 1 (satu) laporan kajian yang
didalamnya memuat:

1. Analisis progresivitas pemerintah daerah dalam harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan daerah sebagai implementasi UU Cipta Kerja.

2. Pedoman harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah sebagai implementasi UU
Cipta Kerja.

3. Simulasi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah bidang pajak daerah dan

retribusi daerah, koperasi dan UMKM, serta kepariwisataan.
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E. Manfaat Kajian

Manfaat yang ingin diperoleh dari kegiatan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan hasil analisis progresivitas pemerintah daerah dalam harmonisasi dan
sinkronisasi peraturan daerah sebagai implementasi UU Cipta Kerja.
2. Menyediakan pedoman harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah sebagai

implementasi UU Cipta Kerja.
F. Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini berfokus pada penerjemahan terhadap Pasal 181 UU Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan tentang perlunya melakukan harmonisasi dan
sinkronisasi peraturan perundang-undangan, yang dalam kajian ini adalah peraturan
perundang-undangan yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Perda maupun
Perkada Provinsi, Kabupaten/Kota). Dengan demikian, ruang lingkup kajian ini dibatasi
pada pencarian solusi masalah mengenai bagaimana mekanisme harmonisasi dan
sinkronisasi terhadap Perda dan Perkada yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah
dengan UU Cipta Kerija.

Dengan memperhatikan banyaknya bidang yang menjadi substansi dalam UU Cipta
Kerja, maka pada kajian ini difokuskan pada 3 (tiga) bidang yakni tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Koperasi dan UMKM, serta Kepariwisataan. Bidang-bidang ini
dijadikan sampling pada kajian ini dengan justifikasi bahwa bidang dimaksud memiliki
dampak langsung kepada masyarakat secara menyeluruh dan dapat mendorong
peningkatan ekonomi. Selain itu, untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai
dengan fakta, beberapa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dipilih sebagai
lokus kajian. Adapun penentuan lokus kajian dilakukan dengan mempertimbangkan
wilayah geografis yang memiliki relevansi tertentu dengan bidang-bidang UU Cipta Kerja
yang dijadikan sampling dalam kajian.

G. Metodologi: Riset di Tengah Pandemi

1. Pendekatan Penelitian

Kajian ini disusun menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimaksudkan
untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan
gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci
dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya
intervensi apapun dari peneliti (Creswell, 2017).

Selain itu, untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai bagaimana kinerja
pemerintah daerah, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (case study).
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Pendekatan ini dipilin karena memiliki banyak kelebihan, salah satunya memperkecil potret
persoalan dengan menganalisisnya dari varian atau ukuran yang lebih kecil (Creswell,
2007). Menurut Yin (2009), penelitian studi kasus adalah penelitian empiris dengan
mencoba mengivestigasi fenomena kontemporer (an empirical inquiry that investigates a
contemporary phenomenon within its real life context, especially when the boundaries
between phenomenon and context are not clearly evident). Salah satu kata kunci dari
definisi Yin ini adalah contemporary phenomenon (fenomena kontemporer) yang bisa
dimaknai jika pendekatan studi kasus cukup bermanfaat untuk menggali suatu fenomena
yang sedang hangat menjadi persoalan publik. Terdapat suatu batasan waktu disini atau
time framing yang dibatasi.

Dalam pendekatan studi kasus ini, peneliti berfokus pada pendekatan collective
case study yang berofkus pada beberapa kasus dalam sebuah unit analisis dengan tujuan
melakukan replikasi terhadap sebuah kasus diaman peneliti mencoba mengambil
kesimpulan atas penelitiannya tersebut (Yin, 2009). Peneliti tidak menggunakan
pendekatan single instrumental maupun intrinsic case study dalam pendekatan studi kasus
namun tetap menggunakan prosedur analitik pada uraian terperinci pada kasus ini yang
ditetapkan dalamkonteks atau sekitarnya, tetap berlaku (Yin, 2009).

Dengan menggunakan studi di beberapa lokus atau kasus, melalui pendekatan studi
kasus ini, peneliti bermaksud menggambarkan situasi permasalahan yang terjadi di lokus
tersebut, namun tidak bermaksud melakukan penggeneralisiran bahwa yang terjadi di satu
lokus terjadi juga di lokus lainnya, hanya berfokus pada penarikan kesimpulan penelitian.
Meskipun dalam data serta informasi yang terkumpul, banyak persoalan yang seolah
sangat tergeneralkan, dalam artian banyak persoalan yang ditemukan memiliki kemiripan
yang umum. Hal ini tidak terlepas dari unit analisis yang berfokus pada studi tentang
birokrasi pemerintah yang secara umum banyak persoalan yang sama antara satu
lembaga ataupun antar daerah. Hal ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang
berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang, dengan harapan agar dapat
mengungkap secara mendalam fenomena-fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan
harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan-undangan di pemerintah daerah.

2. Informan Penelitian

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan sejumlah metode yang cukup
rasional, fleksibel, serta tidak mengurangi kuaitas data yang dikumpulkan. Hal ini tidak
terlepas dari adanya pandemi Covid-19, yang telah berlangsung sejak Maret 2020, yang
menjadikan munculnya keterbatasan-keterbatasan dalam pengumpulan data.

Waktu pengumpulan data berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan, yaitu
sejak bulan Maret hingga Juni 2021. Sebagian besar metode pengumpulan data dilakukan
secara daring (online) dengan melakukan focus group discussion (FGD) melalui aplikasi
Zoom meeting dengan para informan yang sebagian besar adalah para praktisi di birokrasi,
dari level pemerintah pusat hingga daerah. Namun demikian, ada sekali banyak batasan-
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batasan yang dihadapi ketika melakukan pengumpulan data dengan metode FGD secara
daring ini, yaitu data dan informasi yang diperoleh tidak terungkap secara menyeluruh,
kendala jaringan internet, dan diskusi yang cenderung kaku.

Sehingga, selain secara daring, di kala pandemi mulai sedikit membaik dan
pelonggaran dibuka, kami melakukan pengumpulan data dengan mendatangi lokus
penelitian, yaitu pemerintah daerah, dan melakukan FGD untuk memperkuat data dan
informasi yang sebelumnya diperoleh ketika FGD secara daring. FGD dilakukan di ruang
rapat Sekretariat Daerah Provinsi. FGD ini mengundang beberapa pihak dari organisasi
perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan tema kajian ini. Beberapa Pemerintah
Daerah yang menjadi lokus penelitian ini antara lain:

1) Pemerintah Provinsi Bali dan 2 (dua) Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pemkab
Badung dan Pemkot Denpasar;

2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 (dua) Pemerintah Kabupaten/Kota
yaitu Pemkab Lombok Utara dan Pemkot Mataram,;

3) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2 (dua) Pemerintah Kabupaten/Kota
yaitu Pemkab Muara Enim dan Pemkot Palembang;

4) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota
yaitu Pemkab Banjar, Pemkot Banjarbaru, dan Pemkot Banjarmasin;

6) Pemerintah Provinsi Banten.

FGD ini berusaha menggali informasi dan mengidentifikasi pelaksanaan harmonisasi
dan sinkronisasi kebijakan saat ini serta menggali pandangan pemangku kebijakan yang
memiliki korelasi dengan pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-
undangan. Lama waktu FGD ini kurang lebih berlangsung selama 3 (tiga) jam, baik yang
dilakukan secara daring maupun offline atau dalam ruang rapat.

Sementara itu, selain dengan Pemerintah Daerah, FGD dengan beberapa
stakeholders dari Pemerintah Pusat dan lembaga penelitian juga dilakukan. FGD sebagian
besar dilakukan secara daring (online) menggunakan aplikasi zoom meeting dan beberapa
diantaranya dengan metode secara langsung dengan mengundang informan untuk hadir
ke kantor peneliti. Beberapa informan tersebut diantaranya berasal dari beberapa instansi
terkait, antara lain:

1) Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

2) Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-Undangan (Direktorat Harmonisasi PUU) dan Pusanevkumnas
BPHN;

3) Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer);

4) Kementerian Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif/Barekraf, melalui Sekretariat
Jenderal (Biro Hukum);

5) Kementerian Koperasi dan UMKM, melalui Sekretariat Jenderal (Biro Hukum);
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6) Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK);

7) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH Ul);

8) Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD);
9) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);

10) Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo);

11) Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (APPI);

12) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA).

Pada awalnya, metode wawancara mendalam (in-depth interview) secara tatap
muka rencananya akan digunakan oleh peneliti untuk menggali data dan informasi. Namun
demikian, metode tersebut sangat sulit peneliti gunakan karena ada keterbatasan akibat
pandemi Covid-19, seperti restriksi yang diberlakukan oleh instansi yang hendak kami
datangi, sehingga pelaksanaan wawancara kemudian dilakukan melalui metode chatting
dengan media whatsapp atau telepon dengan tetap menggunakan panduan wawancara
yang telah disiapkan. Namun demikian, banyak kendala dan tantangan yang dihadapi
dalam melakukan proses ini, terutama dengan waktu yang terbatas yang dimiliki oleh
informan dikarenakan kesibukan masing-masing, sehingga proses wawancara dapat
berlangsung lama karena balasan yang diterima cukup lama.

Disamping itu, teknik pengumpulan data lainnya juga dilakukan dengan melakukan
telaahan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan seperti peraturan perundang-
undangan, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, maupun risalah hasil rapat
pembahasan.

Semua hasil rekaman yang diperolah dari FGD ditranskrip kemudian di-coding
dengan pendekatan line-by-line (Glasser, 1978). Pendekatan ini dipakai untuk menemukan
tema-tema penting yang muncul dan dianalisis secara tematik. Untuk memperkuat temuan
peneliti menggunakan data sekunder seperti data-data peraturan perundang-undangan,
data kepegawaian, hingga hasil-hasil penelitian dan riset kebijakan.
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1.

2.

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Tabel 1.3. Daftar Informan Penelitian

Mo Kategori  Namahsions Urit Kerial Jabatar

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Keuangan
Bappenas

Kementerian Parekraf/Bekraf
Kementerian Kop UMKM
Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Banten
Provinsi Bali
Kab. Badung
Kota Denpasar

Provinsi NTB
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram

15

a. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan

b. Pusanevkumnas BPHN

Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi

Daerah

Direktorat Kapasitas & Pelaksanaan Transfer, DJPK

Direktorat Hukum dan Regulasi

Biro Hukum

Biro Hukum

a. Biro Hukum;

b. DPMPTSP;

c. Dinas Parekraf;
d. DPPUKM

Biro Hukum

a. Prov. Bali: a) Biro Hukum; b) Dinkop UKM; c)
Dinas Pariwisata & Kebudayaan; d) DPMPTSP;
e) Bapenda
Kab. Badung: Bagian Hukum
Kota Denpasar: Bagian Hukum
Prov. NTB: a) Biro Hukum; b) Dinkop UKM,; c)
Dinas Kebudayaan & Pariwisata; d) DPMPTSP;
e) Bapenda

b. Kab. Lombok Utara: Bagian Hukum



Mo e e Urit Kerial Jabatar

Kota Mataram: Bagian Hukum

Provinsi Sumatera Selatan a. Prov. Sumsel: a) Biro Hukum; b) Dinkop UKM;
Kota Palembang c) Dinas Kebudayaan & Pariwisata; d)
Kab. Muara Enim DPMPTSP; e) Bapenda

Kab. Muara Enim: Bagian Hukum
Kota Palembang: Bagian Hukum

Provinsi Kalimantan Selatan a. Prov. Kalsel: a) Biro Hukum; b) Dinkop UKM; c)
Kota Banjarbaru Dinas Kebudayaan & Pariwisata; d) DPMPTSP;
Kota Banjarmasin e) Bapenda

Kab. Banjar b. Kab. Banjar: Bagian Hukum

c. Kota Banjarbaru: Bagian Hukum
d. Kota Banjarmasin: Bagian Hukum
3. | Lembaga Penelitian & | Universitas Indonesia Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi Komite Pemantauan Pelaksanaan Peneliti
Otonomi Daerah (KPPOD)
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) | Peneliti

4. | Asosiasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Pengurus
Asosiasi UKM Indonesia Pengurus
Asosiasi  Pelaku Pariwisata Indonesia | Pengurus
(APPI)

Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata | Pengurus
Indonesia (ASITA)
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H. Kerangka Pikir Kajian

Kajian penyusunan pedoman harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di pemerintah
daerah ini dilandasi dengan melakukan telaahan dan analisis mengenai problematika yang
dihadapi dalam regulasi di Indonesia. Lahirnya UU Cipta Kerja membawa penekanan lebih
dalam terhadap pentingnya melakukan reformasi regulasi sebagai bagian untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dengan pembukaan lapangan kerja melalui
masuknya investasi.

Upaya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan pemerintah daerah perlu
untuk dilakukan sebagai salah satu menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang
ada di daerah dengan UU Cipta Kerja. Mengingat banyaknya peraturan yang telah terbit
dan diberlakukan oleh Pemerintah Daerah, upaya harmonisasi dan sinkronisasi ini
dilakukan dengan mendorong pelaksanaannya secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.
Dimana diperlukan pedoman yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam
mengharmonisasi dan menyinkronkan peraturan-peraturan perundangannya dengan UU
Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Nantinya, hasil dari upaya mandiri (self-
assessment) ini dapat menyimpulkan apakah peraturan yang ada di daerah tersebut
apakah dipertahankan, diubah atau dicabut.

Untuk mendapat gambaran utuh sebagai bagian analisis informasi, dilakukan pula
analisis aspek vyuridis, yakni terhadap peraturan dan kebijakan yang melandasi
pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi, serta melakukan telaahan dan analisis empiris
terhadap data dan informasi yang didapatkan dari pengumpulan data, dengan
menggambarkan dinamika yang terjadi saat ini. Dari sini kemudian dirumuskan mekanisme
yang lebih baik yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk pedoman harmonisasi dan
sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah.

Gambar 1.4. Kerangka Pikir Kajian Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-
Undangan di Pemerintah Daerah Pasca Lahirnya UU Cipta Kerja

Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan

Reformasi Regulasi
= Monitoring & Rancangan UU No. 12 %
Evaluasi Peraturan | | Tahun 2011 uu Pasal 181 Self
= Simplifikasi Regulasi Perundang- juncto UU No. CIPTA KERJA Ayat 2 Rancangan Analysis
undangan 15 Tahun 2019 Produk

Hukum

| Harmonisasi dan Sinkronisasi ]

Kajian terdahulu

PP dan
Perpres

Peraturan
DacranfPerkads
Kelembagaan -
Kemendagri

Kemenkumham K/L Teknis

Teknis Administratif Teknis Substantif

Pemda }

Sumber: diolah Tim Penulis
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Bagan ini menjelaskan hal mendasar tentang dua terminologi yakni terminologi
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan berdasarkan UU 12/2011 dan
perubahannya yang diterapkan pada rancangan peraturan perundang-undangan dengan
terminologi harmonisasi dan sinkronisasi menurut Pasal 181 UU Cipta Kerja yang
diterapkan baik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
sudah berlaku (existing).

Dari bagan dimaksud, dalam mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan turunannya
harus mengacu kepada dua kaidah yaitu UU 12/2011 dan perubahannya dan Pasal 181
UU Cipta Kerja. Perda baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai tingkatan
hierarki peraturan perundang-undangan yang paling rendah harus tetap mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, pemerintah daerah
harus tetap berkomunikasi, berkoordinasi, berkonsultasi kepada institusi-institusi yang
memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya dan UU
Cipta Kerja, yakni:

(1) Kementerian Dalam Negeri (Kewenangan terkait Teknis Administratif).
(2) Kementerian Hukum dan HAM (Kewenangan terkait Teknis Administratif).
(3) Kementerian/Lembaga Teknis lainnya (Kewenangan terkait Teknis Substantif).

Selanjutnya pemerintah daerah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap
hukum positif dengan pendekatan self-assessment yang dimulai dari proses pemetaan
regulasi, analisis, validasi sampai dengan menyusun agenda kebijakan.
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BAB I
YURIDIS NORMATIF HARMONISASI DAN SINKRONISASI
PERATURAN DAERAH

A. Filosofis Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja

untuk mendukung terwujudnya kemudahan berusaha di Indonesia. Perbaikan

kebijakan untuk penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan persyaratan
perizinan, percepatan waktu, dan penurunan biaya untuk mendirikan, mengoperasikan,
dan mengembangkan usaha telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2015 melalui
kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun, tidak hanya berhenti pada
pembentukan PTSP saja, pembenahan terus dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi
di Indonesia, serta membuka ruang bagi setiap orang yang ingin berusaha untuk dapat
bersaing secara sehat. Pemerintah juga telah mengembangkan Sistem Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (PBTE) yang lebih dikenal sebagai Online Single Submission
(OSS).

Keberadaan OSS yang diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk
meningkatkan kinerja realisasi investasi belum mencapai target karena harus berhadapan
dengan persoalan normatif, yakni terjadinya “benturan” norma dengan berbagai norma
perizinan lainnya yang diatur dalam berbagai Undang-Undang, dimana sesuai dengan
prinsip jenjang atau hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan),
secara hierarkis menempatkan Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-Undang.
Konsekuensinya, norma yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah terkait OSS memiliki
kekuatan hukum di bawah Undang-Undang, sehingga tidak dapat mengesampingkan
norma-norma perizinan yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang.

Melihat kondisi demikian, Pemerintah menempatkan reformasi regulasi sebagai
strategi penting dalam meningkatkan daya saing. Dalam rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan investasi, Pemerintah berupaya melakukan reformasi
regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi yang dilakukan ditujukan untuk
menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang
tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi
pusat dan daerah (hyper-regulation).

Dalam hal proses reformasi regulasi dilakukan secara biasa (business as usual) yaitu
dengan mengubah satu persatu Undang-Undang yang terkait, maka akan sulit untuk
diselesaikan secara terintegrasi dalam waktu cepat, mengingat ketentuan yang terdampak

Rendahnya daya saing Indonesia memerlukan langkah perbaikan di berbagai sektor
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spektrumnya juga cukup luas seperti terkait perizinan berusaha, persyaratan investasi,
ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M) termasuk koperasi,
pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah,
termasuk ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana
yang diatur dalam berbagai Undang-Undang. Maka dari itu, diperlukan penerapan metode
Omnibus Law, dengan membentuk 1 (satu) Undang-Undang tematik yang mengubah
berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya.

Definisi Omnibus Law dimulai dari kata Omnibus, yang berasal dari Bahasa Latin
yang berarti untuk semuanya. Di dalam Black’s Law Dictionary 9th Edition, Bryan A. Garner
menyebutkan “omnibus: relating to or dealing with numerous objects or items at once;
including many things or having various purposes”'', dimana artinya berkaitan dengan atau
berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki
berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata “law”, maka dapat didefinisikan sebagai
hukum untuk semua.' Menurut Glen S. Krutz'3, omnibus legislating adalah “the practice
of combining numerous measures from disparate policy areas in on massive bill”. Dalam
tulisannya yang lain, Glen S. Krutz mendefinisikan omnibus bill sebagai “a piece of major
legislation that (a) spans three or more major topic policy areas or ten or more subtopic
policy areas; and (b) is greater than the mean plus one standard deviation of major bills in
size”

Di Indonesia, omnibus law dipahami sebagai teknik atau metode untuk membuat
regulasi atau undang-undang yang mencakup banyak subjek atau materi pokok yang
bertujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan. Konsep omnibus law ini
merujuk pada praktik penerapan hukum di berbagai negara yang menganut sistem
common law. Secara konkret, omnibus law akan memangkas, menyederhanakan, dan
menyelaraskan banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpeng tindih dan
menimbulkan masalah regulasi. Strategi ini dinilai efektif untuk menata banyak
perundangan yang tidak relevan dan menghambat.

Dalam Naskah Akademis Draft RUU Cipta Kerja', disebutkan bahwa Undang-
Undang omnibus law mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan
akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Teknik legislasi ini
memang belum banyak dikenal di Indonesia. Dalam bentuk produknya, omnibus law
merupakan satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang.
Omnibus law dimaknai tidak hanya memangkas jumlah regulasi yang ada, tetapi juga
memperhatikan konsistensi, substansi, dan kerapian pengaturan agar prosedur yang ada

" Bryan A. Garner. Black’s Law Dictionary 9" Edition. West: 20009.

12 Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat & Pembangunan, (Bandung: Alumni, 1981), him. 29.

8 Glen S. Krutz. Getting Around Gridlock: The Effect of Omnibus Utilization on Legislative Productivity, Legislative
Studies Quarterly, Vol. 25, No. 4 (Nov., 2000), page 533-549.

4 Glen S. Krutz. Tactical Maneuvering on Omnibus Bill in Congress. American Journal of Political Science, Vol.
45, No. 1 (Jan., 2001), page 210-223.

'® Diunduh dari laman https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/

20


https://www.jstor.org/stable/i325950
https://www.jstor.org/stable/i325950
https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/

menjadi lebih sederhana dan tepat sasaran. Beberapa tujuan dibentuknya Omnibus Law
antara lain'®:

(1) Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan
efisien;

(2) Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun didaerah
untuk menunjang iklim investasi;

(3) Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;

(4) Mampu memutus rantai birokrasi yang panjang;

(5) Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur
dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu;

(6) Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil
kebijakan.

Meskipun merupakan suatu teknik yang baru, proses pembentukan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja)
dilakukan dengan cara yang sama dengan pembentukan undang-undang pada umumnya,
yakni dengan mengacu pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana
dinyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan
peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Gambar 2.1. Siklus Regulasi (BPHN, 2021)
PEMANTAUAN

& PENINJAUAN Penyusunan
(sisi Pemerintah)

UU 15 Th 2019
Perubahan

UU 12 Th 2011
Implementasi Pembahasan
° dan Persetujuan

\ Pengesahan/

Penetapan dan
Pengundangan

6 Ahmad Redi, dkk. 2020. OMNIBUS LAW: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan
Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan juga telah mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-Undang 15 Tahun 2019 dalam hal penyempurnaan siklus regulasi dimana
terdapat tambahan mekanisme pemantauan dan peninjauan yang dilakukan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) KemenkumHAM. Siklus regulasi tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam UU Cipta Kerja meliputi:

1
2
3

(1) peningkatan ekosistem onvestasi dan kegiatan berusaha;

(2) ketenagakerjaan;

(3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M;
(4) kemudahan berusaha;

(5) dukungan riset dan inovasi;

(6) pengadaan tanah;

(7) kawasan ekonomi;

(8) investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional,
(9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan

(10) pengenaan sanksi.

UU Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020 ini mencabut 2 (dua)
Undang-Undang serta merubah 82 (depalan puluh dua) Undang-Undang dengan rincian
sebagai berikut'.

Mencabut:
1. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
2. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 jo Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang
Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie).

Mengubah:
1. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional lImu Pengetahuan dan Teknologi.
UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

© ® Nk wd

" Diakses dari laman https://jdih.setneg.go.id/
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan.

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan.

UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS.

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.

70.

7.

72.

73.
74.

UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.

UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan.
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75. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

76. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

77. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

78. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

79. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

80. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

81. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

82. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

B. Kerangka Kelembagaan Penanganan Peraturan Daerah

Perundang-undangan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum
yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan. Norma hukum dari suatu negara manapun selalu berlapis dan berjenjang.
Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi,
norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi
sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar'®. Susunan hierarki
peraturan perundang-undangan menjadi salah satu asas yang penting dalam proses dan
teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis-jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas’®:

1
2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

w

D O

A~~~ o~~~ —~
~ )
—_ D= -

Konsep Omnibus Law belum diatur dalam peraturan terkait pembentukan peraturan
perundang-undangan sebagai salah satu asas dalam sumber hukum maupun sebagai
kerangka metodologis dalam melakukan revisi peraturan perundang-undangan, sehingga
undang-undang sebagai hasil dari konsep ini kedudukannya belum terlegitimasi dengan
jelas. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, undang-undang hasil konsep
omnibus law pada dasarnya bisa diarahkan menjadi undang-undang payung karena

'8 Maria Farida Indrati. 2007. llmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta:
Kanisius, him. 44.

"% Lihat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
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mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang
lain. Akan tetapi, Indonesia justru tidak menganut sistem undang-undang payung karena
posisi seluruh undang-undang adalah sama.

Oleh karena itu, UU Cipta Kerja sebagai hasil dari konsep omnibus law bukanlah
undang-undang payung, melainkan merupakan undang-undang yang setara dengan
undang-undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus
dengan membuat norma baru ini. Dengan mengacu pada asas lex spesialis derogat legi
generalis karena dengan adanya omnibus law, maka secara otomatis peraturan tingkat
daerah yang menjadi jenjang terendah dari hierarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia tentu harus mematuhi seluruh aturan baru yang terdapat di dalam UU Cipta
Kerja.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah diberikan
otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Turut
memperkuat secara legalitas dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah)
dimana disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas
pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah. Dalam Pasal 7 UU Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, peraturan di tingkat daerah disebutkan secara
berjenjang terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
(selanjutnya disebut perda) yang keduanya dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan
bersama kepala daerah.

Sebagai salah satu bentuk produk hukum daerah berbentuk peraturan, perda dalam
pembentukannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam peraturan tersebut diatur
terkait fasilitasi dan evaluasi rancangan peraturan daerah.
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Gambar 2.2. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor
120 Tahun 2018 (Kemendagri, 2021)
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Berdasarkan Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, fasilitasi
dilakukan setelah pembicaraan tingkat | selesai dilakukan, dimana yang menjadi objek
fasilitasi adalah materi muatan dan teknik penyusunan rancangan perda sebelum
ditetapkan. Fasilitasi wajib dilaksanakan baik untuk raperda provinsi maupun raperda
kabupaten/kota dimana fasilitasi raperda provinsi dilakukan oleh Mendagri dan raperda
kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur.

Adapun pengkajian dan penilaian terhadap raperda dilakukan setelah raperda
disetujui bersama, namun sebelum ditetapkan oleh kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah,
pengkajian dan penilaian terhadap raperda dilakukan bagi raperda RPJPD, raperda
RPJMD, raperda APBD, pajak daerah, retribusi daerah, serta tata ruang daerah.
Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, proses ini dilakukan
terhadap raperda rencana pembangunan industri, raperda pembentukan, penghapusan,
penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan
menjadi Desa. Alur atau mekanisme pembentukan perda dapat digambarkan sebagai
berikut.
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Gambar 2.3. Alur Pembentukan Peraturan Daerah (Kemendagri, 2021)
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Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat diuraikan terkait kelembagaan yang
berwenang dalam penanganan raperda dan perda sebagai berikut.

(1) Kementerian Dalam Negeri

Kemendagri

sebagaimana

diamanahkan

dalam

Pasal 373 UU

Pemerintahan Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun dalam Pasal 242,
Kemendagri cq. Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah Pasal 242 berwenang melakukan register secara berjenjang untuk setiap
perda yang akan diundangkan dalam rangka menciptakan tertib administrasi
pelaporan perda. Perda provinsi harus mendapatkan nomor register dari
Kemendagri, sedangkan perda kabupaten/kota mendapatkan nomor register dari
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dengan adanya pemberian nomor
register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan perda yang
dibentuk oleh daerah dan sekaligus juga informasi perda secara nasional. Adapun
alur/mekanisme dalam proses register perda dapat digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 2.4. Gambar Alur Register Perda (PSHK, 2021)
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(2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KemenkumHAM dalam tugasnya membantu Presiden mengatasi
permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintah di
bidang hukum, salah satunya permasalahan atas produk-produk hukum di daerah
yang bermasalah dan tidak atau kurang berdaya guna di kemudian hari, sebagai
upaya preventif diberikan kewenangan untuk melakukan “executive abstract
preview”, yakni pengawasan ketika status peraturan masih sebagai rancangan.
Artinya, mekanisme executive preview dapat dilakukan mulai dari tahapan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan sampai dengan tahapan
pengundangan. Model ini diterapkan sebagai langkah atau cara yang dapat
menjadi filter bagi perda yang akan dibentuk agar menjadi efektif dan diterima luas
oleh masyarakat pada saat ditetapkan dan diberlakukan. Hal ini dipertegas dalam
Pasal 58 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana
terdapat amanat untuk melibatkan instansi vertikal KemenkumHAM yakni Kantor
Wilayah KemenkumHAM dalam pembentukan perda guna mewujudkan produk
hukum daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Adapun dalam Pasal 98 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
disebutkan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan
mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini
perancang harus melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan
yang dibentuk di daerah.

Dalam Pasal 58 UU 15/2019, KemenkumHAM melaksanakan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi raperda provinsi
yang berasal dari gubernur. Berdasarkan PermenkumHAM Nomor 22 Tahun
2018, disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan
kepala daerah atau rancangan peraturan perundang-undangan lain yang dibentuk
di daerah, harus diharmonisasikan oleh perancang peraturan perundang-
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undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-
undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaannya. Pengharmonisasian merupakan salah satu tahapan yang harus
dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan
dengan tujuan untuk:

(a) menyelaraskan dengan:

— Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih
tinggi dan Putusan Pengadilan; dan

— teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;

(b) menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Dewan Perwakilan Daerah

Dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPD
mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi raperda
dan perda. Namun demikian, bagaimana bentuk pemantauan dan evaluasi
raperda dan perda yang dimaksudkan disini tidak dijelaskan secara rinci.

Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya
yang diberikan oleh undang-undang. Terkait dengan pengawasan perda, hasil
Judicial review di Mahkamah Konstitusi atas Pasal 251 UU Pemerintahan Daerah
yang tertuang dalam Putusan MK No. 157 dan 136 Tahun 2016 memuat beberapa
poin penting sebagai berikut.

— Mendagri tidak berwenang membatalkan perda provinsi

—  Gubernur tidak berwenang membatalkan perda kabupaten/kota

— Pembatalan perda menjadi wewenang MA melalui mekanisme judicial review

Kementerian Keuangan

Kemenkeu melakukan harmonisasi raperda dan perda terkait dengan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagaimana telah diamanahkan Pasal 245

UU Pemerintahan Daerah. Ada dua bentuk upaya yang dilakukan yakni:

(a) Preventif

— Raperda PDRD kabupaten/kota untuk dievaluasi secara simultan;

disampaikan kepada gubernur, Mendagri dan Menkeu, dan untuk
raperda provinsi disampaikan ke Mendagri dan Menkeu.
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— Mendagri dan gubernur menguji kesesuaian dengan ketentuan umum
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

— Menkeu menguiji kesesuaian dengan kebijakan fiskal nasional.

(b) Represif

— Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan PDRD di daerah.

— Dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer ke daerah
dan/atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan untuk
meningkatkan kepatuhan daerah terhadap kebijakan PDRD.

Menkeu bersama dengan Mendagri melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap Perda PDRD dan/atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi:

— Bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

— Tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan

— Menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

C. Pergeseran Kewenangan Pusat-Daerah Pasca UU Cipta Kerja

NKRI dibagi atas Daerah Provinsi yang terdiri dari Kabupaten dan Kota. Pemerintah Daerah
provinsi dan kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang susunan dan tata cara
penyelenggaraannya diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Beberapa prinsip dasar yang
diatur dalam UU tersebut adalah:

(1) Urusan Pemerintahan adalah kewenangan Presiden dan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemda

(2) Pemda adalah Kepala Daerah dan DPRD

(3) Presiden bertanggung jawab:
— menetapkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
— melakukan pembinaan dan pengawasan.
— memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan

pemerintahan.

(4) Pemerintah Pusat berwenang menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
(NSPK) dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
kewenangan daerah.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali diperlukan
perumusan-perumusan yang berhubungan dengan masalah pendelegasian kewenangan
dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan-peraturan yang lebih rendah.
Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena dua hal yaitu karena
adanya kewenangan atributif atau kewenangan delegatif. Kewenangan atributif dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pemberian atau penciptaan
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kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau lembaga
pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas
prakarsa sendiri apabila diperlukan sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Adapun
kewenangan delegatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah
pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh
peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah,
baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tindakan. Berbeda dengan
kewenangan atributif, kewenangan delegatif sifatnya tidak diberikan melainkan diwakilkan
serta bersifat sementara sehingga diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih
ada.®

Lahirmya UU Cipta Kerja berdampak pada perubahan kewenangan yang dimiliki oleh
pemerintah daerah. Perubahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2.1. Pergeseran Kewenangan Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja

Aspek/Bidang Catatan Perubahan

Administrasi e Kewenangan daerah yang telah ditetapkan dalam undang-

Pemerintahan undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan
perundang-undangan dimakbau sebagai kewenangan
delegatif Presiden;

e Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) merupakan
pedoman bagi pemerintah daerah yang ditetapkan pemerintah
pusat dengan mengacu atau mengadopsi praktik baik;

e Perda/Perkada yang bermasalah dibatalkan oleh Mahkamah
Agung;

e Proses penyusunan Perda/Perkada harus melibatkan
kemendagri, ahli dan/atau pejabat vertikal yang ada daerah.

Pemanfaatan Ruang | e Kewenangan persetujuan Kesesuaiaan Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKPR) ditarik ke pusat;

¢ Persetujuan KKPR diberikan berdasarkan kesesuaian dengan
Rencana Dasar Tata Ruang (RDTR) Digital;

¢ Jika daerah tidak memiliki RDTR Digital, pemohon mengajukan
permohonan ke pusat;

e Perkada merupakan dasar hukum RDTR.

Kelayakan e Persetujuan Kelayakan Lingkungan diberikan pusat atau
Lingkungan daerah;

20 Maria Farida Indrati. 2007. lImu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan.
Yogyakarta: Kanisius, him 56.
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Aspek/Bidang Catatan Perubahan

o Uji Kelayakan Lingkungan oleh Tim Uji Kelayakan terdiri dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat,
Komisi Penilai Amdal dihapus;
e Pengumuman Keputusan Kelayakan Lingkungan dilakukan
melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan.
Persetujuan ¢ Persetujuan Bangunan Gedung diberikan pusat atau daerah;
Bangunan o Sertifikat Laik Fungsi diberikan pusat atau daerah berdasarkan
pernyataan  kelaikan  fungsi dari  Penyedia Jasa
Pengawasan/Managemen Konstruksi;
e Perubahan fungsi bangunan gedung harus mendapat
persetujuan pusat.

Perizinan Sektoral e Pusat dan/atau daerah memiliki kewenangan perizinan
sektoral,
e Kewenangan pusat dan daerah berbeda-beda dalam setiap
sektor.
Pajak & Retribusi ¢ Penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan

Program Prioritas Nasional;
e Untuk penanganan Produk Hukum Daerah, Kemendagri,
Kemenkeu dan Gubernur berperan dalam executive review
dan binwas.
Sumber: diolah penulis dari KPPOD (disampaikan dalam FGD Kajian Penyusunan
Pedoman Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Sebagai
Implementasi UU Cipta Kerja, 10 Maret 2021)
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BAB I
PROGRESIVITAS PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAKSANAAN HARMONISASI DAN SINKRONISASI

menjadi momentum yang sangat tepat untuk melakukan reformasi regulasi, seperti

diamini banyak pihak. Namun demikian, keberadaannya juga menjadi pekerjaan
besar, terutama ketika dihadapkan pada fakta bahwa jumlah peraturan baik di tingkat
pusat dan di tingkat daerah sangat banyak dari segi kuantitas dan perlu segera disesuaikan
dengan pengaturan-pengaturan baru yang menjadi amanah dari UU Cipta Kerja agar
tujuan disusunnya UU Cipta Kerja dapat segera terwujud.

Tim memulai penyusunan kajian ini dengan menggali pandangan dari berbagai
stakeholder, terutama yang berperan besar dalam mekanisme pembentukan peraturan
perundang-undangan di Indonesia, yakni Direktorat Jenderal Perundang-Undangan,
Kementerian Hukum dan HAM, juga stakeholder yang berperan dalam pembangunan
hukum nasional yakni Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas serta Pusat Evaluasi Hukum Nasional, Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Karena yang menjadi fokus kajian adalah peraturan
di daerah, maka stakeholder utama yang menjadi kunci adalah Direktorat Produk Hukum
Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan beberapa
pemerintah daerah yang terpilih sebagai lokus kajian. Selain itu, stakeholder yang
memberikan penguatan dalam bidang yang diambil sebagai sampling juga turut
memberikan data dan informasi terkini perihal perkembangan regulasi yang telah disusun
oleh kementerian sektoral menyusul terbitnya UU Cipta Kerja, yakni Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta asosiasi-asosiasi yang
bergerak di bidang pariwisata dan UMKM. Tak lupa, pandangan dari akademisi juga
penting untuk memberikan pengayaan, juga dari organisasi-organisasi yang berfokus pada
studi tentang pemerintahan daerah dan studi hukum (Komite Pemantauan Pelaksanaan
Otonomi Daerah dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia).

Merespon lahirnya UU Cipta Kerja, Kemendagri selaku pembina kebijakan di daerah
telah melakukan langkah penting dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor
188/1518/OTDA tanggal 9 Maret 2021 perihal Identifikasi Perda dan Perkada Tindaklanjut
UU Cipta Kerija. Isi dari surat edaran tersebut menegaskan bahwa lahirnya UU Cipta Kerja
beserta peraturan turunannya telah berimplikasi pada keberadaan produk hukum daerah,
sehingga pemerintah daerah diminta untuk:

‘ ahimya UU Cipta Kerja yang mengubah berbagai undang-undang di dalamnya

(1) Melakukan identifikasi terhadap perda dan perkada yang materi muatannya
berkaitan dengan UU Cipta Kerja.
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(2) Melakukan perubahan, pencabutan atau membentuk peda dan/atau perkada
yang sesuai dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja.

(3) Menetapkan perencanaan perda diluar propemperda dan melakukan
penambahan perencanaan perkada.

(4) Melaporkan kepada Kemendagri terkait pelaksanaan edaran tersebut dalam
waktu yang tidak terlalu lama.

Setelah memaparkan latar belakang persoalan serta tinjauan yuridis formal dalam
proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah berdasarkan hal yang dimaksud
oleh UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, pada bab ini akan disajikan terkait temuan
empiris dari proses pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-
undangan di Pemerintah Daerah yang menjadi lokus kajian. Temuan empiris yang disajikan
dalam bab ini merupakan hasil analisis dari data yang dikumpulkan sejak bulan Maret
hingga Juni 2021. Dengan memperhatikan Surat Edaran Mendagri sebagaimana
disebutkan di atas, maka temuan empiris ini juga dapat memperlihatkan sejauh mana
pemerintah daerah merespon surat edaran tersebut dan bergerak untuk mengawali
pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dengan melakukan identifikasi
peraturan-peraturan di daerah yang materi muatannya berkaitan dengan UU Cipta Kerja.
Namun demikian, hasil pengumpulan data dan informasi di pemerintah daerah yang
menjadi lokus kajian ini tidak bermaksud membuat generalisasi atas progres yang telah
dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya di luar lokus kajian.

Terdapat beberapa aspek yang dipotret untuk menunjukkan progresivitas
pemerintah daerah melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi. Setidaknya ada 3
(tiga) poin penting dalam melihat progresivitas tersebut, pertama, langkah perencanaan
yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya mengharmonisasikan peraturan di
daerah dengan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya; kedua, penetapan atau
pemilihan prioritas bidang yang menunjang kesuksesan pencapaian tujuan dari UU Cipta
Kerja, dan ketiga, mekanisme yang dilakukan dalam hal hubungan antar institusi dalam
pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi, baik di internal pemerintah daerah itu sendiri
maupun dengan instritusi di luar pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan masing-
masing.

A. Temuan Empiris Progresivitas Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah

1) Provinsi Banten

Setelah UU Cipta Kerja terbit, Pemerintah Daerah memiliki pekerjaan rumah yang
begitu besar, yaitu menyelaraskan puluhan atau bahkan ratusan Perda maupun Perkada
yang berlaku di daerahnya dengan UU tersebut. Tercatat, UU Cipta Kerja melakukan
perubahan terhadap 84 UU — 2 (dua) diantaranya dicabut. Hal ini tak terkecuali juga harus
dihadapi oleh Pemprov Banten. Sebagai upaya awal merespon terbitnya UU Cipta Kerja,
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Pemprov Banten kemudian melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap perda dan
perkada yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU Cipta Kerja. Dari
hasil identifikasi awal, ditemukan banyak peraturan yang telah terbit namun harus
disesuaikan kembali dengan UU Cipta Kerja. Berdasarkan kajian awal terhadap
penyesuaian perda dan perkada, Provinsi Banten melalui Biro Hukum telah
mengidentifikasi sebanyak 25 Perda?' yang terdampak dari UU Cipta Kerja beserta aturan
turunannya.

Proses identifikasi dilakukan oleh Biro Hukum Pemprov Banten bersama dengan
perangkat daerah terkait di masing-masing bidang. Berdasarkan penjelasan dari Biro
Hukum Pemprov Banten, beberapa langkah upaya telah dilakukan oleh Pemprov Banten
dalam menyikapi terbitnya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Beberapa langkah
yang dilakukan melingkupi 5 (lima) langkah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor
80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu: (1) Perencanaan; (2) Penyusunan; (3)
Pembahasan; (4) Penetapan; dan (5) Pengundangan.

Dalam tahap perencanaan, inventarisasi yang menghasilkan identifikasi peraturan
di daerah yang terdampak UU Cipta Kerja menjadi tahapan awal yang dilakukan oleh
Pemprov Banten. Hasil identifikasi dituangkan ke dalam sebuah matriks yang menujukkan
substansi atau bidang yang diatur, dasar hukum terkait bidang tersebut, serta daftar perda
yang terdampak UU Cipta Kerja sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Hal ini
merupakan hasil analisa bersama dengan beberapa perangkat daerah, antara lain: (1)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); (2) Dinas Kelautan
dan Perikanan yang berkaitan dengan perda dan raperda tentang kelautan; (3) Dinas
Tenaga Kerja yang terkait dengan kluster ketenagakerjaan yang berimplikasi pada
beberapa perda atau raperda terkait ketenagakerjaan; dan (4) beberapa perangkat daerah
lainnya yang terkait secara langsung atau tidak dengan adanya dampak dari UU Cipta
Kerja?2.

21 Jumlah tersebut sangat mungkin akan bertambah mengingat proses kajian yang dilakukan oleh perangkat
daerah masih terus dilakukan. Selain itu, saat dilakukan pengumpulan data ini, proses identifikasi baru dilakukan
terhadap perda, belum termasuk perkada (Peraturan Gubernur).

22 Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Agus Mintono, Kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Banten, 12
Maret 2021.
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Tabel 3.1. Matriks Identifikasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Terdampak UU Cipta

Kerja
NO SUBSTANSIPASAL UU TERKAIT KR ING) DA
1o|1ans 1 | Undang:Undang Nemer 26 Jahun 2007 tenfang Fepataan | Eewia 82017 Benbahan
Ruang. (Lembaran. MNegara Republik Indonesia Nomor 683, atas Perda 2/11 RTRW
P e aaran || Lambahan Lembaran Negara Repubiis Indonesia Nopor 4725) | Prov Banten 2010-2030
PERSYARATAN -
1818 |\ nacar PERZINAN | 2 | Yndang:lndang Momar 27 Jabun 2007 tentand Pencelolaan | Raperda RZWPIK
BERUSAHA SERTA Wilayah Pesisir dan EWM Kecil (Lembaran MNegara
UNTUK Republs. Indonesia Nomor. 84, Tambaban Lembaran. Megara
MEMEERIKAN Republlk. Indonesia Nomer -’1?39) sehagaimana telah diubah
KépA'SﬂAN DAN denaan Undana:Undana Nomeor 1 Tahun 2014 tentang Berubahan.
KEMUDAHAN BAGI %bgﬁd’%mmdﬂgg NQ;,W 2 WKMD'? E!engﬁtola,a,u
PELAKU USAHA Feslsr can M ecl {Lﬁmm egara
DALAM Republik. Indonesia Nomor 2, Tambhahan Lembaran. Megara
MEMPEROLEH R@Hmblndonema Nomgor Jd-SDJ
1.c19 KEéESUNAN 3 | Undana:lndana 32 Tahun 2014 teptang
KEGIATAN (L@m&a@n Negara Bepublis. Indonesia Momer 294, I@mbahm
PEMANFAATAN | R k Indonesia Nomer 5603);
1.d/20 RUANG 4 uuammm 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Q@m&i {Lgmm Negara Republls. Indonesia Nomor 49,
Tan Rep
2 1721 - PERIZINAM 5 Luld,augvuad,am N@wg;?& Tahun 20[}9 tentang E!gmnd,ma,u dan | Perda 10/2012 tg
22 BERUSAHA Pengelolaan Lingkungan, Hidup (Lembaran Negara Republik Wgﬂiudwmndan
PEFEESSELET« SA“' Indonesia Jahyn 2009 Nomer. 140, Tambahan Lembaran MNegara | Pengelelaan. Lingkunaan.
LINGKUNGAN HIDUP mlndonema W JDHQJ th'd’u‘p”
3| 1823 KEMUDAHAN 6 | Undang:\Undang.. Nomor 28 Tabun 2002 teptang  Banounan.
24 MEMPEROLEH Gedung (Lembaran. Negara Republik Indonesia Jahun 2002
PEEEﬁ%TUUI\‘IJESN WQH Tambaban lLembaran Negara Republk. Indonesia
omor )
1bi25 GEDUNG DAN 7 | Undang-Undang Nomor & Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran.
SERTIFIKAT LAIK Megara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan
FUNGSI BANGUNAN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108)

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten

Dari hasil pembahasan dengan beberapa OPD, terdapat 2 (dua) peraturan yang
sedang segera disesuaikan. Pertama, terkait Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (RZWP3K) terkait dengan batas garis pantai 12 mil dimana Pemprov diberi
kewenangan semula untuk mengatur zonasi peruntukan zona laut dari 0 — 12 mil, di mana
dengan adanya UU Cipta Kerja pengaturannya akan digabungkan dengan Perda Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga rancangan yang telah disusun sebelumnya terkait
RZWP3K perlu disesuaikan kembali dengan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

“Jadi antara zonasi yang ada di laut dengan yang ada di RTRW harus sinkron,
itulah kendala yang sedang kita proses sekarang, yang mana UU Zonasi ini
sangat dibutuhkan untuk daerah terkait dengan perizinan penambangan di
sekitar pantai (jarak 0-12 mil) yang merupakan kewenangan teritorial
provinsi. 3

Kedua, di bidang ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja mengubah pengaturan terkait
tata cara perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK). Sehingga penyesuaian pengaturan terkait upah minimum sektoral ini perlu segera
untuk dilakukan.

2 Ibid.
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“Kita siapkan rencana perubahan sejumlah raperda sebagai dampak adanya
UU Ciptaker yang melahirkan PP Turunan diantaranya PP tentang
ketenagakerjaan, PP di bidang kelautan, PP di bidang tata ruang, PP di
bidang kesehatan tentang rumah sakit, dan PP lainnya.”?*

Adapun penjelasan dari tahapan perencanaan yag dilakukan oleh Pemprov Banten

terdiri dari beberapa langkah, antara lain:?

(1) Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

Sebelum menyusun peraturan daerah Pemprov bersama dengan DPRD
menyiapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Selanjutnya, rencana perubahan tersebut yang masuk ke dalam Propemperda
kemudian dilakukan pembahasan penyusunan Naskah Akademik. Setelah Naskah
Akademik tersusun, dilakukan penilaian atas dasar Naskah Akademik untuk
mengetahui sejauh mana urgensi dari Perda tersebut diubah/dicabut/diganti
sehingga dari segi yuridis, sosiologis, filosofis terjawab urgensi dari perubahan
tersebut.

“Terkait dengan UU Cipta Kerja, maka otomatis dengan sendirinya Perda-
perda yang sudah ada sangat prioritas untuk diperbaiki dan disesuaikan. Itu
berarti merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, jadi hal tersebut sangat urgent.”?

(2) Penyusunan

Setelah perencanaan dan diputuskan perubahan berdasarkan kajian dari Naskah
Akademik, langkah selanjutnya adalah penyusunan rancangan peraturan daerah
apabila Perda tersebut diputuskan perlu untuk direvisi/diubah. Penyusunan draft
Rancangan Peraturan Daerah berasal dari permasalahan yang telah dituangkan
dalam Naskah Akademik. Begitu pula dengan isi raperda tidak boleh jauh dari yang
telah tertuang dalam Naskah Akademik.

(3) Pembahasan

Dalam penyusunan ini, draft Raperda yang berasal dari Naskah Akademik tersebut
dibahas, dengan memasukan pasal-pasal yang merupakan solusi dari
permasalahan yang ada dalam Naskah Akademik. Pembahasan dilakukan
bersama dengan dinas-dinas teknis terkait substansi pembahasan, bidan kelautan
dengan Dinas Kelautan, bidang ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja.
Setelah dipertemukan dalam internal di eksekutif, tahap selanjutnya adalah
dengan dilakukan pembahasan antara eksekutif, yaitu Biro Hukum dan OPD teknis
terkait dengan panitia khusus di DPRD. Biasanya hal tersebut dilakukan dalam

2 Ibid!.
% Ibid.
% Ibid.

39



tahapan 2 (dua) tingkatan. Pertama, pansus DPRD dan tingkatan kedua adalah
persetujuan bersama. Dalam pembahasan ini, dibasah pasal-pasal pengaturan
secara mendalam antara. Setelah dibahas DPRD di dalam pansus dan apabila
telah dicapai kesepakatan antara DPRD Pansus dan eksekutif, maka ditetapkan
pleno atau suatu penetapan draft final yang disetujui bersama antara eksekutif
dengan DPRD.

(4) Penetapan
Pleno yang sudah ditetapkan selanjutnya ditarik ke paripurna atau persetujuan
terakhir antara Pemprov dengan DPRD. Setelah ditetapkan, draft Raperda yang
terkait dengan anggaran atau tata ruang dan lain sebagainya akan dievaluasi di
tingkat kementerian yaitu oleh Kemendagri dan kementerian teknis terkait.

(5) Pengundangan
Setelah hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri turun, kemudian Pemprov
mengajukan permohonan nomor registrasi dari Biro Hukum, Kementerian Dalam
Negeri sebagai bukti bahwa hasil evaluasi atau hasil regulasi yang telah
dilaksanakan oleh kementerian tersebut diikuti oleh Pemprov. Nomor register
digunakan sebagai dasar oleh pemprov untuk mengundangkan/menetapkan
raperda menjadi perda termasuk didalamnya terkait UU Cipta Kerja.

Meski begitu, proses harmonisasi dan sinkronisasi Perda dan Perkada terhadap UU
Cipta Kerja, belum terlaksana dengan seksama dikarenakan belum adanya panduan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri —dan Kementerian Hukum dan HAM. Meski
menurut pengakuan Pemprov Banten, telah ada upaya konsultasi dengan Kementerian
Dalam Negeri. Salah satu hambatan yang dihadapi juga terkait dengan belum adanya
peraturan turunan yang bersifat teknis atau Peraturan Menteri yang nantinya akan menjadi
gambaran bagi proses harmonisasi dan sinkronisasi Perda dan Perkada di Pemprov
Banten.

2) Provinsi DKI Jakarta

Proses penyelarasan Naskah Akademik, proses harmonisasi hingga proses
pengundangan produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta telah
dilakukan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah. Tahapan tersebut dimulai dari perencanaan yakni penyusunan
propemperda yang ditetapkan satu tahun sebelum dilakukan pembahasan. Untuk itu, Biro
Hukum Pemprov DKI Jakarta menghimpun usulan dari perangkat daerah terkait rancangan
peraturan apa saja yang akan dibahas di tahun mendatang. Setelah usulan terhimpun, Biro
Hukum Pemprov DKI Jakarta kemudian mengadakan evaluasi dan sebagai bagian dari
kegiatan evaluasi tersebut, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta juga melakukan kajian dan
pemetaan terhadap perda yang masih berlaku untuk dianalisis apakah bertentangan
dengan peraturan diatasnya ataupun sudah tidak sesuai lagi dengan perintah
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pembentukannya. Hasil pemetaan ini juga menjadi dasar pertimbangan apakah perda
tersebut akan menjadi prioritas utama dalam propemperda.

Lahimya UU Cipta Kerja merupakan tantangan tersendiri bagi daerah untuk
melakukan deregulasi terhadap peraturan-peraturan yang dinilai obesitas dan mempersulit
investasi. Menyikapi terbitnya UU Cipta Kerja dan serangkaian peraturan turunannya, Biro
Hukum Pemprov DKI Jakarta telah mengambil beberapa langkah awal. Sejak keluarnya
Surat Edaran Mendagri tanggal 9 Maret 2021 terkait identifikasi perda dan perkada
tindaklanjut UU Cipta Kerja, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta secara aktif berkirim surat
kepada seluruh perangkat daerah untuk dapat melakukan pemetaan dan identifikasi
secara self-assessment sehingga dapat menyediakan daftar peraturan apa saja yang
bertentangan dengan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Targetnya, akhir bulan
Mei sudah diperoleh daftar peraturan yang akan dilakukan pembahasan di dalam
propemperda yang akan mulai disusun pada bulan Juni.?’

Dalam melakukan self-assessment, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta sifatnya
mengkoordinasikan perangkat daerah dalam melakukan pemetaan dan identifikasi dengan
memberikan panduan berupa matriks. Berikut disajikan contoh matriks yang sudah
disusun oleh salah satu perangkat daerah, yakni Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Energi Provinsi DKI Jakarta dalam mengidentifikasi peraturan-peraturan yang terdampak
UU Cipta Kerja, yang berisikan apa saja materi muatan dari peraturan daerah yang
mengalami perubahan, serta bagaimana rekomendasi terhadap peraturan tersebut,
apakah perlu penyesuaian, perubahan, atau perlu revisi.

Tabel 3.2. Matriks Identifikasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang Terdampak
UU Cipta Kerja

PERATURAN | AMANAHTINDAK

o PERDATERDAMPAK FP PERGUB TERDAMPAKPF KETERANGAN
PELAKSANARN [ LansuT PR

t [pPNomor2s  [rassisdanPasal 18 |perstuanbaerah DK jskata (1. Persturen Gubermur Provins BKI Fakarta Nomor 28 thun 2016 tertang penyederhanazn persyaratan periznan dan nor-perzinan Periy
Tahwn2021  [Studikesyskan  |Nomor§Tahun200dTentsng  |-Perubahan istiah pada pasal 11 dan 12 penyesuzan

scbazzimans Ketenagakerzzn pasaltt
(Gmaksud pada ayat (1. Pacal 53 tentang Sistem

i pemakaian nstalas proteksi kebakaran menjadiSuret Keterangan (SUKET) Pemenuhin Syarat Keseiamatan Kesehatan Ker (KS) Instaasi ProieksiKebakaran
i pemakaian instalas penyalurpetc meriadi SUKET Pemenuhan syarat K3 Instalas Penyalurpeti
1 pemakaian bejans tekan, merjadi SUKET Pemenuhan syarat K3 Bejara Tekzn
j24 SUKET pemenuhan syerst K3 passwat tanags produke
enuhansyarat k3 g
et pemenuhan syaret K3 pesswatan

fesehaten kea

inanghut

1 pemakaian din pengaiahan behan kimia bertahays 6 tempat kers, menjadipenstapan potensibehays Kivia berbahays i empat ke

G, |-selruhaya dmasukan daam saturumpun skt temgat usaha /tempst ke swasta
danys peraturan menter
Kkesehatan nomor 45 tahun 2016 |2. Peraturan Gubernus rovinsiDKIJakarta Nomor 162 ahun 2016 tentang Ferubahan Pergub 125 tzbun 2015 fertang Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis Fada Satuan Kera Perangkat DaerahyUnit Kef Perangkat
tentang 5wk perkantoran. Derah Teknis Dalam Proses Perizinan Dan Non Perizinan

|seharusnyz perkantoran menjadi |-Seluruh batas waktu perizinan adalzh § har kerja. Dalam hal belum tanggagi' har keqa oeh SKPD, maka in otomatis keluar Pasal ). Termasuk in yang dikelurkan melau sistem onfine
domain disnaker.

2. pasalsiterkattrkss o 3. Peraturan Gubermur Provinsi BKI Fakartz Nomor 47 tzhun 2017 tertang etunjuk Peizksanaan PTS [ Mencebut Pergub /2014, 271/2014, 7/2018, dan 406/2016)
Kess da |- Perubzhan terksit penetapan bahan kimiz berbahaya kemba ke disnaker

. peraturan Gubemu Provinsi DK Fakara Nomer S0 Tshun 2017 tentang Peturjuk Peaksanazn senifasi Ketenagaiatian
asi Gan EnergiProvini DK akars

penusahaan,

raan Energdan Sumber Daya Minral, Pembang it enaga et urtuk kepentingan sendi dengan tota kapasitas b dar 00 Y yang terhubung defam satu

operas
st Menurut BF nomor 25 tahun 2014 tentan Benyelensesrasn Enersi dan Sumber Days Miners! pass) 48, Penomaran registvad SLO meniadi kewenangen ousat dan

|- asa! 18 menzensl csnomoran dan s

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta mengakui bahwa saat ini tidak ada panduan yang
dapat dijadikan acuan dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi, terlebih terhadap
peraturan-peraturan yang terdampak UU Cipta Kerja.

27 Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Wahyu Abdillah, Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 31 Maret 2021.
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“Sebenarnya kita masih mencari pola yang tepat untuk identifikasi dan
inventarisasi kaitannya dengan produk hukum daerah ini. Sementara dari
Pemprov (DKl Jakarta) memang self-assessment dalam bentuk tabulasi
seperti ini.”?®

Mengenai keterlibatan pemangku jabatan fungsional perancang perundang-
undangan dalam pembentukan produk hukum daerah, disampaikan bahwa pemangku
jabatan fungsional perancang perundang-undangan di Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta
tidak terlibat dalam self~assessment, melainkan dalam tahapan selanjutnya, yakni kegiatan
evaluasi yang dimaksudkan untuk menentukan peraturan apa saja yang akan diusulkan
dalam propemperda.

“Self-assessment dilakukan oleh perangkat daerah untuk sementara. Pada
saat kegiatan evaluasi, baru kita akan melibatkan perancang perundang-
undangan biro hukum untuk memilah mana yang akan kita lakukan
pembahasan dalam usulan propemperda.”®

Dalam melakukan self-assessment, tidak ada indikator yang secara konseptual dan
khusus digunakan sebagai acuan yang mendasari pelaksanaannya, baik itu berupa
muatan, dampak, ataupun jangkauan pengaturan. Yang menjadi pertimbangan adalah
syarat formilnya dimana jika perintah yang tertuang dalam peraturan tersebut muncul
karena delegasi suatu peraturan yang lebih tinggi, maka hal ini akan diutamakan.
Pertimbangan kedua adalah melihat apakah kewenangan yang diatur tersebut
bertentangan dengan peraturan induknya.

Dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah, diakui bahwa
Pemprov DKI Jakarta tidak menetapkan prioritas terhadap bidang tertentu untuk
diutamakan prosesnya. Prioritas ditetapkan untuk peraturan yang sifatnya delegatif dan
memang peraturan yang krusial untuk segera direvisi. Pemprov DKI Jakarta berfokus untuk
semaksimal mungkin melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap peraturan-peraturan
di daerah yang terdampak UU Cipta Kerja, meskipun diakui bahwa proses ini terkendala
oleh beberapa peraturan turunan sebagai amanat dari UU Cipta Kerja yang belum
diterbitkan oleh beberapa kementerian teknis.

“Namun sekarang kita belum di tahap mana yang akan kita ubah, mana yang
kita ganti, karena kita baru mengumpulkan jangkauan-jangkauan peraturan
mana yang memang bertentangan. Karena UU Ciptaker juga
mengamanatkan NSPK yang dibentuk oleh masing-masing kementerian,
sedangkan semua belum ada NSPK-nya, jadi kita juga tidak bisa menungqu
Saja namun juga harus tetap menjalankan proses administrasinya jadi kita

2 Ibid.
2 Ibid.
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berusaha semaksimal mungkin mengidentifikasi mana yang bertentangan
dengan UU Ciptaker dan PP turunannya terlebih dahulu. "

Rutinitas evaluasi yang kaitannya dengan regulasi di Provinsi DKI Jakarta baru
berjalan dua tahun belakangan ini dan masih terbatas pada bidang-bidang tertentu saja.
Evaluasi dilakukan berdasarkan pembagian urusan tertentu dan hasilnya adalah identifikasi
peraturan yang perlu dijadikan prioritas utama di dalam propemperda dan masuk dalam
agenda pembahasan di tahun berikutnya. Dalam tahap evaluasi, tidak hanya melibatkan
Biro Hukum sendiri melainkan turut melibatkan perangkat daerah terkait, akademisi,
pejabat fungsional perancang perundang-undangan, serta Kanwil Kemenkumham. Namun
dengan perda dan perkada yang jumlahnya sekitar dua ratus setiap tahunnya, maka waktu
untuk melakukan evaluasi menjadi terbatas apalagi dalam pembentukan produk hukum
daerah ada simpul tahapan yang menjadi tambahan dimana Pemerintah Daerah harus
melakukan harmonisasi di Kanwil Kemenkumham.

“Kita untuk harmonisasi saja sudah habis belum tahap penyusunan dan
pembahasannya di pemprov dimana pemprov juga mendapat pembagian
urusan konkuren yang sangat banyak. Jadi dengan urusan yang sangat
banyak dan struktur kelembagaan yang sangat rigid, itu yang menjadi
tantangan juga. Jumlah perancang perundang-undangan di pemprov juga
hanya tiga serta dukungan dari litbang juga kurang sehingga dalam
penyusunan Naskah Akademik yang tidak hanya memuat kajian hukum tetapi
juga kajian ilmiah kurang kita dapatkan. ™’

Dengan adanya UU Cipta Kerja yang cakupan bidangnya sangat luas, Pemprov DKI
Jakarta mengakui perlu adanya instrumen pendukung teknik penyusunan peraturan di
daerah karena saat ini belum dikenal tentang perubahan peraturan dengan hanya
mengganti judul. Jika daerah melakukan hal tersebut, muncul kekhawatiran apakah akan
dianggap cacat formil. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengamini kebutuhan akan
adanya filter dari pemerintah pusat, pengaturan apa saja yang perlu dibentuk dengan
perda atau perkada, dan pengaturan apa saja yang cukup diatur dengan keputusan kepala
daerah, mengingat dengan lahirnya UU No. 11 tahun 2012, pengaturan yang bersifat
beschikking (keputusan) dan regeling (peraturan) sudah dipisahkan.®

“Jangan sampai dengan adanya UU Ciptaker yang mengamanatkan harus
adanya regeling, maka itu akan menjadikan obesitas regulasi di daerah
karena banyaknya delegasi-delegasi dari peraturan di atasnya.”?

% Ibid.
1 Ibid.

2 Ibid.
% Ibid.
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Hambatan lain yang dirasakan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan
harmonisasi dan sinkronisasi adalah peraturan di tingkat pusat yang tidak mengakomodir
daerah khusus, dimana DKI Jakarta tidak memiliki daerah tingkat | maupun daerah tingkat
Il sedangkan peraturan di tingkat pusat memisahkan delegasi untuk gubernur dan walikota,
padahal di Provinsi DKI Jakarta, walikota di kota administrasi adalah perangkat daerah.
Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta merasa perlu ada instrumen baru yang dapat
mengakomodir kebutuhan daerah yang hanya memiliki satu otonomi di tingkat provinsi.

Menghadapi tantangan ini, Pemprov DKI Jakarta sedang mengupayakan perubahan
pada area sitem kerja dengan mengutamakan sistem informasi dalam melaksanakan tugas
sehari-hari. Penyusunan produk hukum menjadi salah satu prioritas Gubernur dimana
tahun 2020 lalu sudah launching sistem e-office.®* Tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta
membangun sistem pembentukan pergub yang disebut e-Pergub, yang mana alur kerja
dalam sistem ini mengikuti tahapan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana
diatur dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Dengan adanya sistem ini, penyusunan
pergub yang seharusnya memakan waktu kurang lebih 6 bulan, saat ini dapat disingkat
menjadi 35 hari kerja saja, sudah termasuk fasilitasi di Kemendagri yang memakan waktu
15 hari kerja. Harapannya, sistem e-Pergub ini dapat meningkatkan akselerasi proses
penyusunan pergub, sehingga prosesnya lebih efektif, efisien dan akuntabel.

3) Provinsi Bali

Dalam tataran pelaksanaan pengharmonisasi peraturan di tingkat Daerah,
Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan pembulatan konsep terhadap rancangan
peraturan berpegang pada Pasal 58 UU No. 12/2011 jo UU No. 15 Tahun 2019, dimana
pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah,
dikoordinasikan oleh biro hukum dengan melibatkan instansi vertikal dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, dalam hal ini Kanwil
Kemenkumham Provinsi Bali.

Penataan regulasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, diawali dengan reviu
terhadap program pembentukan peraturan daerah (propemperda). Propemperda adalah
rancangan peraturan daerah yang diajukan untuk dibahas dan ditetapkan setelah
propemperda tahunan ditetapkan atau diluar program legislasi daerah (prolegda)®.
Propemperda yang telah disepakati bersama oleh DPRD kemudian dicermati bersama
dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan peraturan daerah
yang sudah ditetapkan. Reviu terhadap perda dilakukan daerah bersama dengan Kanwil
Kemenkumham Provinsi Bali. Belum tersedianya panduan, membuat daerah dalam
melakukan penataan dengan mencermati asas pembentukan peraturan perundang-

% Ibid.

% Lihat Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan
rancangan peraturan daerah di luar Prolegda.
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undangan® dan materi muatan, apakah dalam produk hukum tersebut masih relevan
dengan kondisi saat ini dan berkaitan dengan hukum positif yang baru atau adanya
perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan adanya UU Cipta
Kerja, merupakan hal baru bagi daerah kaitannya dengan harmonisasi dan sinkronisasi

“Sebelumnya tidak pernah ada kebijakan terkait dengan pedoman
pengharmonisasian ini. Sebenarnya pedoman ini yang sangat-sangat
dibutuhkan oleh daerah.””

Selain panduan harmonisasi dan sinkronisasi, Pemerintah Provinsi Bali memiliki
tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Dengan situasi
pandemi saat ini, Biro Hukum Pemerintah Provinsi dihadapkan pada keterbatasan
anggaran akibat adanya relokasi dan refocusing anggaran. Akan tetapi, kondisi ini dapat
teratasi dengan kegiatan kajian dan penataan yang terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam
beberapa tahun terakhir. Dari segi kuantitas sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi
Bali belum memiliki fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali melibatkan fungsional
perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam kegiatan
pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep.

“Provinsi Bali belum memiliki fungsional perancang peraturan perundang-
undangan, itu kendala kami untuk memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kami bersama perangkat daerah pemrakarsa, karena
kami di biro hukum, tupoksi kami tidak melakukan penyusunan. Yang
melakukan penyusunan, menyusun konsep awal adalah perangkat
pemrakarsa”®

Secara teknis, dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, keanggotan tim
penyusun rancangan peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah,
dengan mengikutsertakan instansi vertikal terkait atau akademisi dalam keanggotaan tim
penyusun. Tim penyusun daerah terdiri dari: (1) Kepala Daerah; (2) Sekretaris Daerah; (3)
Pemrakarsa; (4) Biro Hukum; (5) Satuan kerja perangkat daerah terkait; dan Perancang
peraturan perundang-undangan. Daerah harus melibatkan perancang peraturan
perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-
undangan?®. Perancang peraturan memiliki peran sentral dalam konteks legal drafting yang
bukan hanya sebagai pengolah kalimat saja, melainkan menyiapkan, mengolah, dan
merumuskan rancangan peraturan perundan-undangan dan instrumen hukum.

% Lihat Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

57 Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Luh Gde Aryani Koriawan, Kepala Bagian Peraturan Perundang-
undangan Provinsi, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, 31 Maret 2021.

% Ibid.

% Lihat Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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Menanggapi respon terhadap UU Cipta Kerja, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali
melakukan pemetaan dan analisis secara sederhana sesuai dengan substansi klaster pada
11 sektor. Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat 13 Peraturan Daerah dan 21
Peraturan Gubernur yang teridentifikasi berdampak dengan berlakunya UU Cipta Kerja
beserta Peraturan Pelaksanaanya. Melalui surat nomor B.40.188.341/4140/Bag./B.Hk,
Hal Identifikasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali yang
materi muatannya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, Pemerintah Provinsi Bali melaporkan hasil identifikasi kepada Kementerian Dalam
Negeri cqg. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

“Ada 13 Peraturan Daerah dan 21 Peraturan Gubernur yang wajib dirubah
atau disesuaikan, atau bahasanya diharmonisasikan. Kita sepakati dengan
Kepala Badan, bulan Juni ini sudah selesai masuk revisi Peraturan Daerah ke
Biro Hukum dan hasil identifikasi Perda dan Pergub yang diharmonisasi sudah
kami laporkan ke Kemendagri”*°

Tabel 3.3. Identifikasi Muatan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali yang Berkaitan dengan
UU Cipta Kerja

NO UU YANG DIUBAH DALAM UU CIPTA KERJA ‘ PERATURAN PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG TERKAIT KETERANGAN

PERANGKAT DAERAH
PEMRAKARSA

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG.

erintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang| 1.Per
Penataan Ruang

por 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atad] 1. Peng
009 tentang Rencana Tata Ruang Wi

n RTRW dengan RZWP3K 1. Din Umum, Penataar

dan Kawasan

mor 43 Tahun 2021 tentar 2021, Tahap pe
fan Tata Ruang, ~Kawasan] dengan  RZWP3K
Hak Atas Tanah i

lomor 8 Tahun 2015 tentang 2.

Penataar
N Kawasai
71 Tahun 2018 tentang Tata

‘or 60 Tahun 2018 tentang Standar
mal Penataan Ruang

lomor 54 Tahun 2018 tentang Prosedur
manfaatan Ruang

6. Peraturan Gubernur Ball Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana 6. Diubah 6. Dinas P
Induk Petabuan Nusa Penida (Toya Pakeh)

7.Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana 7. Dicabut (sudah tidak sesuai) 7. Dinas Kelautan dan
Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci di Provinsi Bal Perikanan

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, 2021

Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali secara intensif melakukan monitoring terhadap
Kabupaten/Kota dan masih mencermati beberapa peraturan pelaksanaan turunan UU
Cipta Kerja dan beberapa Peraturan tentang teknis pelaksanaan UU Cipta Kerja. Dengan
adanya peraturan teknis tersebut, Daerah dalam menyusun kebijakan daerah dapat
berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat*’.

40 Diskusi dengan | Gede Indra Dewa Putra, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat
Daerah Provinsi Bali, 10 Juni 2021.
41 Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
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Pemerintah Kota Denpasar menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam
Negeri*> dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 180/149/HK/2021 tentang identifikasi
Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya Pemerintah Kota Denpasar melakukan identifikasi
berdasarkan rencana kerja yang dibuat oleh Bagian Hukum dan HAM Setda Kota
Denpasar, meliputi: (1) Pembentukan pokja penataan produk hukum; (2) Pengkajian oleh
perangkat daerah; (3) Pengajuan hasil kajian; dan (4) Penyusunan ranperda dan/atau
perkada®®. Pokja yang dibentuk bersifat koordinatif dengan internal perangkat daerah dan
stakeholder eksternal melalui Kementerian Hukum dan HAM provinsi Bali. Proses
koordinasi dilakukan Pokja dengan Biro Hukum Provinsi Bali sebagai perwakilan
pemerintah pusat di daerah. Pokja penataan produk hukum melakukan pengkajian-
pengkajian terhadap produk hukum daerah yang waijib dilakukan harmonisasi sesuai
dengan ketentuan PP maupun UU Cipta Kerja, sedangkan pengkajian secara teknis
dilakukan oleh perangkat daerah terkait yang memiliki kewenangan. Dari hasil identifikasi,
terdapat 25 Perda dan 39 Perwali yang memiliki implikasi dengan Peraturan Pemerintah
turunan UU Cipta Kerja.

Tabel 3.4. Identifikasi Muatan Produk Hukum Daerah Kota Denpasar yang Berkaitan
dengan PP Turunan UU Cipta Kerja

No | Kebij uran uran Strategis | Regulasi | Identifikasi Pasal di Regulasi Keterangan | OPD
Strategis | terkait UU Di Daerah Penanggung
Cipta Kerja Daerah Jawab
(Peraturan
1 2 3 4 S 6 7 8
1. | Pajak Dan | PP Nomor 10 | Pasal 3 : Perda Pasal 8 : Perlu Dinas
Retribusi |Tahun 2021 | (1) Pemerintah Pusat | Nomor Besarnya tarif retribusi ditetapkan | Penyesuaian | Perhubungan
Daerah tentang Pajak sesuai dengan | 11 sebagai berikut : Kota
Daerah Dan program prioritas | Tahun a. Retribusi Terminal Kendaraan Denpasar
Retribusi nasional dapat [ 2011 Umum meliputi :
Daerah melakukan tentang 1. Mobil Bus :
Dalam penyvesuaian tarif | Retribusi 1. Mobil Bus antar
Rangka pajak dan/atau | Terminal kota antar Propinsi
Mendukung Retribusi yvang : Rp. 2.000,00 (dua
Kemudahan telah ditetapkan ribu rupiah)/ sekali
Berusaha dalam Perda masuk
Dan Layanan mengenai Pajak 2. Taksi: Rp. 1.000,00
Daerah dan fatau (seribu rupiah) /sekali
Retribusi. masulk
(2) Program prioritas b. Retribusi Pemakaian Tempat
nasional Usaha meliputi :
sebagaimana

Sumber: Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Denpasar, 2021

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Surat Edaran Tanggal 29 Maret 2021 Nomor
180/1012/Setda tentang Identifikasi Perda Dan Perkada Tindak Lanjut Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan melakukan pemetaan dan evaluasi
terhadap produk-produk hukum daerah dengan substansi klaster pada 5 sektor,
diantaranya: (1) kluster penyederhanaan perizinan dan persyaratan investasi; (2) klaster
perindustrian dan ketenagakerjaaan; (3) klaster pengadaan tanah dan administrasi
pemerintahan; (4) klaster kemudahan berusaha, investasi dan proyek pemerintah; dan (5)

42 SE Kementerian Dalam Negeri Nomor 188/1518/OTDA, Hal Identifikasi Perda dan Perkada Tindak Lanjut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

43 Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Komang Lestari Kusuma Dewi, Plt Kabag Hukum dan HAM, Pemerintah
Kota Denpasar, 29 April 2021.
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klaster kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Dari total keseluruhan,
sebanyak 8 Perda telah diusulkan untuk dilakukan pembatalan keseluruhan ataupun
perubahan sebagian daripada substansi muatan materi**. Adapun hasil identifikasi yang
telah dilaksanakan, diantaranya:

Perda Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing, sebagaimana diubah menjadi Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Perda Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

(1) Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Ketenagakerjaan.

Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.
Perda Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

(4) Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha

Milik Desa.

Perda Nomor 1tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

(7) Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan

Permukiman.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung selanjutnya melakukan penyusunan

produk hukum daerah yang masih dalam proses penyusunan, yang terdiri atas:

(1) Dinas PMPTSP

a. Penyelenggaran perizinan berusaha; dan
b. Pemberian insentif/disinsentif dan kemudahan berusaha.

(2) Dinas PUPR

a. Bangunan gedung;
b. Insentif dan disinsentif penyelenggaraan penataan ruang;
c. Retribusi persetujuan bangunan gedung.

(3) Dinas LHK

a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(4) Dinas Perinaker

a. Penyelenggaraan ketenagakerjaan;
b. Retribusi perpanjangan imta; dan
c. Perizinan usaha bidang perindustrian.

(5) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

a. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

4 Diskusi melalui Zoom Meeting dengan A.A. Gde Asteya Yudhya, Kabag Hukum Kab. Badung, 29 April 2021.
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Tabel 3.5. Identifikasi Muatan Produk Hukum Daerah Kabupaten Badung yang Berkaitan

(6) Dinas PMD

a. BUM desa/BUM desa bersama.
(7) Dinas Pertanian dan Pangan

a. LP2B;dan

b. Perlindungan dan pemberdayaan petani.
(8) Dinas Perhubungan

a. Penyelenggaraan fasilitas parkir;

b. Penyelenggaraan angkutan dengan kendaraan bermotor umum; dan

c. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di kabupaten badung.

dengan PP Turunan UU Cipta Kerja

NO

PEREDA NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN

MEMPEEERJAKAN TENAGA KERJA

PERDA NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PEFPANJANGAN IZIN

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
DAN PERATURAN PEMERINTAH NO
34 TAHUN 2021 TENTANG
PENGGUNAAN TENAGA KERJA

EEKOMENDASI

ASING MEMPEEERJAKAN TENAGA KERJA ASING
ASBING
BART
EETENTUAN UMUM
Pazzll Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini, yarg dimaksud dengan

1. Daerzh adalah Eabupaten Badung.

2. Pemerictah Daerzh 2dalab Pemerintah Dasrsh
Eabupater Badumg

3. Bupati adalzh Bupati Badimz,

4 Dewan Perwzkilm Rakyat Desrsh  yang
selemjuinya  disimgkzt DPED adalah Dewan
Perwakilan Rakyar Daerah Eabupaten Badunz.

3. Pejzbat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
di bidmg Fembusi Dezersh sesuai demgan
Derataran Berumdanz-imdangan.

5. Reribusi Derpanjangean lzin Mempekerjakan
Temazz Kerja Asimz yeng selamjutnya dizshat
Reribusi adalsh pungutn olsh Pemerintsh
Daerzh atas pemberian Perpanjanzan Izin
Memy jakan Temaga Kerja Asinz kepada
Pemberi Eerja Tenaza Eena Asing.

7. Derpenjangan Izin Mempekerjskan Tenaga Eerja
Asing yanz selamjubrya dizebit Derpamjamgan

IMTA adalzh Izin yang diberikar oleh Bupati

atm pejabat yang ditajuk kepada pemberi kerja

ten2g2 kerja asing

Wajib Retribusi 2dalah orang pribadi atan Badan

Vg memurut ketenfuam peraturan perundanz-

undanzan Retribusi diwajibkan untuk melzkoukan

pembayaran Fetribus, termamk pemungat ataw
pemotong Betribusi.

Beberapz  ketenfuan  dalam  Peraturan  Daerh
Eabupaten Badung Nomor 20 Tabun 2013 tentang
Retribusi Perpanjanzan Izin Mempekerjakan Tenagza
Eerja Asing (Lembaren Deerah Eabupatsr Badurg
Tahum 2013 Momer 20, Tambahar Lembaran Daerah
Nomor 18) divbzh sebazai berikut

Tambakkan | angka disesuzikan Pasal | angka 1 PP
342011

Pemberi Eema TEA 2dalabh badm hukum yang
didirikan berdazarian hukum Indonesia atau badan
lzinnya vang mempekerjaken TEA dengan membayar
upzh 2t imbalzn dalam bentuk lain.

Tambabhar 1 angka dizesuzikan Pasal 1 angka 4 PP
342011

Rencanz Pengzmzan Temaza Eega Asing yang
salanjumya  disingkat RPTEA adalh  rescama
pengzunazn TELA pada jabetan tertent dan jamgka
wak tertenn

Angia 7 disesuailan Pazal | angia 5 PP 3472021
dan Bagian Kadua Paz21 21 PP 342021
ji 5 Rencana LE;
Tenaza Herja Asing yamg selemjuimya disehut
ji RPTEA a2dalah j

penzzunaan TEA yang disshkan olsh Mexteri yang
menyelenggarzken unzsan pemerinaban di bidang
ketenazakerjazan at2u Pejabat vang ditunjuk.

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung, 2021

4) Provinsi Sumatera Selatan

Dalam upaya menindaklanjuti SE Menteri Dalam Negeri terkait dengan instruksi
untuk melakukan identifikasi peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah yang
perlu dilakukan penyesuaian terhadap UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, saat
ini sedang dalam proses identifikasi yang dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan
pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui surat
edaran Gubernur menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/1518/OTDA
tanggal 9 Maret 2021 hal Identifikasi Perda dan Perkada Tindak Lanjut Undang-Undang
Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Namun hingga saat ini, hasil identifikasi terhadap peraturan

daerah dan peraturan kepala daerah di provinsi Sumatera Selatan belum tersedia.
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“Kami dari biro hukum telah menyampaikan surat gubernur sebagai tindak
lanjut dari surat menteri dalam negeri kepada perangkat daerah dan bupati
wali kota untuk mengidentifikasi perda dan pergub/walikota yang terdampak
dengan uu cipta kerja ini. Namun perlu kami sampaikan disini, mungkin
karena keterbatasan sumberdaya manusia ataupun karena kesibukan tugas
dari OPD masing-masing. Sampai saat ini, balasan dari permintaan kami
masalah identifikasi perda ataupun peraturan gubernur yang terkait dengan
uu nomor 11 tahun 2020 ini, belum banyak menerima pak, rico”

Salah satu alasan yang diungkapkan terkait belum tersedianya hasil identifikasi
adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Kota Palembang dalam
forum diskusi yang dilakukannya bersama PK2AN, LAN.

“Kalau kita sebutkan dari segi hasil, artinya ada persentase. Kalau dibilang
hasil sudah mencapai 100%, tentu belum karena beberapa produk hukum itu
sendiri, beberapa ada yang masih menunggu peraturan teknis menterinya.
Tetapi mengidentifikasi awal, kita sudah lakukan. Secara rigidnya saya belum
menerima dari teman-teman tim kita. Kita baru klasifikasi dari sisi cluster dan
domain peraturan yang diatur.”

Selain itu, beberapa hal yang menjadi perhatian oleh pemerintah provinsi Sumatera
Selatan adalah terkait dengan keharusan untuk menginventarisir regulasi terhitung 10
tahun sejak 2010 hingga 2020,

“Sampai saat ini kami belum memberikan deadline waktu, Karena kami pun
di pemerintah provinsi kalau mau lihat di 10 tahun kebelakang itu banyak
sekali dan tidak bisa langsung kita mengeluarkan rekomendasi untuk diubah
ataupun dicabut ataupun ditetapkan baru”

Ini juga yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah kabupaten Muara Enim.
Bahwa waktu menjadi salah satu hal paling krusial untuk melakukan proses identifikasi
hingga menyusunnya menjadi suatu kebijakan46. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Muara
Enim menyoroti problematika penyusunan peraturan daerah bagi daerah yang tidak
memiliki kepala daerah definitif. Dalam proses berjalannya harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan daerah kabupaten Muara Enim, kekosongan kepala daerah definitif
mengharuskan untuk setiap rancangan produk hukumnya harus selalu memperoleh
persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu, sehingga deadline proses
identifikasi dirasa begitu singkat*’.

4 Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Hendra Pranata, Kasubbag Penyusunan Peraturan Gubernur,
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 7 Mei 2021.

4 Diskusi dengan Ratna Puri Prapawati, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 10 Juni
2021.

47 Ibid.
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“Ada SE dari Mendagri itu pada akhir mei 2021 yang menyatakan bahwa
untuk requlasi perizinan itu ada timing batas waktunya. 2 Juli harus
disesuaikan dengan uu cipta kerja. Kemudian pada tanggal 25 Juni ini harus
segera berkoordinasi dengan Kemendagri. Timing yang sangat dekat ini
membuat kami tidak hanya muara enim, tapi juga kabupaten/kota maupun
provinsi ini agak keteteran. Tentu saja dengan deadline yang cepat ini surat
edarannya kalau ga salah 31 mei 2021 dan untuk penyesuaian-penyesuaian
ini tidak cukup hanya 1 atau 2 bulan.ditambah harus masuk di propem perda
dulu. Kalaupun tidak masuk di propem perda, harus ada surat persetujuan
dari DPR. Nah ini butuh waktu sehingga ya mohon maaf saya pikir dalam
penyusunan peraturan-peraturan kedepan tidak bisa dilakukan dalam waktu
yang cepat.”

Kebutuhan terkait timeline waktu untuk melakukan identifikasi juga selaras dengan
yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang.

“Kami memahami juga bahwa identifikasi ini tidak bisa serta merta gitu hanya
dengan mengumpulkan peraturan-peraturan dimana yang sudah tidak dapat
lagi atau tidak sesuai atau bertentangan dengan UU cipta kerja dan aturan
pelaksanaanya. Karena didalam proses pelaksanaannya, aturan
pelaksanaan itu sendiri beberapa mengamanatkan secara juknis masih diatur
didalam peraturan menteri. Oleh karena itu, kita juga masih mengidentifikasi
secara substansi dari jenis-fenis cluster beberapa UU cipta kerja kan tadi
sudah beberapa cluster ya, kita juga sudah membagi dari beberapa cluster
tersebut. Misalnya dari sisi perizinan, kemudian ketenagakerjaan misalnya,
perindustrian, lebih banyak dominan kepada tentang perizinan. Tinggal nanti
kita mengidentifikasi apakah kemudian peraturan daerah maupun peraturan
kepala daerah itu secara keseluruhan itu dilakukan penyesuaian.
Penyesuaian itu ada 2, apakah dia dicabut, diganti dengan peraturan yang
baru, apakah mengalami perubahan. Karena kalau sesuai dengan ketentuan
apabila sudah melebihi 50% itu harus dilakukan peraturan yang baru dan ini
implikasinya juga dengan kajian akademis”

Kemudian kewenangan dalam hal pembentukan peraturan daerah pada khususnya
juga perlu menjadi perhatian dan dipahami bersama sebagaimana yang diungkapkan oleh
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang*. UU Cipta Kerja beserta
peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang menjadi turunannya, pada
dasarnya mengamanatkan di ketentuan akhir bahwa peraturan pelaksana baik dari UU
Cipta Kerja maupun peraturan pelaksananya itu sendiri, masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan aturan tersebut. Hanya saja, secara teknis apakah perlu

8 Diskusi dengan Allan Gunery, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kota Palembang, 10 Juni 2021.
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merubah perda, membuat perda baru, atau mencabut perda tersebut, tergantung pada
bagaimana produk hukum itu harus dibuat.

“Perda itu dibuat atas dasar 2 secara umum kewenangan yang melekat
didaerah. Kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Kewenangan
atribusi, pemerintah mebentuk produk hokum perda maupun perkada itu
dalam kaitan menjalankan fungsi otonomi. Yang menjadi wilayah
kewenangan yang memang didelegasikan kepada pemerintah daerah. dan
kedua, cara delegasi itu diperintah atas peraturan diatasnya. Artinya kalau
perda itu diperintahkan oleh uu, pp, ataupun perpres yang mengamanatkan
harus dibentuk peraturan daerah”.

Salah satu contoh kasus yang digambarkan oleh Kabag Kota Palembang adalah
terkait dengan pengelolaan baku limbah. Sebelumnya di UU tersebut ataupun uu peraturan
sebelumnya itu menyebutkan bahwa setiap pembuangan limbah itu harus mendapatkan
izin dari kepala daerah, namun dalam peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang
merupakan turunan dari UU Cipta Kerja menjadi berubah.

“Namanya berubah dan mekanismenya juga berubah menjadi persetujuan
teknis baku limbah. Dan ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan
peraturan menteri. Sampai sekarang peraturan menterinya belum keluar.
Nah apakah kita harus segera merubahnya? Kita lihat dulu. Karena kalau
melihat uu cipta kerja dan turunannya memang tentang yang kita lihat bersifat
sentralistik terhadap khususnya perizinan. Yang kalau dulu misalnya walikota
atau kepala daerah yang mengeluarkan perizinan, kemudian ini menjadi
hanya sekedar persetujuan teknis atau kesesuaian. Dan melalui sistem. Rata-
rata seperti itu. Yang kami kaji melalui sistem misalnya melalui OSS. Artinya
kan ini simbol dari sistem yang dibangun secara terpusat. Kalau
mekanismenya sudah diturunkan dari pusat itu nanti paling banyak
mengamanatkan syarat teknis yang diatur melalui peraturan menteri, maka
kita harus melihat kalau sudah didasarkan oleh prosesnya secara melalui
system maka aturan yang sudah jelas tidak perlu lagi diturunkan melalui
peraturan daerahnya. Kecuali secara teknis hal tersebut belum diatur.
Sehingga daerah perlu memperjelas aturannya melalui perda maupun
perkada”.

Selain daripada permasalahan terkait kewenangan penyusunan regulasi, masalah
status quo turut terjadi. Ketika peraturan diatasnya sudah tidak membutuhkan izin
lingkungan yang dikeluarkan oleh kepala daerah misalnya disebutkan persetujuan teknis
baku limbah dan belum ada petunjuknya, maka harus diatur lebih lanjut melalui peraturan
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menteri. Sehingga pelayanan yang dimintakan oleh badan perusahaan ataupun badan
hukum lainnya terkait izin lingkungan pembuangan limbah itu yang menjadi status quo?.

“Kami mendapati beberapa daerah mengeluarkan diskresinya. Diskresi juga
sesuai uu administrasi pemerintahan juga ada ketentuannya. Tidak bisa
mengeluarkan produk hukum dengan tidak ada dasar acuan hukumnya. Nah
ini menjadi permasalahan hukum sendiri. Nah ini kalo yang cermat bisa saja
diuji di perpum. Nah ini kan menjadi tantangan hukum bagi pemerintah
daerah. tidak mengeluarkan ijin itu menjadi hambatan sendiri karena ijin
mereka sudah habis. Tetapi mengeluarkan ijin secara teknis aturannya belum
jelas. Nah ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah”.

Pemicu lainnya seperti ketersediaan SDM perancang perundang-undangan
ataupun analis hukum menjadi hambatan lain yang dirasakan juga oleh berbagai instansi
pemerintah daerah. Hal tersebut turut pula dialami oleh pemkot Palembang dan pemkab
Muara Enim. Sampai dengan saat ini, pemkot Palembang masih belum memiliki tenaga
fungsional perancang perundang-undangan bahkan analis hukum satupun®®. Sedangkan
pemkab Muara Enim hanya memiliki 1 (satu) orang pemangku jabatan fungsional
perancang perundang-undangan®'. Selain itu keterbatasan SDM ini juga menjadi pemicu
terlambatnya respon balasan dari pemerintah kabupaten/kota®2.

“Karena keterbatasan SDM, sampai saat ini balasan belum diterima dari
Kabupaten/Kota.”

Menanggapi beberapa permasalahan diatas, biro hukum pemerintah provinsi
Sumatera Selatan telah berupaya melakukan proses identifikasi secara mandiri terhadap
peraturan daerah dan peraturan gubernur yang terkait dengan uu cipta kerja®.

“Ada beberapa yang sudah kami identifikasi berapa perda dan pergub yang
terdampak dengan uu cipta kerja. Contohnya terkait dengan peraturan
perundang-undangan nomor 26 tahun 2007 itu tentang tata ruang. Perda
terkait itu nomor 2/2020 yang harus ditindaklanjuti dengan penyelesaian. Tapi
dari identifikasi kami terhadap perda pergub ini belum bisa kami tindaklanjuti
dengan pasal per pasal karena itu perlu telaahan lebih lanjut bersama opd
terkait. Jadi butuh waktu yang lebih maksimal yang dapat kami lakukan

49 Diskusi dengan Allan Gunery, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kota Palembang, 10 Juni 2021

%0 Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Allan Gunery, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kota Palembang, 7
Mei 2021

51 Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Ratna Puri Prapawati, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten
Muara Enim, 7 Mei 2021

%2 Diskusi dengan Windri Marlenny, Kepala Bagian Perundang-Undangan, Biro Hukum Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan, 10 Juni 2021

% Ibid.
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karena perlu diteliti setelah itu kita pisah satu persatu pasal per pasal yang
terkait dengan UU nomor 26 tahun 2007 itu.”

Tabel 3.6. Hasil Identifikasi Peraturan Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan

Vo |Peratwran Perundang:| Tentang Substansi Perda yang Terdampak | Rekomendasi
undangan Terkait \ \
Tindak Lanjut
A |Uadang Undang
1. | Undang-Undane Nomor 26| Papatasn Fusne -Perda Nomor 2 Tehun 2020
Tahug 2007 tentang  Fencana  Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Keell Provinsi Sumsel Tahun
2020-2040

-Perda Nomor 4 Tshun 2020
tentang Fencana Umum Energl
Daersh  Provinsi  Sumaters
Selatan 2020 - 2050

2. | Undang-Undane Nomor 27| Pengelolaan Wilayzh -Perde Nomor 2 Tahun 2020
Tahug 2007 Pasisiy dan Pulsu-Fulau tentang  Fencana  Zonasi
Kacil Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Keell Provinsi Sumsel Tahun

2020 - 2040
3. |Undang-Undane Nomor 32 | Kelautan -Perda Nomor 2 Tshun 2020
Tahug 2014 tentang ~ FRencana  Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecll Provinsi Sumsel Tahun

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2021

Dalam proses melakukan identifikasi, pemerintah kota Palembang sendiri
melakukannya dengan 2 (dua) cara®4: 1) dari bagian hukum sendiri melakukan identifikasi
terkait dengan UU cipta kerja dan aturan pelaksanaanya dengan materi, dokumentasi
peraturan yang ada di bagian hukum sekretariat daerah kota Palembang; dan, 2) Meminta
ke perangkat daerah terkait untuk mengidentifikasinya secara langsung karena secara by
practice, dinas maupun badan terkait yang bersinggungan secara langsung dalam aspek
pemberian perizinannya ataupun dalam aspek pelayanan terhadap masyarakatnya.

Berbeda halnya dengan pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang masih dalam
proses inventarisasi dan pemkot Palembang yang baru mengidentifikasi per - klaster/
bidang, Pemkab Muara Enim telah mencoba identifikasi awal, salah satunya yang tertuang
dalam penyampaian matriks produk hukum yang perlu disesuaikan dari DPMPTSP kepada
Plh. Bupati Muara Enim c.q. Kabag Hukum®. Di dalam dokumen tersebut DPMPTSP

% Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Allan Gunery, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kota Palembang, 7
Mei 2021

% Tertuang dalam Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, No 570/359/DPMPTSP-
2/2021 hal Penyampaian Matriks Penyesuaian Produk Hukum Daerah, di Muara Enim tanggal 25 Maret 2021
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mengidentifikasi kebutuhan terhadap: 1) perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun
2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Kabupaten Muara Enim; 2) perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan non - Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat di Kabupaten Muara
Enim; dan 3) penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis serta Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Gambar 3.1. Penyampaian Matriks Penyesuaian Produk Hukum Daerah Dinas

Penanaman Modal dan PTSP

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kemayoran No.09 Muara Enim (31311) 0.Box, 5555 Sumatera Selatan
TelapmlF.x 0724-423982 Wel mpt. muaragnimial

Email : Coslumu Service : ce.d {1

M. &0 Se1/n 200, 9—,—7—,'

Nomor : §70/ 359 JDPMPTSP-2/2021

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) bar&u

Hal : Peny Matriks Peny
Hukum Daerah.

Produk d

Muara Enim, 25 Maret 2021
Kepada

Yth, Pih. Bupati Muara Enim
melalui Kabag Hukum Sctda
Kab, Muara Enim

MUARA ENIM

dan tindaklanjut dad amanat

Dihaturkan, dalam rangka si

Sumber:

Undang-undang Nemor 11 Tahun 2020 tentang Clpta Kerja serta Peraturan Pemerintah
T ya yang erat ya dengan hasul rapal tanggal 18 Maret 2021, dapat kami
sampaikan hal-hal sebagal berikut :

1. Dinas P Modal dan y Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim
pada Tahun 2021 akan mengusulkan perencanaan peny F
sebagai berikut :

a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif
dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Muara Enim masih
P F Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Permberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Dserah yang telah diubah
dan purnakan dengan P » Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian

y dan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat di Kabupaten
Muara Enim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 tahun
2020, masih dan P Bidang
Perkebunan yang belum dllmpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu Sutu Pirtu kabupaten Muara Enim,

. P Bupati Petunjuk P dan
Pelunjuk Teknls Sera tatacara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal, untuk i pasal 15 F Daerah Nomor 5 Tahun
2016 lentang Insentf dan F ian K an Penanaman Modal.

Sehubungan dengan hal diatas, pir Matrik F Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati Muara Enim serta draf Rancangan Peraturan untuk persetujuan

Iebih lanjut.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan bahan pertimbangan
selanjulnya, terimakasih.

ke B-uay

U

K P

N

"‘\fi I
y /~ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
o PELAYA zTERP U SATU PINTU
ENIM

Pembina Utama Muda / IV
NIP. 197201221897031003

Bahan paparan Ratna Puri Prapawati,
Kabupaten Muara Enim dalam diskusi melalui Zoom Meeting, 7 Mei 2021.
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Tabel 3.7. Matriks Penyesuaian Produk Hukum Daerah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

\ Ser PR | Sudw [ Materi/Substansi
SRRl | Setelah PONDI?L___I
‘ [T Peraturan Daerah | Peraioran Daerah Masin pada kepada erintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Muara Enim N
e Tk ome S Tahun | Pemerintah Nomor 45 7""’.‘..3;."’;""’7"'..; Permi Insentlf dan Ken n investasi DI Daerah, antara lain
Insenti dan Modal 1 dari Pasal 278 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Kemudahan Penanaman | Di Dasrah antara lain

Modet Déicab pet tap! tentang Insentf dan
| 1. Pada Point menimbang masih mengacu |  Kemudahan Investasi Daersh

tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah 2. Pada Pasal 4 kriteria bentuk insentf dan kemudahan berjumish 14 cengan

kepada Undang-undang 32 Tahun 2004
Donah Qels rangia Pada Point huruf m dan n, serta menambah point
perekonomian daerah dapat
membarikan Insentif aarvatau | hunf g dan K pada Peraturan pemerintan Nomor 54 Tahun 2008
e O B. Pada Pasal § dijelaskan secara rinci bentuk prioritas pemberian insentif dan
ates panensm modal yang disas
dalam Peratur: caer B dan | kemudahan pada Usaha tertentu yang terdiri dari 8 bentuk perubahan.

joman paca poraturan wm' 4. Pada Pasal € djelaskan bagaimana bentuk Pemberian Insentif yang terdiri dari 6

indangan
s bentuk Pemberian Insentd, serta bentuk Pemberian Kemudahan yang terdiri dari
| 2. Pada Pasal 3 bentuk kriteria pemberian
insentif darvatau kemudahan berjumiah 13 bentuk kriteria
14 point. Pada Pasal 7, 8, 9, 10 lebih dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan serta
3. PadaPasai 8 hy cses | g dan tahap calam pembuatan Peraturan Daerah Pemberian
sl dan mekanisme Peraturan
daerah yang akan dibuat | Insentf dan Kemudahan Penanaman Modal.
4. Pada Pasal § menyebutkan Pemberian B Pada Pasal 16 sudah proses pel dan
inseru den L -t oleh Menteri dan Gubernur.
lodal ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah Pada pasal 16 bahwa yang 1 bahwa
Peraturan Peraturan Nomor 45 Tahun 2008 dinyatakan dicabut dan sudah tidak
bertaku
Pada Pasal 19 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang
Pemberian Insentt dan Kemudahan Investasi Di Daersh wajib menyesuaikan

_paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah diundangkan. )
IS S —_—
[7ii. Peraturan Bupati | Peraturan Bupati Nomor 4 | Berpedoman sera  tindaklanut  dari | Sebagai tindaklanjut Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muaa Enim Nomor
;m"‘:‘mgsl:‘:" Cowerang | ketentuan Perundang-undangan antars 1ain | ; 525/508/Disbun-3/2020 Tanggal 4 September 2020 Hal Permohonan uniuk
Pelayanan Perizinan dan dimasukan dalam data Regulasi izt can inan di Bidang
Nonperizinan Kepada Kepala | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
Dinas Penanaman Modal dan 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara i
dan Camat di Kabupaten
Muara Enim 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah

Maret 2021
NAMAN MODAL DAN

=.|) Fembina Utama Muda / IVc
NP. 187201221897031003

Sumber: Bahan paparan Ratna Puri Prapawati, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah
Kabupaten Muara Enim dalam diskusi melalui Zoom Meeting, 7 Mei 2021.

Proses identifikasi awal ini merupakan bagian dari apa yang menjadi target prioritas
yang akan dilakukan penyesuaian regulasi di lingkungan Kabupaten Muara Enim.

“Yang paling urgen/prioritas kami untuk dilakukan perubahan terhadap UU
Cipta Kerja yaitu dalam upaya mendukung investasi dengan melakukan
perubahan peraturan daerah karena kalau kita lihat di PP tentang percepatan
berusaha di daerah itu ada peraturan daerah di Kabupaten Muara Enim yaitu
3 peraturan daerah dan beberapa peraturan bupati di pelayanan terpadu satu
pintu ini yang perlu dilakukan percepatan dan ini menjadi prioritas kami di
kabupaten Muara Enim untuk segera dilakukan perubahan.”

Sampai dengan tanggal 7 Mei 2021, ada 31 peraturan daerah dan 33 peraturan
bupati yang telah dilakukan identifikasi kabupaten Muara Enim®. Dan itupun masih
merupakan hasil identifikasi yang dilakukan oleh bagian hukum dan belum dikoordinasikan
dengan unit lain.

% Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Ratna Puri Prapawati, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten
Muara Enim, 7 Mei 2021
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“Kalau identifikasi awal ini kan kita masih di bagian hukum saja pak, tapi di
beberapa bulan kedepan kita sedang membuat penetapan kerjasama
dengan biro hukum provinsi dan kanwil hukum dan ham ini akan kita lakukan
bekerjasama terkait dengan validasi yang sudah kita lakukan identifikasi ini
akan segera kita lakukan di tahun ini pak, mungkin 2 bulan kedepan atau
bulan depan, seperti itu untuk kerjasama dengan pemerintah provinsi dan
kanwil hukum dan ham terkait dengan identifikasi UU cipta kerja.”

Selanjutnya, baru pada hari Rabu, 9 Juni 2021, bagian hukum Kabupaten Muara
Enim memiliki kesempatan untuk menindaklanjuti hasil identifikasi dengan mengundang
seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Muara
Enim untuk secara bersama-sama melakukan validasi kepada OPD terhadap beberapa
peraturan hasil identifikasi bagian hukum ini%”. Dalam prosesnya, bagian hukum
pemerintah Kabupaten Muara Enim membutuhkan waktu 1 minggu untuk penyampaian
validasi.

“Hasil identifikasi dari muara enim ada 33 perkada dan 31 perda yang sudah
diidentifikasi untuk proses validasi dulu ke OPD karena hasil rapat kami
kemarin sore, ada beberapa hasil pemetaan bagian hokum yang regulasinya
itu bukan di OPD itu sehingga kami butuh waktu 1 minggu sejak kemarin
untuk menyampaikan validasi dari OPD”.

Alasan perlu waktu identifikasi 1 minggu untuk organisasi perangkat daerah (OPD)
dapat menyampaikan ke bagian hukum Kabupaten Muara Enim adalah karena adanya
beberapa regulasi yang bukan merupakan usulan dari OPD yang telah dipetakan oleh
bagian hukum. Misalnya terkait dengan limbah domestik. Regulasi terkait limbah domestik
ini ternyata merupakan usulan dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, bukan
dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Sehingga perlu waktu untuk
memvalidasi terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi lebih detail terkait dengan pasal-
pasal yang tersimplifikasi dari uu cipta kerja®.

Hal lain yang perlu disoroti adalah terkait bagaimana pemerintah provinsi Sumatera
Selatan dalam merespon UU Cipta Kerja ini pada beberapa sektor tertentu seperti
Pariwisata, Koperasi dan UMKM, serta perizinan. Beberapa sektor ini merupakan salah
satu fokus penting dan menjadi tujuan ditetapkannya UU Cipta Kerja. Beberapa OPD di
lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Selatan telah mulai memberikan perhatian lebih
sejak SE Mendagri dan SE Gubernur Sumatera Selatan terkait arahan untuk melakukan
identifikasi peraturan di daerah ditetapkan. Meskipun dalam prosesnya beberapa OPD

5" Diskusi dengan Ratna Puri Prapawati, Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 10 Juni
2021, di Kantor pemerintah provinsi Sumatera Selatan.
%8 Ibid.
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masih dalam tahap awal mengidentifikasi. Untuk melihat gambaran progresivitas dari OPD
di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sangat menyadari bahwa beberapa
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah perlu dilakukan penyesuaian.

“Perda Pergub memang harus disesuaikan, di provinsi hanya yang lintas
Kabupaten Kota yang akan diterbitkan izinnya. Ada 15 aturan yang terkait
perizinan dan sektor usaha antara lain PP 5 tahun 2021 terkait dengan
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan juga pp 25 tahun
2021 tentang penyelenggaraan bidang ESDM, pp 26 tahun 2021 tentang
bidang pertanian, ada juga bidang perindustrian, perdagangan, dan
sebagainya. Jadi memang itu kalau terkait dengan daerah, mungkin di daerah
provinsi/kabupaten/kota”.

Pada tahun 2021, ada beberapa perda dan perkada provinsi Sumatera Selatan
bidang perizinan yang sedang proses revisi dan pengajuan revisi, diantaranya
sebagai berikut:

Tabel 3.8. Daftar Produk Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Perizinan

No | Produk Hukum Bidang Perizinan ‘ Tahapan ‘ Keterangan
Proses

1 | Peraturan Gubernur nomor 39 | Pengajuan | Menindaklanjuti Peraturan
tahun 2018 tentang perubahan Revisi Pemerintah nomor 5 tahun
atas Peraturan Gubernur nomor 49 2021 tentang
tahun 2017 tentang penyelenggaraan  perizinan
Penyelenggaraan Pelayanan berusaha berbasis risiko
Terpadu Satu Pintu.

2 | Peraturan Daerah nomor 3 tahun | Pengajuan | Disesuaikan dengan
2014 tentang Pemberian Insentif Revisi Peraturan Pemerintah nomor
dan Pemberian Kemudahan 24  tahun 2019 tentang

Pemberian Insentif  dan
Kemudahan Investasi di

Daerah
3 | Peraturan Daerah nomor 3 tahun Proses Tahap revisi Peraturan
2018 tentang Fasilitas dan Revisi Pemerintah nomor 51 tahun
Kemudahan Pajak Daerah dan 2014  tentang  Kawasan
Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-
Ekonomi Khusus Api
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Tahapan

Produk Hukum Bidang Perizinan Keterangan
Proses
4 | Peraturan Gubernur nomor 6 tahun Proses Berjalan paralel dengan revisi
2014 tentang Rencana Umum Revisi Peraturan Presiden nomor 16
Penanaman Modal Provinsi tahun 2012 tentang Rencana
Sumatera Selatan Umum Penanaman Modal

5 | Peraturan Daerah Gubernur nomor - -
57 tahun 2015 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal
Sumber: Dinas PMPTSP Sumatera Selatan, 2021 (diolah penulis)

“Pergub 39/2018 tentang penyelenggaraan PTSP sedang dalam proses
mengajukan revisi. Ada 3 Perda dan 3 Pergub yang masih berlaku dan
dikeluarkan oleh DPMPTSP. Tahun ini revisi Pergub tentang rencana umum
penanaman modal Sumsel, sambil menunggu revisi aturan Perpres 16 tahun
2012 tentang RUPM. Mungkin yang harus segera kami revisi ini adalah terkait
dengan pemberian insentif dan pemberian penanaman modal ini karena
sekarang pemerintah sedang memberikan berbagai kemudahan kepada para
investor untuk penciptaan iklim investasi yang lebih berdaya saing”.

Selain itu Dinas PMPTSP juga memiliki kendala lainnya seperti anggaran dan
SDM®®,
(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam pengaturan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan, di Sumatera Selatan
sendiri masih diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.
9 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, yang mana perda ini
masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang
Kepariwisataan®. Sehingga sudah selayaknya Peraturan Daerah nomor 9 tahun
2016 tersebut perlu dilakukan Pembaharuan dengan undang-undang Cipta kerja
dan undang-undang kepariwisataan. Kemudian terkait dengan kewenangan juga
masih rancu antara kewenangan Pemerintah provinsi dan pemerintah
Kabupaten/Kota. Pada dasarnya di bidang kepariwisataan, provinsi tidak memiliki
wilayah teritorial yang dimiliki. Hal ini dikarenakan bidang usaha di bidang
pariwisata lebih banyak di pemerintah Kabupaten/Kota. Bahkan masalah
kewenangan mengeluarkan perizinan-pun, pemerintah Kabupaten/Kota yang
berwenang.

% Diskusi dengan Endang Kurniati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Selatan, 10 Juni 2021.

80 Diskusi dengan Aufa Syahrizal, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, 10 Juni
2021.
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“Kami merasa rancu dengan kewenangan antara provinsi dan
kabupaten/kota karena provinsi tidak punya wilayah. Provinsi memerlukan
acuan/format khusus untuk kita memberikan masukan terhadap tahapan-
tahapan yg lain. Untuk memudahkan, Biro hukum dapat memberikan format
dan contoh supaya bisa diisi oleh OPD. Dan yang kedua harus dipertegas
mana batasan kewenangan atau fungsi provinsi dan Kabupaten/Kota dalam
Undang-Undang Cipta Kerja.”

Selain itu yang perlu digaris bawahi adalah untuk syarat perizinan pariwisata,
pengaturannya ada pada Dinas PMPTSP, sedangkan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata hanya memberikan rekomendasi®’.

Badan Pendapatan Daerah

Tanggal 7 Juni 2021, Badan Pendapatan Daerah telah mengikuti pembahasan
dalam paripurna dan dinyatakan bahwa rancangan perubahan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah disetujui, sekaligus telah dimasukkan
sebagaimana amanah UU Ciptaker Pasal 155-158%. Salah satu kalimat yang
dimasukan kedalam rancangan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 adalah
didalam pasal 73a dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, yang
mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi ini serta mendorong pertumbuhan
industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi, serta memberikan
perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan pemerintah sesuai dengan
program prioritas nasional, pemerintah provinsi Sumatera Selatan mengikuti
pernyataan tersebut. Selain itu, didalam pasal 155 sampai dengan pasal 158 itu
ada beberapa poin terkait dengan pajak daerah: pertama yaitu penyesuaian
retribusi pajak daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional; kedua
yaitu berupa tarif pajak dan retribusi daerah yang bersifat nasional; dan ketiga
terkait pengawasan dan evaluasi atas peraturan daerah yang menghambat
investasi dan kemudahan berusaha.

“Kami sudah melakukan perubahan dalam rancangan perda pajak daerah.
perubahan di pasal 71 menjadi 71A dan 71 ayat 1a dan 1b.”

Skenario yang digunakan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan karena
kewenangan gubernur terhadap fiskal daerah yaitu penghapusan, pembebasan,
keringanan terhadap fajak daerah®:.

“Ketiga kewenangan tersebut diatur didalam uu 28 maupun dalam uu cipta
kerja bahwa kewenangan tersebut diambil oleh gubernur dalam bentuk
perkada. Artinya didalam rancangan tersebutpun telah kami tambahkan 2

& Ibid.

62 Diskusi dengan Ibnu Rosi, Kepala Subbidang Hukum, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
10 Juni 2021

& Ibid!.
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ayat vaitu di ayat 1a dan 1b. dalam mendukung kebijakan-kebijakan
berinvestasi semua dapat diberikan insentif kepada pelaku usaha
didaerahnya. Artinya nanti setelah perda ini dinyatakan oleh kemendagri yaitu
dalam hal fasilitasi maupun evaluasi kemendagri telah sah dan ditangani,
gubernur dapat memberikan insentif fiskal daerah mengikuti fiskal nasional.”

Progres lain yang sangat signifikan khususnya dalam hal pengelolaan pendapatan
daerah melalui mekanisme pengaturan pajak daerah adalah akan dilakukannya
revisi terhadap Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Fasilitas dan
Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Api-Api dan akan disusunnya rancangan peraturan kepala daerah yang
mengatur terkait keringanan/pengurangan, pembebasan, dan penghapusan
pajak®.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dalam melakukan proses identifikasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
mengalami beberapa kesulitan, seperti tidak ada lagi petunjuk pelaksanaan
(Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah®.

“Kesulitan kami dalam penyusunan propem perda ini karena PP ini tidak ada
lagi juklak juknis yang mengatur. Jadi langsung operasional. Begitu PP itu
diundangkan, nah kita diminta secara mandiri berkreasi. Pokoknya terserah
kamu lah, bisa mengembangkan dan menginterprestasikan PP ini sehingga
bisa menjadi produk turunannya berupa perda. Untuk mencari referensi
tambahan, kita juga kesulitan. Karena kondisi eksistingnya hari ini seluruh
baik itu Dinas KUMKM provinsi maupun kabupaten/kota belum ada yang
menyiapkan perda seperti yang kami lakukan ini.”

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
untuk mencari referensi peraturan sejenis sebagai turunan dari peraturan
pemerintah nomor 7 tahun 2021 adalah dengan studi banding kepada pemerintah
provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, namun kedua provinsi ini-pun belum
menyiapkan®. Permasalahan lain yang turut menjadi bahan pertimbangan adalah
bahwasanya UU Cipta Kerja tidak mencabut undang-undang yang lama. UU
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian itu masih berlaku dan UU Nomor

& Ibid.

8 Diskusi dengan Hermansyah Podho, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera
Selatan, 10 Juni 2021

% Ibid.
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20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih berlaku dan
kemudian dikomplementari dengan UU Cipta Kerja ini.

“Kita kan pada waktu penyusunan perda, Kita mau mengacu kemana ini?
Sebagai contoh, di uu 25 tahun 1992 itu mengatur tentang syarat
pembentukan koperasi minimal 20 orang dan terus yang di PP baru itu 9
orang, ya kita bisa sesuaikan dengan aturan tapi yang lain-lain gimana?
Aturan lain yang notabene masih berlaku dan tidak dicabut. Jadi istilahnya uu
cipta kerja ini bukan mereflikasi, hanya uu yang lama itu cuma di
komplementari sebetulnya. Jadi dilengkapi mana-mana yang kurang itu diisi.”

Pemerintah provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah mengusulkan pentingnya untuk segera disusun Peraturan daerah
tentang Koperasi dan UMKM dan Perlu adanya petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu sendiri, meskipun
tantangannya adalah: pertama, high cost penyusunan Perda; dan kedua,
menjamin bahwa perda yang disusun dapat dipergunakan sebagai dasar
kebijakan bidang koperasi dan UKM Sumatera Selatan dalam jangka waktu
panjang kedepan®’.

B) Provinsi Kalimantan Selatan

Secara umum, progresivitas yang telah dilakukan di pemerintah provinsi Kalimantan
Selatan, pemerintah kota Banjarmasin, pemerintah kota Banjarbaru, dan Kabupaten
Banjar mengenai Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan-peraturan di daerah sebagai
tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait dengan arahan untuk
mengidentifikasi peraturan terdampak oleh UU Cipta Kerja adalah masih bersifat pemetaan
awal. Dengan kata lain, saat ini sebagian besar baru sebatas mengidentifikasi peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah mana saja yang dimungkinkan akan terkena dampak
karena adanya UU Cipta Kerja ataupun regulasi daerah lainnya yang memiliki pembahasan
yang sama dengan isu strategis yang dibahas dan tertuang dalam UU Cipta Kerja dan
peraturan turunannya.

Sebagaimana data yang dilaporkan pertanggal 27 Mei 2021, Biro Hukum
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengidentifikasi 28 peraturan daerah, 39
peraturan kepala daerah (peraturan gubernur), dan 5 peraturan lainnya. Peraturan lainnya
ini dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, rencana
induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2013-2028, peraturan internal rumah
sakit (hospital by laws) rumah sakit gigi dan mulut gusti hasan aman provinsi Kalimantan
selatan (BD 95 tgl 27 nov 2018), Manajemen kepegawaian BLUD RSUD Ulin Banjarmasin
(BD 67 tgl 4 juni 2020), dan kode etik penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa (BD
119 tgl 1 Des 2020).

7 Ibid!.

62



Tabel 3.9. Hasil Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan
Provinsi Kalimantan Selatan

PERATURAN DAERAH
NO P:E::;::::N TENTANG [ SUBSTANSI TERKAIT DAN/ATAU PERATURAN RN OREND,
TINDAK LAN
GUBERNUR YANG TERDAMPAK
KRB 2 | R == & 0 8 |FE )
1. | Peraturan "~ | Penyelenggaraan 1. Penerbitan sertifikat standar | 1. Pergub No, 37 Tahun 2010 | Penyesuaian
Pemerintah Nomor 5 | Perizinan Berusaha usaha dan sertifikat standar Penyelenggaraan Pelayanan
Tahun 2021 Berbasis Resiko produk Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) di
2. NSPK pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal (BD
Berusaha Berbasis Risiko No 37 Tanggal 1 Oktober 2010)
3. Pengawasan (rutin dan 2. Pergub No. 76 Tahun 2015 Tata
insidental) Cara Pelaksanaan Kewenangan
4, Penyelesaian permasalahan Pada Badan Pelayanan Terpadu
dan hambatan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kalimantan
Berusaha Berbasis Risiko Selatan (BD No 76 Tanggal 26
5. Sanksi bagi pejabat pemerintah Agustus 2015)
6. Sanksi administratif terhadap 3. Pergub No. 4 Tahun 2017 Tata
pelaku usaha Cara Pelaksanaan Kewenangan
Pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan
Selatan (BD No 4 Tanggal 6

Januari 2017)Pergub No. 4
Tahun 2017 Tata Cara
Pelaksanaan Kewenangan Pada

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Kemudian pertanggal 27 Mei 2021 juga, Bagian Hukum pemerintah Kota
Banjarmasin telah berhasil mengidentifikasi 64 peraturan daerah dan 55 peraturan kepala
daerah. hasil identifikasi tersebut belum sampai pada tahap menganalisis atau men-sortir
pasal per pasal yang akan mengalami penyesuaian, namun pemerintah Kota Banjarmasin
telah memperhitungkan rencana tindak lanjutnya, apakah regulasi tersebut akan
dipertahankan karena masih relevan, atau malah perlu direvisi bahkan dicabut
dengan/tidak menyusun kebijakan baru di Kota Banjarmasin.

Tabel 3.10. Hasil Identifikasi Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin

Tindaic Tamut
Moo Judul Perda Identifileasi Keterangan
Pencalbutan Perubahan ﬁmﬂ
(3 2l 13 4, 3 ] (7]
1. Peraturan Dasran Hotai Dengan diundanpgian: Perubahan  Ferda Driusullcan
; jarmazin  Nomor 2 UU Ne.11 Tehum 2020 Nomeor 2 Tahun untuk
Tahun 2020  tentang 2020 tentang dimasukan
Fenyelenggarasn Penyelenggaraan dalam
Metrologi Legal. Metrologi Legal Propemperda
Tahun 2032
2. iPeraturanm Daeran  Kota: Dengan diundangican: Perubahan HKedua Diuzullean
Banjarmasin - Momor 21: U Ne.11 Tehun 2020 Ataz Peraturan untuk
Tahun 2010 tentang Dagrah Kotz dimasulan
Fsjak Fensrangan Jalan, Banjarmasin Nomor dalam
sebagaimana telah 21 Tashum 2010 Fropemperda
dinbah dengan Peraturan tentang Fajak Tahun 2022
Diaerah Kota Banjarmaszin Penerangan Jalan.
Nomor 12 Tahun 2012
tentang Ferubshan Atac
Peraturan Dasrah  Kota
Banjarmasin - Momor 21
Tahun 2010 tentang
Fsjak Penerangan Jalan

Sumber: Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin, 2021
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Tabel 3.11. Hasil Identifikasi Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

Banjarmasin
Tindak Lanjut
Ha. Judul Perleada Identifilea=i Keterangsm
Pencabutan Perubahan m;

i} i ] e i i 7

1. Peraturan Walikota : Dengan diundangkan: Pencabutan Atas Perencanaan
Banjarmasin  Nomor 32 UU Ne.11 Tahun 2020 Peraturan Penjusunan
Tahun 2010 tentang Tarif Walikota Perleads
Felayanan Surat Eanjarmasin Tahumn 2021
iHeterangan Kesehatan Nomor 32 Tahun
dan Pemerikzasn 2010 tentang
Ultrasonosrafi  (US5) di Tarif Pelsyanan
Puskesmas. Surat

Heterangan
Keschatan  dan
Pemerikzasn
Ultrasonografl
[US6) di
Pusleamaes,

Z. iPeraturan Wallota ! Dengan diundangkan: Perubshan HKedua Perencanaan
Banjarmasin = Nomor 38! UU Ne.11 Tahun 2020 Ataz Peraturan Pengusunan
Tashun 2010 Tentang Walikota Perleads
Sistemn dan  Prosedur Eanjarmasin Tahumn 2021,
Femungutan Bea Nomor 33 Tahun
Ferolehan Hak  Atag 2010 Tentang
Tanah dan Bangunsn Sistem Dan
sehagaimana telah Prossdur
diubah dengan Peroturan Pemumngutan Bea
Waliliota Eanjarmasin Perclehan Hak Atas
MNomor 11 Tshun 2017 Tanah Dan
Tentang Perubshan Atas Eangunan.

Peraturan Walikota
Banjarmasing Nomor 33

Sumber: Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin, 2021

Untuk pemerintah Kota Banjarbaru, pertanggal 27 Mei 2021 telah menyampaikan
11 peraturan daerah yang telah teridentifikasi oleh bagian hukum. Dalam dokumen hasil
identifikasi peraturan daerah tersebut, belum mengarah pada mengidentifikasi dan
menganalisis kemungkinan pasal-pasal yang akan perlu dilakukan penyesuaian. 11
peraturan teridentifikasi mencakup bidang perizinan (2 perda), penanaman modal (1
perda), bangunan gedung (1 perda), ketenagakerjaan pendidikan (1 perda), koperasi (1
perda), perpajakan (1 perda), dan perumahan (3 perda).

Tabel 3.12. Hasil Identifikasi Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Pesatursa terkalt U1 Cipta Ketfa

Prachiik Hukii Dserab Teridentfikas {Persuran Pelalsisa) UPDY Pensipgung Jawib
1 1 i 4 bl
1 |PERIZINAN 1. Peris Noaiod $ Taun 2019 teatang Perizingn Bensahs Padi 1. Perateran Pemerintah Nosior § Taban 021 tistang Peayelengganiss 1. Db Pesanunamas Madal dan Pelsyunin Terpadu Sae Pt dan Dings
(Badang Perindusinan dan Perdagangan 2. Pepda Noanr 9 Tiben | Pefizian Benusaly Barbus Rusko 2. Permtiran Pesenatah Nomod 6 Tahi  |Pendagangan 2. Diass Pesssanamas Modal dan Pelayanan Terpadu Sans Pinn din
2016 wtang Penyelesggarsan Pelayusan dan Perzings di Bidang (2021 tentasy Penyelesggarsan Pesizinan Berussha & Doersh hsars Kesehaian
Keschuin

1 | PENANAMAN MODAL
(Perda Nosor 4 Tabun 2014 testang Pesanaman Modal [§ Kot | Perateran Presiden Nomos 10 Tabus 2021 tenineg Bidang Lsahs Pesanaman

HAFPEDA
Banashure Modal
3 [BANGUNAN GEDUNG

Perateran Pemenintah Mesor 16 Tuben 2021 testang Peraturas Pelaksansan
Perk N 4 Tabun 2013 testang Baagusan g e — St = S P s Pemahan das Perkinus
gy ' Undang Usdang N 2 Tebien 200 tstang B Godng

4 |KETENAGAKERIAAN

P Nosuor § Tobun 3005 testang Peluyasan Keteuguberjaan | Unidang-Usslng Mo 11 Taben 2020 testang Cipa Kerja heas Kaperas, Usaha Keeil Mesesguh don Tenage Kerja
5 |
B P Nossor 3 Tabun 2013 testng Peadidibn Undang-Lsdang Moot |1 Tabin 2030 testang Cpta Kesja Do Peadiiian
& |KoPERASL Perda (12 Tahun 2007 sentung Perkopensian heas Koperas, Usa Keeil Mesesguh don Tenage Kerja

Perateran Pencrintah Moo 7 Taben 2021 testang K emuidaban, Pedisdungan,
dan Peatbesdsyoan Kepensi dan waba Mikae, Kevil dan Menengah

Sumber: Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarbaru, 2021

64



Selanjutnya perkembangan yang signifikan juga diperlihatkan oleh pemerintah
Kabupaten Banjar. Melalui bagian hukumnya, pertanggal 27 Mei 2021 pemerintah
kabupaten Banjar telah berhasil mengidentifikasi adanya 2 peraturan daerah dan 4
peraturan kepala daerah yang perlu ditindaklanjuti pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja
beserta peraturan turunannya. Untuk bidangnya sendiri mencakup bidang
ketenagakerjaan, perumahan dan pemukiman, serta pekerjaan umum dan penataan
ruang. Namun sama halnya dengan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, Kota
Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru, pemerintah Kabupaten Banjar-pun belum sampai pada
tahap menganalisis pasal perpasal terdampak UU Cipta Kerja.

Tabel 3.13. Hasil Identifikasi Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Banjar
TEnARk tanjat Farangia:
s Jadul Perda atau Ferbup Hentiflasi p = Dasran
Pencabutan | Ferubabhan . Femyslanggars
Ferda/Ferbup S=ru N
Uruean

21 1= 15l 14l V&l (8} & 18]

1. | Ferataren Bupst Banjer Gomor 63 | 1. PaIsiuran  Mental  Eelenspakenasm Sudsh SexuEl Timaz Tenags
B —— Homor = Tamum 2031 tent=ng Tam Harjadan
Jaminan Sorial Ketsnagaksriasn & Cara  Fempclemggataaw | Program Tranzmigraci
Kabupaten Sanjar Jzmunzn _Mml_maln K.ﬂjﬂ._ [HE],

- Jeminan Kematian [JK| dan Jaminan
Hari Tua [JHT)

T | = Farabiren EUpat Sanjar BomOT | 3. FGTaTUran FemerniEl omer 55 FewRnAngEn Timaz Tenags
40 Tahun 3017 tentang Tata Cara Tahun 2031 tentang Penggumasn dinmbil alah Harja dan
Fanerbitan Ferpanjangan fin Tenaga Karja Azing N FPurat Trencmigrazi
Msmpakssjakan Tanzga Ksra
Azing

. ParataTen EUpaH Samjar Nomor Timaz Tenags
42 Tahun 3017 tentang Patunjuk Harja dan
Takniz Pemungatan Reibuci N Trencmigrazi
FParpanjangzn Ijin Mempekarjawan
Tenzgs Kerja Azing

F. Feratiran Fmarintel NOmoT 55 Timaz Tenags
Tahun 2021 tentang Perjanjian Karje Harja dan
Wikt Tartemt, Alih Daya, Waitn Tremzmigrasi
Herja dan Wakta Iztirahat dan
Femutuzan Hubungan Herjz

3. Feratiran CRmerintah NOmOT 56 Timaz Tenags
Tahun 2021 tentang Pengupahan Harja dan

Trencmigrasi

Sumber: Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar, 2021

Sejak pemerintah provinsi Kalimantan Selatan menerima Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri terkait dengan identifikasi peraturan-peraturan yang ada, saat ini yang sudah
mulai dilaksanakan adalah berupa identifikasi awal pada Perda dan Perkada yang ada.
Caranya adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan peraturan-peraturan mana saja
yang dinilai perlu untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Salah satunya adalah
berkaitan dengan substansi yang telah tertuang pada UU Cipta Kerja.

Tindakan “ldentifikasi” menjadi suatu hal yang sangat ditekankan oleh pemerintah
provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang disampaikan oleh Kasubbag Peraturan
Perundang-Undangan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
sebagai berikut®®:

% Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin, 6
Mei 2021
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“Sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, ada kegiatan dikami yang namanya
Identifikasi Peraturan Daerah. “Identifikasi” itu..kami lakukan terhadap Perda-
Perda yang sudah terbit. Jadi, kami lakukan secara bertahap dengan dimulai
dari 10 tahun terkahir. Kami mulai dari Perda yang paling tua baru kemudian
Perda yang paling muda.”

Pelaksanaan “Identifikasi” ini, dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis
keselarasan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di pusat dan kebutuhan yang ada
di daerah Kalimantan Selatan, serta bagaimana penerapan implementasinya di wilayah-
wilayah. Hal ini juga dilakukan dengan koordinasi dengan para SKPD, terutama SKPD
teknis di wilayah-wilayah bersangkutan.

Terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini, sebenarnya Biro Hukum
pemerintah provinsi Kalimantan Selatan mengalami kebingungan yang dirasakan antara
lain sebagai berikut:

(1)

Pertama, pemahamannya terhadap adanya bentuk kontradiksi yang terjadi antara
Pasal 181 UU Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Harmonisasi dan Sinkronisasi
dengan Pasal 58 UU Nomor 15 Tahun 2019 mengenai pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala
Bagian Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan®®:

“Nah mungkin disini yang membingungkan apa peran kami kalau kontradiksi
antara pasal 58 UU 15/2019 ini dengan pasal 181 UU 11/2020 yang
kesemuanya untuk produk hukum daerah itu telah diambil alih oleh
kemenkumham. Sedangkan kami disini tetap dari SKPD tusinya adalah dari
kami baik biro hukum maupun bagian hukum. Artinya kontradiktif antara pasal
181 ayat 2 UU cipta kerja ini dengan pasal 58 ayat 2 UU 15/2019....”

Sehingga selama ini, Bagian Hukum Setda Provinsi Kalsel melakukan pengkajian
awal terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pembahasan yang mengarah
kepada DPRD.

Kedua, kebingungan juga dirasakan mengenai Surat Edaran dari pihak
Kemendagri karena penegasan yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut
menyatakan bahwa hal pertama untuk melakukan suatu inventarisasi,
mengumpulkan atau menghimpun produk hukum daerah™.

“....surat edaran mendagri yang ditujukan kepada gubernur/bupati/walikota
di seluruh indonesia yakni terkait identifikasi masalah perda dan perkada ini
dimana dengan tegas didalam surat edaran itu daerah provinsi atau
kabupaten/kota yang pertama melakukan inventarisasi, mengumpulkan atau

89 Diskusi melalui FGD pada Lokus Kajian di Banjarmasin dengan para Narasmber terkait, 27
Mei 2021

0 Ibid!.
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menghimpun dapat produk hokum daerah, perda maupun perkada disitu
tidak dijelaskan dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke
belakang, atau 15 tahun ke belakang. Dan terkait dengan hal tersebut, selain
melakukan inventarisasi, daerah juga akan melakukan identifikasi, mengkaji,
meneliti, dan menelaah mana yang tidak sesuai lagi. Dan akhirnya
melaporkan hasil ini.”

Tahap yang dilaksanakan dalam menjalankan proses harmonisasi dan siknronisasi
perundang-undangan atau peraturan ini, dimulai dari identifikasi, pemetaan, dan juga
diskusi dengan pihak-pihak terkait. Diskusi dilakukan dengan menyertakan para
narasumber ahli dari Kanwil Kemenkumham, para Percangan Peraturan Perundang-
Undangan, Analis Hukum, Peneliti, hingga para akademisi dari universitas. Penjabaran
dan rinciannya sebagai berikut’, yaitu:

(1) Tahapan awal berupa “identifikasi” peraturan-peraturan (Perda dan Perkada)
yang sudah ada dan sejak lama ada. Pencabutan Perda dan Perkada yang
berusia tua, sekitar 10 tahunan yang dinilai tidak relevan kembali. Identifikasi
ini juga sebenarnya menjadi arahan dari pihak Kemendagri berdasarkan Surat
Edaran yang telah diterima oleh pemerintahan daerah Kementerian Selatan
dalam terbitnya UU Cipta Kerja, tetapi, pemerintah Kementerian Selatan
sudah melakukan hal ini sejak dulu setiap tahun sebagai suatu bentuk
“evaluasi” dan “reviu”.

(2) Pemetaan Perda dan Perkada yang telah diidentifikasi sesuai dengan sektor-
sektor dan ditelaah kembali sektor tertentu yang menjadi prioritas. Sama
halnya dengan daerah-daerah lain, prioritas diutamakan pada permasalahan
mengenai perizinan.

(3) Penyesuian pada Propemperda yang ada dan diskusi dengan para OPD
terkait serta SKPD. Kemudian, penelahaan kembali Propemperda yang
diberlakukan.

Hal lain yang menjadi isu penting dan perlu digaribawahi adalah adanya persepsi
bahwa amanat Pasal 181 UU Cipta Kerja ini sulit dilaksanakan karena hambatan-hambatan
yang ada. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, hambatan yang sebenarnya sama,
hanya saja kondisi daerah Kalimantan Selatan tampak memiliki beban tersendiri dalam
hambatan yang dihadapi. Hal ini bukan karena ketidaksiapan dari pihak pemerintah daerah
Kalimantan Selatan sendiri, tapi karena tinjauan dan analisis empiris yang ditemukan.
Berikut ini hambatan-hambatan dan tantangan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi
pemeritah daerah Kalimantan Selatan, yaitu’:

(1) Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurangnya pemahaman dan
ketrampilan mengenai ilmu hukum administrasi negara dan peraturan

™ Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin, 6
Mei 2021.

72 Ibid.
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perundang-undangan. Selain itu, juga kurangnya jumlah para staf atau SDM
yang terdapat di pemerintahan daerah dalam Bagian atau Biro Hukum dan
Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Sedikit sekali SDM di kementerian daerah yang ahli dalam hal produk hukum
daerah, seperti sangat sedikit sekali jumlah para Perancang Peraturan
Perundang-Undangan, Analis Hukum, dan Peneliti, serta Analis Kebijakan.

(3) Anggaran yang sangat dibutuhkan untuk proses pelaksanaan Harmonisasi
dan Sinkronisasi yang memerlukan waktu tidak sebentar dan tenaga yang
besar. Selain itu, adanya Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh
dengan kondisi keuangan dan ketersediaan anggaran kedepannya.

(4) Kondisi Propemperda yang menigkuti kondisi anggaran yang ada dan
program-program yang menjadi prioritas. Perlunya penyelerasan
Propemperda sehingga terkadang permasalahan peraturan dan produk
hukum menjadi sulit untuk dapat dijadikan suatu prioritas.

(5) Kurangnya koordinasi dari pihak Pemerintah Pusat dengan Kementerian
Dalam Negeri, dan pihak DPRD sehingga sering muncul suatu perbedaan
persepsi antara berbagai pihak yang mengakibatkan lamanya pemprosesan
suatu rancangan produk hukum.

Ketersediaan SDM menjadi salah satu isu yang diperbincangkan dan menjadi
kendala dalam proses penyusunan peraturan di daerah. Pemerintah kota Banjarbaru
menekankan kurangnya tenaga SDM yang ahli dalam bidang hukum dan peraturan-
peraturan, seperti Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
sehingga sangat memerlukan bantuan dan fasilitasi dari pihak Kanwil Kemenkumham.

“Kemudian, ketesediaan SDM karena dibagian Hukum sendiri.. mungkin
yang memiliki latar belakang di Sarjana Hukum ga banyak. Dari 15 orang
pegawai kami, termasuk 1 orang PTT yang memiliki background Sarjana
Hukum itu cumin ada 5 orang. Dan itu juga.. 4 orang di jabatan Struktural dan
1 orang di Pelaksana..dan, kami juig akhirnya mengoptimalkan pegawai-
pegawai yang ada untuk bisa mempelajari bagaimana jalannya pembentukan
suatu peraturan perundangan termasuk bagaimana mengevaluasi dan
harmonisasi ini. Kemudian, juga..anggaran..proyek-proyek..tenaga ahli.
Penambahan keterlibatan pihak luar dalam pelaksanaan Harmonisasi dan
Sinkronisasi.”

Pada pemerintah kota Banjarmasin juga menemui hal yang sama mengenai
ketersedian SDM. Terutama mengenai kebutuhan jumlah SDM yang sangat kurang untuk
bisa mengerjakan peraturan perundang-undangan.

“Sedangkan, SDM yang menangani..kita dulu itu ada 15 personil..di Subbag
Perudangan itu ada 6 orang. Karena kan Produk Hukum Daerah itu berupa
kewenangan dari kebijakan daerah sehingga secara kuantitas akan banyak
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disitu. Sekarang..apalagi ditahun-tahun terakhir inim jumlah produk hukum
yang ditangani ini ada sekitar 1000an, sedangkan yang menangani saat ini
cuma saya 1, dibantu tenaga kontrak yaaa tentu saja tidak bisa menangani
itu. Ini tantangan yang paling.. seharusnya ketika ada Kebijakan Pusat untuk
menata perundang-undangan ke tingkat daerah, Bagian Hukum itu harus
diperkuat fungsi maupun SDM-nya.

Dan biasanya yang terjadi di kita itu, ketika kita sudah punya staf yang sudah
cukup berpengalaman..itu biasanya diambil orang.. selalu diambil orang.
Terakhir, saya punya staf sekitar 3 orang dan diambil orang sehingga saya
tinggal sendiri.”

Selain hambatan-hambatan diatas, salah satu hambatan lain mengenai isu
perpolitikan yang terjadi dilapangan. Terutama mengenai implementasi secara teknis
dalam tataran pedesaan. Hal ini diungkapkan oleh Narasumber dari kota Banjarbaru.

“Dan ini biasanya kalo itu bersifat Perda ..jika ada pembahasan dengan
teman-teman DPRD, tentu ini juga biasanya ada kebijakan-kebijakan politik
yang harus kita akomodir.”

6) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi yang berjalan di Provinsi Nusa Tenggara
Barat diawali dengan perencanaan, kemudian Biro Hukum bersurat kepada OPD untuk
mendapatkan gambaran peraturan apa saja yang urgent untuk segera disusun. Usulan
yang disampaikan oleh OPD ini kemudian menjadi bahan yang dibahas dalam rapat
koordinasi Biro Hukum bersama dengan OPD terkait dan hasilnya ditindaklanjuti dengan
melakukan pemetaan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah apa saja
yang memang perlu untuk segera disusun menjadi peraturan. Hasil dari tahapan
perencanaan ini, bila peraturan tersebut berbentuk perda maka akan bermuara pada
tindak lanjut proses di DPRD dimana rancangan peraturan daerah tersebut akan
dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) dan
penyusunan naskah akademik oleh OPD pemrakarsa.

Sejak bergulirnya wacana terkait UU Cipta Kerja hingga ditetapkan, Pemprov Nusa
Tenggara Barat melalui Biro Hukum mengaku terus mengikuti perkembangan dengan
melakukan pertemuan-pertemuan dengan stakeholder, serta membentuk tim yang
ditetapkan melalui Keputusan Gubernur yang beranggotakan akademisi, serta beberapa
pejabat dari Kanwil KemenkumHAM untuk memetakan peraturan-peraturan apa saja yang
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terdampak UU Cipta Kerja. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Provinsi
Nusa Tenggara Barat:"®

“Kami sudah melakukan atau mencoba mengidentifikasi peraturan daerah
provinsi khususnya kami utamakan dulu. Dari peraturan provinsi yang berlaku
sekarang ini, tim kami yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tadi
masih baru mengumpulkan bahan-bahan bersama OPD. Kami juga sudah
bersurat ke OPD untuk coba menelisik perda-perda apa saja yang
cantolannya atau dasar hukumnya mempergunakan undang-undang yang
lama namun dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru sudah
tidak berlaku lagi.”

Pemprov NTB merencanakan ada tiga peraturan yang akan menjadi prioritas, yakni
terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah, Tenaga Kerja, dan Bank Tanah yang
rencananya akan ditindaklanjuti dalam masa sidang tahun ini karena merupakan perintah
dari undang-undang. Namun kekhawatiran besar yang dirasakan adalah hal ini dirasa sulit
karena saat ini ada refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 sehingga
proses harus ditunda hingga tahun mendatang.

Adapun mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi yang berjalan di Kabupaten
Lombok Utara selama ini hanya dilakukan terhadap rancangan peraturan daerah dimana
dalam prosesnya melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil
KemenkumHAM Provinsi NTB dikarenakan Kabupaten Lombok Utara belum memiliki SDM
yang menduduki jabatan fungsional Perancang Perundang-Undangan.”

Harmonisasi dilakukan terkait dua aspek, yakni materi muatan dan teknik
penyusunan dimana harmonisasi itu sendiri berfungsi untuk mencegah dan mengatasi
terjadinya disharmonisasi serta menjamin proses pembentukan peraturan perundang-
undangan yang taat asas demi kepastian hukum. Adapun sinkronisasi yang telah dilakukan
Kabupaten Lombok Utara lebih kepada penataan terhadap peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah menyesuaikan dengan perintah pembentukannya, apakah masih
sesuai atau tidak dalam kondisi sekarang.

Lahirnya UU Cipta Kerja menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Lombok Utara
dimana untuk merespon amanah yang tertuang dalam Pasal 181 UU Cipta Kerja, langkah
perencanaan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan apa yang juga dilakukan oleh
pemerintah daerah lainnya. Untuk percepatan proses harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan daerah terhadap ketentuan yang ada di dalam UU Cipta Kerja, Kabupaten
Lombok Utara berencana membentuk tim yang melibatkan OPD terkait.

73 Diskusi melalui Zoom Meeting dengan H. Ruslan AG., Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat, 5 Mei 2021.

"4 Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Dewi Jayanti, Kasubbag Perundang-Undangan dan Kajian Hukum,
Bagian Hukum Kabupaten Lombok Utara, 5 Mei 2021.
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Dalam perkembangannya, Kabupaten Lombok Utara telah menjabarkan hasil
identifikasi peraturan daerah yang terdampak UU Cipta Kerja sebanyak 12 perda.”™
Meskipun demikian, diakui bahwa Kabupaten Lombok Utara belum secara resmi
melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam artian identifikasi yang dilakukan memang
belum dilakukan secara mendalam, masih sebatas verifikasi terhadap perda-perda yang
terdampak UU Cipta Kerja. Namun demikian upaya untuk melakukan analisis terkait pasal-
pasal yang perlu disesuaikan masih terus dilakukan.

Tabel 3.14. Hasil Identifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Pasca
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja
No. JENIS UNDANG- JENIS PERDA YANG PEMRAKARSA REKOMENDASI
UNDANG YANG BERIMPLIKASI PERDA
DIUBAH/DICABUT
DALAM UU CK
1. Undang-Undang a. Peraturan Daerah Nomor 3 BAPENDA Melakulan
Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2010 Tentang Pajak perubahan/pencabutan
Tentang Pajak Dan Daerah, sebagaimana telah terhadap Perda-perda
Retribusi Dasrah diubah dengan Perda Nomor terzebut sesusd UL
& Tahun 2015 tentang Nomeor 11 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan tentang Cipta Kerja, FP
Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Nomeor 10 Tahun 2021
Tentang Pajak Daerah tentang Pajak Daerah
b. Peraturan Daerah Nomor 4 dan Retribuzi Dasrah
Tahun 2010 tentang Dalam Ranglka
Retribusi  Golongan  Jasa Mendulung Kemudahan
Ummam Beruszaha dan Layanan
¢, Peraturan Daerah Nomor 5 Daerah dan Perpres...
Tahun 2010 tentang
Retribusi  Golongan  Jasa
Uszaha
d. Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2010 tentang
Retribusi Golengan Pernizinan
Tertentu
e, Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2012 tentang
Retribusi Pemalcaian
Kekayaan Daerah
f. Peraturan Daerah Nomor 10
tahun 2013 tentang retribusi

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Lombok Utara, 2021

Bagian Hukum Kota Mataram, pada prinsipnya mendukung segala kebijakan
pemerintah pusat dalam hal ini terbitnya UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk membangun
iklim ekonomi yang kondusif bagi penciptaan investasi. Inventarisir telah dilakukan oleh
Bagian Hukum untuk peraturan-peraturan yang lahir sejak Kota Mataram terbentuk yakni
tahun 1993, dimana ditemukan produk hukum yang dibuat sejak tahun 1994 sampai
dengan tahun ini berjumlah 398 peraturan daerah. "® Adapun yang terkait dengan UU Cipta
Kerja yang berhasil di inventarisir berjumlah sebanyak 8 Perda dimana dalam peraturan

'S Diskusi dengan Dewi Jayanti, Kasubbag Perundang-Undangan dan Kajian Hukum, Bagian Hukum Kabupaten
Lombok Utara, 27 Mei 2021.

76 Diskusi melalui Zoom Meeting dengan | Ketut Surya Bawana, Plh. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota
Mataram, 5 Mei 2021.
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tersebut, beberapa perubahan-perubahan yang sifatnya pembaruan-pembaruan perlu
dilakukan guna menindaklanjuti amanah untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi
terhadap UU Cipta Kerja.

Diakui bahwa inventarisir ini memang masih dilakukan terbatas pada perda, belum
dilakukan terhadap perkada. Hasil identifikasi diperoleh melalui koordinasi dengan Kanwil
KemenkumHAM Provinsi NTB. Adapun yang telah ditindaklanjuti adalah perubahan Perda
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dengan pertimbangan
usia Perda tersebut sudah mencapai 5 tahun sehingga materi substansinya dapat
dilakukan evaluasi. Inisiasi perubahan ini baru terbatas pada satu perda saja, mengingat
keterbatasan anggaran dimana saat ini Pemerintah Daerah masih fokus pada penanganan
COVID-19, dan anggaran pada tiap-tiap Perangkat Daerah sebagian besar terserap untuk
penanganan COVID-19, baik dibidang kesehatan, UMKM, Perdagangan, Jaring
Pengaman Sosial dan lainnya sedangkan untuk penyusunan satu Raperda tentu
membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Bagian Hukum Kota Mataram juga sedang membahas terkait propemperda, yakni
perda apa saja yang akan menjadi proyeksi ke depan untuk ditindaklanjuti
pembahasannya. Akan tetapi dengan adanya UU Cipta Kerja ini, tidak menutup
kemungkinan akan menindaklanjuti peraturan di luar propemperda yang bersifat kumulatif
terbuka. Untuk kedepan, identifikasi akan dilakukan pula untuk perkada yang berlaku di
Kota Mataram, namun tanpa keterangan target waktu yang jelas. Bagian Hukum Kota
Mataram berharap adanya upaya inisiasi perda tentang Cipta Kerja yang mekanismenya
dilakukan dengan omnibus law.

“Kota Mataram baru dilakukan terhadap perda nanti untuk ke depan akan
dilakukan terhadap perkada ... mungkin juga dapat diinisiasi Perda tentang
Cipta Kerja, jadi tidak begitu lama menunggu satu atau dua atau tiga
(peraturan baru), akan tetapi kita langsung merangkum segalanya yang
berkaitan dengan kondisi masing-masing daerah yang kaitannya dengan
Cipta Kerja.”

7) Kategorisasi Progresivitas Pemerintah Daerah dalam Melakukan Harmonisasi dan
Sinkronisasi Peraturan Daerah Terhadap UU Cipta Kerja dan Peraturan Turunannya

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan telah dianalisis sebagai temuan
empiris dalam kajian ini, selanjutnya dilakukan kategorisasi terhadap progresivitas
pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh
pemerintah daerah yang menjadi lokus kajian. Kategori ditentukan menjadi tiga, yakni (a)
Kategori warna biru, didalamnya mencakup pemerintah daerah yang sudah melakukan
identifikasi peraturan daerah yang terdampak UU Cipta Kerja hingga melakukan analisis
substansi dari isu strategis yang terkait; (b) Kategori warna hijau, didalamnya mencakup
mencakup pemerintah daerah yang sudah melakukan identifikasi peraturan daerah yang
terdampak UU Cipta Kerja namun belum sampai melakukan analisis substansi dari isu
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strategis yang terkait; dan (c) Kategori warna kuning, didalamnya mencakup mencakup
pemerintah daerah yang sedang melakukan identifikasi peraturan daerah yang terdampak
UU Cipta Kerja namun belum ada data yang menunjukkan hasil identifikasi.

Berikut disajikan matriks yang menunjukkan kategorisasi progresivitas pelaksanaan
harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah
yang menjadi lokus kajian.
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Tabel 3.15. Rekapitulasi Progresivitas Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi

Provinsi  DKI

Jakarta

Provinsi
Banten

Provinsi Bali

Kota
Denpasar

Kabupaten
Badung

Sudah melakukan
identifikasi oleh
perangkat daerah
bersama dengan Biro
Hukum

Sudah melakukan
identifikasi oleh
perangkat daerah
bersama dengan Biro
Hukum

Sudah melakukan
identifikasi oleh
perangkat daerah

bersama dengan Biro
Hukum

Sudah melakukan
identifikasi oleh
perangkat daerah
bersama dengan
Bagian Hukum

Sudah melakukan
identifikasi oleh
perangkat daerah

Sudah ada hasil identifikasi
(belum ada jumlah pasti)
beserta analisis substansi
isu strategis terkait

Sudah ada hasil identifikasi
sebanyak 25 Perda namun
belum ada hasil analisis
substansi isu  strategis
terkait

Sudah ada hasil identifikasi
sebanyak 13 Perda dan 21
Pergub namun belum ada
hasil analisis substansi isu
strategis terkait

Sudah ada hasil identifikasi
sebanyak 25 Perda dan 39
Perwali  beserta  hasil
analisis  substansi  isu
strategis terkait

Sudah ada hasil identifikasi
sebanyak 8 Perda beserta
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Tidak ditetapkan

Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil
(RZWP3K) dan
Ketenagakerjaan

Prioritas 11 sektor

Prioritas sektor tata ruang

Prioritas 5 sektor

Data per 31 Maret 2021
Data hasil analisis substansi
isu strategis yang diperoleh
baru dari sektor tenaga kerja,
transmigrasi dan energi
Data per 12 Maret 2021

Data per 10 Juni 2021

Data per 10 Juni 2021

Data per 10 Juni 2021




Provinsi
Sumatera
Selatan

Kota
Palembang

Kabupaten
Muara Enim

Provinsi
Kalimantan
Selatan

bersama dengan
Bagian Hukum
Sudah melakukan
identifikasi oleh
perangkat daerah
bersama dengan Biro
Hukum

Sedang melakukan
identifikasi oleh
perangkat daerah
bersama dengan
Bagian Hukum

Sudah melakukan
identifikasi oleh
perangkat daerah
bersama dengan
Bagian Hukum

Sedang melakukan
identifikasi oleh
perangkat daerah

bersama dengan Biro
Hukum

analisis  substansi  isu
strategis terkait

Sudah ada hasil identifikasi
(66 Perda) beserta analisis
substansi isu  strategis
terkait

Belum ada hasil identifikasi

Sudah ada hasil identifikasi
(31 Perda dan 33 Perbup)
namun belum ada hasil
analisis  substansi  isu
strategis terkait

Sudah ada hasil identifikasi
namun belum ada hasil
analisis  substansi  isu
strategis terkait
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Tidak ditetapkan

Tidak ditetapkan

Perizinan

Tidak ditetapkan

Data per 10 Juni 2021

Data hasil analisis analisis
substansi isu strategis yang
diperoleh belum secara
keseluruhan, baru di sebagian
perda yang teridentifikasi

Data per 10 Juni 2021

Data per 10 Juni 2021

Data per 27 Mei 2021




Kota
Banjarmasin

Kota
Banjarbaru

Kabupaten
Banjar

Provinsi NTB

Kota Mataram

Sedang melakukan
identifikasi oleh
perangkat daerah
bersama dengan
Bagian Hukum

Sedang melakukan
identifikasi oleh
perangkat daerah
bersama dengan
Bagian Hukum

Sedang melakukan
identifikasi oleh
perangkat daerah
bersama dengan
Bagian Hukum

Sedang melakukan
identifikasi oleh
perangkat daerah

bersama dengan Biro
Hukum

Sudah melakukan
identifikasi oleh
perangkat daerah

Sudah ada hasil identifikasi
namun belum ada hasil
analisis  substansi  isu
strategis terkait

Belum ada hasil identifikasi

Belum ada hasil identifikasi

Belum ada hasil identifikasi

Sudah ada hasil identifikasi
(8 Perda) namun belum
ada hasil analisis substansi
isu strategis terkait
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Tidak ditetapkan

Tidak ditetapkan

Tata Ruang dan Tenaga
Kerja

Pajak  dan Retribusi
Daerah, Tenaga Kerja,
dan Bank Tanah

Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan

Data per 27 Mei 2021

Data per 27 Mei 2021

Data per 27 Mei 2021

Data per 27 Mei 2021

Data per 27 Mei 2021




Pemerintah
Daerah

Proses ldentifikasi Hasil Identifikasi Bidang Prioritas Keterangan

Sumber: diolah penulis berdasarkan temuan empiris (2021)
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B. Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Harmonisasi dan
Sinkronisasi Peraturan Daerah

Proses harmonisasi dan sinkronisasi di Pemerintah Daerah sendiri tidaklah mudah untuk
dilakukan. Dari temuan empiris di atas, terdapat beberapa isu yang menyebabkan proses
ini menjadi tidak mudah untuk dilakukan oleh pemda di lokus penelitian, diantaranya.

(1)

Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum

Problem keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang paling
menghambat bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan proses harmonisasi dan
sinkronisasi. Salah satunya adalah kebutuhan akan adanya Pejabat Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Sebagian besar Pemerintah Daerah
belum banyak yang memiliki pejabat fungsional tersebut. Berdasarkan
Permenkumham No. 22 tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang,
disebutkan pada Pasal 2 bahwa Perancang Perundang-Undangan harus
melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang
dibentuk di daerah. Pemerintah Provinsi Banten tidak memiliki Pejabat Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Provinsi DKI”” misalnya hanya
memiliki 1 (satu) orang pejabat fungsional perancang perundang-undangan.
Pemerintah Provinsi Bali”® dan Kabupaten Lombok Utara”™ bahkan tidak memiliki
pejabat yang mengampu jabatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Serang® hanya
memiliki 1 (satu) orang.

Dukungan pemerintah pusat dalam proses harmonisasi melalui instansi vertikal
Pola koordinasi dilakukan dengan adanya kunjungan dari Pemerintah Daerah ke
Kemendagri mulai dari Program Pembentukan Peraturan Daerah sampai
Koordinasi dan Konsultasi mengenai substansi Rancangan Peraturan Daerah
Bersama dengan PANSUS DPRD. Selain koordinasi sebagaimana tersebut,
PANSUS DPRD juga melaksanakan kegiatan Pra Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah dengan mengundang Direktur Produk Hukum Daerah untuk kembali
dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Raperda yang telah final dibahas
oleh panitia khusus.

Belum terbitnya peraturan teknis dari Undang-Undang Cipta Kerja

Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Biro
Hukum sebelum adanya perubahan Undang-Undang 12 Tahun 2011. Namun,
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Biro Hukum tidak lagi

" Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 31 Maret 2021.
78 Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, 31 Maret 2021.

79 Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Bagian Hukum Kabupaten Lombok Utara, 5 Mei 2021.

8 Diskusi melalui Zoom Meeting dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Serang, 12 Maret 2021.

78



melaksanakan fungsi Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Rancangan
Peraturan Daerah yang berasal dari usul Pemerintan Daerah, sedangkan,
Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari prakarsa DPRD dilakukan
harmonisasi dan sinkronisasi olen Badan Pembentukan Peraturan Daerah di
DPRD. Terkadang terdapat usulan draft/norma-norma dari DPRD yang agak
terlalu jauh sehingga perlu meyakinkan DPRD terkait norma-norma yang perlu ada
dalam suatu raperda.?’

(4) Persoalan anggaran untuk melakukan kajian dan analisis peraturan daerah
Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD menyiapkan rencana perubahan
peraturan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah (Propemerda)
yang kemudian dilakukan penyusunan keterangan atau Naskah Akademik.
Berdasarkan kajian dari Naskah Akademik, Daerah dapat mengetahui sejauh
mana urgensi dari Peraturan Daerah tersebut diubah/dicabut/diganti. Untuk
selanjutnya, Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pengharmonisasian
kepada Direktur Jendral Kementerian Hukum dan HAM melalui Kepala Kantor
Wilayah setelah adanya putusan terhadap peraturan daerah yang akan diubah.
Tahapan pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan hingga
penyusunan (pengharmonisasian) dinilai Daerah membutuhkan anggaran dalam
penyusunan Naskah Akademik dan biaya lain (pelaksanaan rapat harmonisasi dan
narasumber ahli).

8 Diskusi melalui Zoom Meeting dengannBiro Hukum Pemerintah Provinsi Banten, 12 Maret 2021
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=a\=1\%
INSTRUMEN HARMONISASI DAN SINKRONISASI
PERATURAN DI DAERAH: SEBUAH REKOMENDASI

penelitian—, selanjutnya pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana

mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah terhadap pengaturan
di UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan pelaksananya. Pembahasan dalam bab ini
diharapkan dapat memberikan telaahan rekomendatif bagi pemerintah daerah dalam
melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-peraturan. Pembahasan pada
bab ini akan diawali dengan pembahasan terkait kebutuhan terhadap harmonisasi dan
sinkronisasi regulalasi daerah dengan pengaturan di UU Cipta Kerja dan peraturan
pelaksananya yang menjadi urgen untuk segera dilakukan. Dalam pembahasan akan
melihat apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan harmonisasi
regulasi menjadi sangat kompleks, terutama di daerah. Dari data serta informasi yang
didapatkan akan melihatkan faktor kompleksitas tersebut. Dari berbagai kompleksitas
tersebut, kajian ini mencoba menawarkan sebuah kontribusi dalam bentuk kerangka acuan
atau pedoman yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah melakukan proses
penyesuaian regulasi terhadap UU Cipta Kerja. Kontribusi kajian ini disajikan dalam bentuk
instrumen pedoman yang memuat alur proses pelaksanaan penyesuaiaan regulasi di
daerah.

Setelah memahami progresivitas dari beberapa Pemerintah Daerah —di lokus

A. Kompleksitas Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi di
Daerah

Subbab ini akan membahas mengenai mengapa harmonisasi regulasi dari pusat hingga
daerah sangat urgen dilakukan. Terlebih setelah terbitnya UU Cipta Kerja yang mengubah
banyak sekali peraturan serta nuansa resentralisasi yang sangat kuat yang memaksa
daerah harus menyesuaikan regulasi-regulasinya dengan UU tersebut. Disajikan pula
disini, meskipun kegiatan harmonisasi merupakan hal biasa yang wajib dilakukan oleh
pemerintah daerah ketika menyusun peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya
sangat banyak persoalan yang dihadapi ketika dalam pelaksanaannya, khususnya
terhadap UU Cipta Kerja.

Fenomena pembatalan produk hukum daerah dan upaya penguatan reformasi
regulasi melalui serangkaian kebijakan pemerintah pusat, nyatanya tidak memberi banyak
perubahan pada peningkatan kualitas regulasi di daerah. Seperti diketahui, UU Cipta Kerja
mencoba menggarisbawahi permasalahan dalam kualitas investasi di Indonesia selama ini,
yang disebabkan salah satunya karena persoalan regulasi yang kurang mendukung iklim
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investasi, karena seringnya antar peraturan yang tumpang tindih, baik antara pusat dengan
pusat ataupun dengan daerah. Pemerintah sendiri sadar bahwa banyak peraturan
perundang-undangan yang tumpang tindih, multifatfsir dan kontradiktif tersebut selama
ini. Oleh karena itu, evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan sebagai langkah
pembenahan tersebut. Langkah reformasi regulasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas
regulasi yang berorientasi pada pencapaian pembangunan sembari pembenahan
terhadap regulasi-regulasi yang telah ada. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko
Widodo meminta Menteri hingga Kepala Daerah untuk tidak membuat peraturan yang
terlalu banyak (Kompas.com, 31 Januari 2019). Ini artinya bahwa persoalan regulasi telah
menjadi masalah akut dalam birokrasi Indonesia.

Sebelum UU Cipta Kerja terbit, upaya reformasi regulasi gencar dilakukan melalui
pemangkasan regulasi (deregulasi) yang dianggap menghambat investasi melalui Peket-
Paket Kebijakan Ekonomi. Namun dalam konteks peraturan-peraturan di daerah, pada
rezim desentralisasi, kewenangan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan peraturan
daerah (Perda) maupun peraturan kepala daerah (Perkada) sejatinya diawasi oleh ketat
oleh Pemerintah Pusat. Sejak UU No. 23/2014 diterbitkan, pembentukan perda semakin
ketat diawasi oleh Pusat. Tujuannya agar adanya peningkatan kualitas dalam proses
maupun hasil dari peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam
pembentukan Perda, upaya tersebut diperketat dalam bentuk pengawasan preventif dan
represif Pemerintah Pusat. Dalam pengawasan preventif, pemerintah pusat berwenang
untuk memeriksa secara berjenjang produk hukum yang disusun oleh pemerintah daerah.
Sementara dalam pengawasan represif, pemerintah, secara berjenjang tersebut, berhak
untuk hingga membatalkan produk hukum yang tengah disusun oleh daerah. Prosedur
sebelum Perda diberlakukan, secara berjenjang harus mendapatkan persetujuan
pemerintah yang lebih tinggi, dalam bentuk Nomor Registrasi (Noreg). Perda Provinsi harus
dimintakan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Perda Kabupaten/Kota harus
meminta persetujuan dari Gubernur. Jika rekomendasi ini tidak dilakukan maka pusat
secara berjenjang mempatalkan Perda tersebut demi kepastian hukum (Nurbaningsih,
2019).

Bahwa tak bisa dipungkiri, secara umum kualitas regulasi di Indonesia masing
sangat lemah. Terdapat berbagai permasalahan dalam sistem regulasi Indonesia saat ini:
pertama, pembentukan regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah yang cenderung
menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal investasi swasta dan efektivitas
pelayanan publik; kedua, tumpang tindih; ketiga, multitafsir peraturan perundang-
undangan; keempat, inkonsistensi; kelima, peraturan perundang-undangan yang tidak
efektif; keenam, penciptaan beban yang tidak perlu; ketujuh, menghasilkan ekonomi biaya
tinggi; delapan, lebih menekankan pada kuantitas dan kepentingan pengambil kebijakan,
bukan pada kebutuhan dan kualitas regulasi; dan kesembilan, database regulasi yang
belum terintegrasi antar instansi (Laoly 2018; Supancana, 2017). Jika menengok ke bawah
di daerah, masih banyak ditemukan kelemahan-kelamahan dalam proses pembentukan
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Perda di Indonesia. Dalam identifikasinya, Hamidi, dkk (2011) menemukan beberapa
kelemahan dalam proses penyusunan Perda selama ini:

(a) Penyusunan rancangan Perda dilakukan tanpa perencanaan yang jelas.

(b) DPRD kesulitan untuk mengusulkan yang sesungguhnya dibutuhkan karena
tidak adanya acuan.

(c) Pengusulan rancangan Perda seringkali tanpa melalui kajian yang mendalam.

(d) Kesulitan dalam proses penyusunan Perda, misalnya dalam penganggaran,
evaluasi/pengkajian, penyusunan naskah akademik.

(e) Kurang mampu menjaring partisipasi dan mengakomodasi kepentingan
publik.

(f) Munculnya Perda yang tumpang tindah/tidak sinkron.

(g) Banyak memunculkan Perda Bermasalah.

Sementara itu, menurut Sadiawati, dkk (2018), secara substansial kelemahan-
kelamahan dalam pembentukan Perda terlihat dari beberapa persoalan, antara lain: (1)
banyak peraturan daerah yang hanya mengikuti format dari Pemerintah Pusat bukan pada
kebutuhan dari daerah itu sendiri; (2) Program Pembentukan Perda (Propem Perda) dalam
satu tahu yang telah disusun banyak yang tidak tercapai; (3) Secara teknis, dalam
praktiknya, Naskah Akademik Propem Perda banyak yang tidak disusun sebagaimana
mestinya sehingga hanya berupa daftar judul saja; dan (4) masih rendahnya peran serta
dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan daerah.

Dari beberapa literatur tentang praktik desentralisasi di Indonesia, beberapa faktor
lain juga berkontribusi terhadap kondisi rendahnya kualitas regulasi di Indonesia. Pertama,
ketiadaan langkah pemantauan (monitoring) dan evaluasi peraturan perundang-
undangan, khususnya pada peraturan yang telah disahkan dan berlaku (Sadiawati, dkk;
2019). Menurut Bank Dunia, dari 186 negara yang dinilai, tata kelola regulasi di Indonesia
mengabaikan kriteria ex-post review.%? Indonesia termasuk dalam kategr negara yang tidak
memiliki pengaturan yang mengharuskan lembaga pemerintah melakukan ex-post review.
Bahkan hal ini pun tidak diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Komponen lainnya menurut Bank Dunia adalah terkait impact assessment dari
peraturan yang telah diimplementaikan. Penyebabnya, mulai dari tidak adanya kewajiban
melakukan pengukuran dampak suatu peraturan hingga tidak adanya petunjuk teknis yang
dapat diadopsi oleh lembaga pemerintah (Sadiawati, dkk; 2019).

Pemantauan dan evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari
peraturan yang telah terbit. Mengetahui bagaimana implementasinya memberikan dampak
yang siginifikan atau tidak bagi publik. Kegiatan tersebut memberikan pilihan bagi

82 Terdapat 4 (empat) kriteria ex-post review dari Bank Dunia yaitu (1) kewajiban lembaga pemerintah melakukan
ex-post review; (i) kepemilikan kriteria peraturan yang akan di-review; (iii) pilihan metode/pendekatan; (iv)
pengaturan ex-post review dalam suatu undang-undang, lihat D. Sadiawati, M.N. Sholikin, F. Nursyamsi, dkk
(2019). Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penangannya,; Jakarta:
Bappenas dan PSHK.
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pengambil kebijakan untuk mengukur antara pengaturan dengan implementasinya di
lapangan. Temuan dari hasil pemantauan ini akan membantu mereka untuk
mengidentifikasi apa penyebab hambatan dalam implementasi. Disamping itu, kegiatan ini
juga ditujukan untuk menemukan materi-materi muatan dalam peraturan yang bermasalah
yang menyebabkan implementasi menjadi tidak efektif (Sadiawati, dkk; 2019).

Faktor kedua vyaitu yang menurut Nurbaningsih (2019) adanya kegagalan
pemerintah pusat, secara berjenjang dalam menjalankan fungsi pembinaan kepada daerah
dalam proses pembentukan regulasi daerah. menurut Nurbaningsih, fenomena-fenomena
terjadinya pembatalan Perda telah menyebabkan banyaknya kekosogan hukum di daerah.
Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila proses pembinaan yang dilakukan berjenjang
dari provinsi hingga pusat berlangsung efektif. Dalam proses pembentukan Perda, berlaku
proses dari hulu ke hilir di mana pembatalan Perda berada pada tahap hilir. Untuk
menghindari hal tersebut, fungsi pembinaan seharusnya diperkuat, yaitu di tahap awal
(hulu) ketika suatu produk hukum masih dalam bentuk rancangan (preview). Namun
demikian, memang tidak bisa disangkal bahwa proses ini membutuhkan sumber daya
manusia dengan kapasitas yang tinggi untuk melakukan hal tersebut. Misalnya ketika
Pemerintah Provinsi akan melakukan pembinaan terhadap rancangan Perda
Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Provinsi perlu didukung dengan sumber daya manusia
yang cukup serta kompetensi yang memadai untuk melakukan proses preview terhadap
rancangan peraturan, dalam hal ini adalah Tenaga Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-Undangan. Namun demikian, persoalannya adalah tidak semua daerah
memiliki Fungsional Perancang Perundang-Undangan yang memadai, seandainya ada
pun, belum tentu memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai. Pada akhirmya
proses pembinaan ini berujung pada pemenuhan syarat formil dengan menggunakan pola
yang telah ditetapkan oleh pusat (Nurbaningsih, 2019). Lebih lanjut, keberadaan Kantor
Wilayah Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal juga tidak memiliki sumber daya
manusia yang cukup untuk menjangkau seluruh kabupaten/kota yang ada di setiap
provinsi. Sehingga proses fasilitasi pembentukan produk hukum daerah ini tidak berjalan
dengan optimal.

Nurbaningsih (2019) juga menyoroti mengenai fungsi dari dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD maupun RPJMD yang kehilangan
fungsi utamanya sebagai panduan (guideline) dalam program perencanaan peraturan bagi
daerah. Terdapat kecenderungan yang kuat selama ini bahwa RPJPD dan RPJMD hanya
diposisikan sebagai dokumen yang tersimpan rapi dan tidak diaktualisasikan sebagai
rujukan dalam pembentukan produk hukum daerah (PHD). Kondisi ini terjadi karena sejak
awal proses pembentukan Perda tidak diikuti dengan Perencanaan yang matang (Hamidi,
2011; Nurbaningsih, 2019). Usulan Raperda yang diajukan tidak sepenuhnya berkorelasi
dengan visi dan misi daerah karena tidak diikuti dengan uraian mengenai urgensi terhadap
usulan tersebut Lebih lagi, dengan adanya keharusan mengikuti NSPK yang diterbitkan
oleh Pusat menyebabkan RPJPD yang telah diterbitkan jauh-jauh hari pada akhirnya tidak
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berdaya guna dalam rangka mengarahkan perencanaan regulasi daerah (Nurbaningsih,
2019).

Sebagai peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan (UU
No. 12/2011), Peraturan Daerah secara teoritis memiliki tempat fleksibilitas yang sangat
sempit karena tidak boleh menyimpang dari sekat-sekat peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, yang jumlahnya begitu banyak (Nurbaningsih, 2019). Dengan berlakunya
UU No. 23/2014, semakin menguatkan bahwa setiap pembentukan Perda harus dilakukan
melalui proses perencanan yang mengacu para peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Ditambah pula adanya penekanan keharusan bagi daerah menyusun kebijakan
yang berpedoman pada program prioritas atau strategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat. Menurut Nurbaningsih (2019) hal ini dengan sendirinya menempatkan
Perda sebagai bagian integral dalam pengaturan kebijakan daerah yang tidak dapat
mengabaikan pedoman dari pusat. Maka dari itu, Perda dengan sendirinya sebagai
subsistem perundang-undangan nasional diartikan sebagai bagian dari pengaturan
kebijakan nasional di daerah.

Oleh karena itu, peran harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah menjadi salah
satu yang sangat kuat dalam proses pembangunan nasional. Dalam konteks UU Cipta
Kerja, salah satu tujuan utaman dari terbitnya UU ini adalah adalah menciptakan
harmonisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk dapat menunjang iklim investasi
bagi penciptaan lapangan kerja. Meski demikian, pekerjaan harmonisasi dan sinkronisasi
ini bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Proses harmonisasi membutuhkan
ketelitian, kecermatan, dan keakuratan dalam mengidentifikasi Perda (dan Perkada) yang
terkait, analisis norma-norma yang dinilai bertentangan, serta ketatapatan dalam
menentukan pilihan-pilihan politik hukum dalam hal ditemukan ketidak cocokan konsepsi
peraturan daerah dengan ketentuan dalam UU.

Selama ini proses harmonisasi dan sinkronisasi merupakan bagian integral dalam
proses penyusunan (rancangan) peraturan perundang-undangan. UU No. 12 tahun 2011
menggarisbawahi bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan perundang-undangan menjadi kesatuan mutlak dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan
pun harus dilakukan untuk menilai bagimana kesuaian antara peraturan perundang-
undangan satu sama lain (hierarki peraturan). Dalam UU No. 12/2011 disebutkan bahwa
kajian terhadap peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi
hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau
materi yang akan diatur. Dalam hubungannya antara Undang-Undang dan Peraturan di
Daerah, hasil analisis diharapkan dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi
peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan
Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Dalam Permenkumham No. 20/2015 tentang Tata Cara dan Prosedur
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
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Perundang-Undangan pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pengharmonisasi,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
yang selanjutnya disebut dengan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga
menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan kesatuan yang utuh dalam
kerangka sistem hukum nasional. Ada 2 (dua) frase kunci dalam pengertian ini yaitu
penyelarasan substansi dan kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Makna
dari definisi ini adalah pengharmonisasi peraturan dalam kerangka hirarki peraturan di
Indonesia dibutuhkan untuk menciptakan keselarasan peraturan sehingga mendorong
terbentuknya pembangunan regulasi yang harmonis dalam mendukung pembangunan
nasional.

Beberapa referensi kajian hukum menyebutkan bahwa proses harmonisasi
peraturan perundang-undangan menjadi problematika yang sangat kompleks dalam
pembangunan regulasi di Indonesia (Bappenas, 2015; PSHK, 2019). Banyaknya jumlah
peraturan yang ada saat ini menimbulkan potensi tumpang tindih yang begitu masif, baik
secara vertikal maupun horizontal, sehingga memberi beban berat dalam proses
harmonisasi peraturan (PSHK, 2019). Harmonisasi peraturan perundang-undangan
merupakan konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang menitik beratkan kekuasaan
otoritatif berada di tangan pemerintah pusat. Harmonisasi peraturan perundang-undangan
yang berlaku dibuktikan dengan adanya garis komando dalam muatan materi peraturan
perundang-undangan yang dibentuk. Artinya, peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh pemerintah pusat menjadi induk pembuatan produk hukum yang dibentuk
oleh pemerintahan subordinasinya. Harmonisasi tidak terbatas pada harmonisasi secara
formal saja, tetapi juga mencakup muatan materi yang dinormakan (Zaman, 2020).

Rezim perencanaan di Indonesia sendiri melihat perencanaan pembangunan
terkonsolidasi dengan perencanaan regulasi. Kita kenal selama ini setiap lima tahun,
Presiden dan Wakil Presiden terpilih menetapkan agenda pembangunan lima tahunan
(RPJMN) yang diterjemahkan setiap tahunnya pada rencana kerja tahunan. Sementara itu
dalam proses legislasi, dikenal program legislasi nasional (Prolegnas) — dan program
penyusunan peraturan lainnya (lihat UU No. 12/2011). Secara substansial, kedua proses
perencanaan ini diharapkan berjalan secara beriringan dan saling terkait dan mendukung.
Namun, menurut kajian PSHK, pemisahan skema ini pada kenyataannya menjadikan
perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi berjalan sendiri-sendiri (PSHK,
2019). Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemborosan regulasi karena setiap proses
perencanaan pembangunan mengharuskan kebutuhan perencanaan regulasinya. Hal ini
menjadi kian rumit karena terjadi tumpang tindih pengaturan antara regulasi-regulasi yang
dibentuk. Sehingga yang terjadi justru adalah potensi hambatan pada pelaksanaan
pembangunan.
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Dalam konteks UU Cipta Kerja, upaya harmonisasi peraturan menjadi salah satu
kunci mewujudkan reformasi regulasi. Berdasarkan penelitian LPEM Ul (2008) dan Naskah
Akademik RUU Cipta Kerja, harmonisasi peraturan dan kebijakan antara pusat dan daerah
terkait tata kelola kewenangan khususnya perizinan usaha menjadi masalah utama yang
menyebabkan terhambatnya arus investasi masuk ke Indonesia. Persoalan harmonisasi
peraturan dan kebijakan ini menyebabkan panjangnya rantai perizinan investasi yang
membuat cost investasi menjadi sangat tinggi. Hambatan-hambatan ini menjadikan
produksi peraturan menjadi tidak terkontrol dan menyebabkan juga kegagalan koordinasi
antar kementerian, lembaga, dan dengan pemerintah daerah.

Kompleksitas ini menjadi kian besar di level pemerintah daerah yang jumlahnya
begitu banyak. Kompleksitas ini berkelindan dengan kapasitas pemerintah daerah yang
sangat terbatas dalam pembentukan peraturan di daerah. Pembatalan-pembatalan
terhadap Perda maupun Perkada yang mencapai ribuan peraturan dalam kurun waktu
2001 hingga 2016 menggarisbawahi bahwa persaoalan pengharmonisasian peraturan di
daerah perlu menjadi perhatian yang sangat khusus. Dari hasil pengumpulan data di
beberapa lokus penelitian, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa
proses pengharmonisasian peraturan di daerah menjadi sangat kompleks, antara lain:

1. Ketiadaan Kerangka Acuan (Pedoman) Pelaksanaan Harmonisasi dan
Sinkronisasi

Ketiadaan kerangka acuan untuk melaksanakan penyesuaian regulasi daerah
dengan UU Cipta Kerja menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh daerah.
Meskipun proses harmonisasi dan sinkronisasi merupakan proses yang biasa
dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, namun dengan
begitu banyaknya pengaturan yang baru di dalam UU Cipta Kerja, serta waktu
pelaksanaan yang sangat terbatas, daerah merasa kewalahan untuk
melaksanakan proses tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman yang
mempermudah daerah dalam melakukan penyesuaian regulasi mereka.
Pemerintah daerah sendiri selama ini terbilang memahami prinsip-prinsip
pengaturan pembentukan Perda berdasarkan UU No. 12/2011 maupun dalam
Permendagri No. 80/2015 jo. Permendagri No. 120/2018, namun mereka
terkendala pada kurangnya kapasitas pengetahuan dan pengalamanan dalam
melakukan penyesuaian norma-norma yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Jadi, meski proses harmonisasi itu selama ini adalah salah
satu bagian dalam proses perancangan peraturan daerah, namun persoalan
kapasitas untuk memahami substansi dan norma-norma mana peraturan yang
bertentangan atau menyelaraskan dengan naskah akademik masih sangat
terbatas. Hal ini berkaitan dengan proses analisis kebijakan atau evaluasi
kebijakan yang sangat terbatas dilakukan oleh Pemda. Biro/Bagian Hukum sendiri
lebih sering berfokus pada proses pembentukan kajian. Hal ini seperti diakui oleh
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salah satu informan dari Biro Hukum DKI Jakarta yang mengatakan bahwa proses
analisis & evaluasi terhadap Perda maupun Pergub yang telah terbit sangat jarang
dilakukan. Hal ini dikarenakan proses pembentukan Perda & Pergub dalam satu
tahun sangatlah banyak. Sehingga sebagian besar waktu dan tenaga lebih banyak
dihabiskan untuk membuat peraturan, di mana setiap tahunnya mereka bisa
menyusun hingga 200 lebih peraturan (Perda dan Pergub).8?

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bidang Penyelenggaraan Hukum

Keterbatasan SDM di bidang hukum menjadi faktor penghambat bagi daerah
untuk melakukan proses penyesuaian regulasinya dengan UU Cipta Kerja dan
peraturan turunannya. Hampir seluruh unit kerja bidang hukum di beberapa lokus
pengumpulan data mengatakan bahwa keterediaan SDM di bagian hukum jauh
dari kata memadai untuk mengakomodasi kegiatan pengharmonisasian dan
sinkronisasi Perda dan Perkada terhadap. Kurangnya staf menghambat proses
identifikasi perda dan perkada yang terdampak dari aturan baru UU tersebut.

3. Belum terbitnya Peraturan Teknis Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Lambatnya terbitnya peraturan teknis dari UU Cipta Kerja, utamanya di tingkat
Peraturan Menteri, menjadi kendala bagi daerah untuk segera melakukan proses
penyesuaian regulasinya. Hal ini menjadikan terjadinya kekosongan hukum akibat
adanya penarikan kewenangan berdasarkan UU Cipta Kerja. Sebagai contoh
temuan di lapangan, seperti diutarakan oleh informan dari Pemerintah Kota
Palembang terkait perizinan terkait baku limbah. Menurut UU dan PP terkait
Lingkungan Hidup sebelumnya, perizinan mengenai baku limbah diterbitkan
izinnya oleh kepala daerah. Namun setelah terbitnya PP No. 22/2021, perizinan
terkait baku limbah ini ditarik kewenangannya ke Pusat dalam bentuk Persetujuan
Teknis yang dikeluarkan oleh Menteri KLHK®. Sehingga Pemerintah Kota tidak
memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan baku limbah, padahal
beberapa perusahaan telah mengajukan izin terkait hal tersebut.

4. Tumpang Tindih Pelaksanaan Harmonisasi, Fasilitasi dan Evaluasi dari Pemerintah
Pusat

Selama ini, dalam setiap proses harmonisasi yang harus dilakukan oleh
pemerintah daerah ketika membentuk peraturan daerah, terjadi tumpang tindih
kewenangan yang membuat proses harmonisasi menjadi lama dan tidak efektif.
Pertama, berdasarkan UU No. 15/2019 Pasal 58 ayat (2), Kementerian Hukum
dan HAM —melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM di daerah—diberi kewenangan
untuk melakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

8 FGD dengan Biro Hukum DKI Jakarta, 31 Maret 2021.
8 FGD dengan Bagian Hukum Pemkot Palembang, 10 Juni 2021.
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konsepsi rancangan perda di tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota).
Namun, kedua, pemda juga harus melakukan proses fasilitasi dan evaluasi
rancangan perda dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk tingkat provinsi, dan
biro hukum untuk tingkat kabupaten/kota dimana substansi pelaksanaannya
sama, harmonisasi peraturan. Seringkali yang terjadi, rancangan yang telah
diharmonisasikan dengan Kanwil Kumham mengalami perubahan ketika dibahas
bersama biro hukum provinsi (untuk kabupaten/kota) atau Kementerian Dalam
Negeri (untuk provinsi). Hal ini menyebabkan tidak efektif dan efisiennya proses
harmonisasi rancangan Perda.8®

5. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah

Peran Gubernur sebagai Waki Pemerintah Pusat juga sangat sentral dalam
mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat proses harmonisasi
regulasinya dengan UU Cipta Kerja. Ada contoh baik dari peran yang dimainkan
oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di
wilayahnya untuk menyegerakan penyesuaian Perda dan Perkada mereka.
Supervisi dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemprov Bali menjadikan beberapa
daerah seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung —-yang menjadi lokus
penelitian— dalam kurun waktu 2 (dua) bulan telah merampungkan proses
identifikasi Perda dan Perkada yang terdampak dari UU Cipta Kerja.

Tabel 4.1. Hasil Identifikasi Regulasi Daerah Terdampak UU Cipta Kerja di Provinsi Bali

Daerah Hasil Identifikasi

Provinsi Bali Hasil identifikasi regulasi yang @ Prioritas 11 sektor
terdampak:
a. 13 Perda.
b. 21 Pergub.

Kota Denpasar Hasil identifikasi regulasi yang | Prioritas utama Perda yang
terdampak: akan  disesuaikan  adalah
a. 25 Perda. sektor tata ruang
b. 39 Perwali.

Kabupaten Hasil identifikasi regulasi yang | Prioritas 5 sektor

Badung terdampak:
a. 8 Perda.

Sumber: Tim Kajian PK2AN LAN (data diolah, 2021)

8 FGD dengan Biro/Bagian Hukum Provinsi NTB, Bali, Kalsel, Banjarbaru, Banjarmasin, Maret-
Juni 2021
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Di beberapa daerah, peran Gubernur/Pemerintah Provinsi ini belum banyak
dimaksimalkan sehingga di beberapa lokus penelitian ditemukan — hingga bulan
Juni 2021 pengumpulan data — belum banyak kabupaten/kota yang telah
menyelesaikan proses identifikasi regulasinya yang terdampak, bahkan ada yang
belum melakukan proses tersebut salam sekali. (PK2AN, 2021). Oleh karena itu,
peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sangat perlu dimaksimalkan
untuk mempercepat proses harmonisasi regulasi daerah dengan UU Cipta Kerja
dan peraturan pelaksanannya.

Biro Hukum (di tingkat Provinsi) atau Bagian Hukum (di tingkat kabupaten/kota)
memegang peranan yang sangat penting sebagai koordinator pelaksanaan harmonisasi
regulasi daerah terhadap UU Cipta Kerja. Namun, peran ini terlihat belum optimal.
Setidaknya ada empat persoalan di Biro/Bagian Hukum yang membuat peran mereka
dalam pengharmonisasian belum optimal, antara lain:

(a) SDM yang tidak atau kurang memadai, dan bahkan di beberapa lokus ditemukan
sub bagian di bagian hukum di sebuah kabupaten tidak memiliki staf sama sekali.
Hal ini menyebabkan proses perancangan, evaluasi, pengkajian terhadap suatu
produk hukum daerah menjadi terhambat.

(b) Pola struktur organisasi di biro atau bagian hukum sangat bervariatif di beberapa
daerah.

(c) Ketiadaan anggaran di biro/bagian hukum untuk menyelenggarakan proses
pengkajian terhadap produk-produk hukm daerah yang ada untuk disesuaikan
dengan pengaturan yang baru.

(d) Fokus sebagian besar biro/bagian hukum lebih banyak terhadap proses
penyusunan peraturan perundang-undangan, sementara kegiatan evaluasi
terhadap produk-produk hukum daerah sangat terbatas. Hal ini dikarenakan
beban kerja yang lebih besar untuk penyusunan. Sebagai contoh, di Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, setiap tahunnya jumlah peraturan (Perda atau Perkada) yang
terbit dapat mencapai 200 lebih peraturan.

Dari berbagai persoalan di atas, persoalan kapasitas SDM menjadi yang paling
dominan ditemukan di lokus penelitian. Sebagian besar lokus penelitian mengatakan
bahwa kapasitas SDM di Biro/Bagian Hukum yang belum memadai menjadi hambatan bagi
pemda untuk melakukan proses harmonisasi terhadap UU Cipta Kerja.

Tabel 4.2. Data Jumlah Pegawai (PNS) di Biro Hukum di Pemerintah Daerah

Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta 1 4 12 55 5
Biro Hukum Provinsi Bali 13 9 18 -
Bagian Hukum Kota Denpasar -11] 3 8 -
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Bagian Hukum Kab. Badung -1 3 NA -
Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan 1 3 9 17 1
Bagian Hukum Kota Banjarmasin N3 8 2
Bagian Hukum Kota Banjarbaru N3 7 -

Bagian Hukum Kab. Banjar -1 3 10 -

Biro Hukum Provinsi NTB 1.3 9 18 2
Bagian Hukum Kota Mataram -1 3 6 -
Bagian Hukum Kab. Lombok Utara -1 3 | 13 -

Sumber: Data diolah dari Biro & Bagian Hukum Pemerintah Daerah (2021)

Data pada tabel 4.2. mencoba memberi gambaran dari ketersediaan jumlah
pegawai di Biro atau Bagian Hukum di Pemerintah Daerah yang menjadi lokus penelitian
ini. Hampir seluruh unit kerja bidang hukum ini mengatakan bahwa ketersediaan SDM di
bagian hukum jauh dari memadai untuk mengakomodasi kegiatan pengharmonisasian dan
sinkronisasi Perda dan Perkada terhadap UU No. 11/2020 dan Peraturan Pelaksananya.
Kurangnya staf menghambat proses identifikasi perda dan perkada yang terdampak dari
aturan baru UU tersebut. Sebagai contoh di Kabupaten Banjarmasin, Subbag Peraturan
Perundang-Undangan, sebagai subbag yang fungsi utamanya adalah penyusunan Perda
dan Perkada serta analisis Perda, justru tidak memiliki satupun staf.8 Secara keseluruhan
Kabupaten Banjarmasin hanya memiliki staf sebanyak 3 (tiga) orang staf PNS yang sudah
termasuk mengurusi urusan administrasi perkantoran.

Belum lagi ketika melihat beban pekerjaan di unit hukum yang sangat besar karena
jenis pekerjaan yang begitu beragam dalam urusan penyelenggaraan hukum. Satu orang
staf bisa harus melakukan pekerjaan lintas subbag dikarenakan jumlahnya yang terbatas.
Hal ini diakui oleh Kepala Bagian Hukum di Biro Hukum Provinsi NTB,

“Staf saya sangat terbatas jumlahnya. Sehingga untuk beberapa kebutuhan
dalam menjalani proses pembentukan Perda dan Perkada kadang berkejaran
dengan waktu. Sebab untuk pembentukan Perda sendiri sangat banyak
prosedur dan mekanisme yang harus dijalani sesuai ketentuan. Untuk itu
saya harus siap setiap hari membagi waktu dan staf baik untuk pelayanan
konsultasi produk hukum, mendampingi pembahasan dengan perangkat
daerah maupun pembahasan dengan DPRD hingga melakukan kajian-kajian
dan penyempurnaan Raperda yang jumlahnya lebih dari 4 atau 5 yang harus

8 Disampaikan oleh Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Kab.Banjarmasin pada FGD di
Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, 27 Mei 2021.
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kami bahas dalam satu masa sidang. Kadang dalam pembahasan saya
membawa staf 2 orang untuk pembahasan, satu untuk notulensi, satu lagi
untuk menyerap masukan materi-materi muatan Raperda. Sementara harus
ada staf-staf lainnya yang tinggal di kantor yang ditugaskan untuk mengedit
draft hasil pembahasan dengan perangkat daerah dan DPRD. Beberapa
Raperda untuk penyempurnaan lagi kami harus lakukan Kkajian-kajian
berulang untuk pemantapan konsepsi dan pembulatan sebelum dilayangkan
ke Kemendagri untuk fasilitasi dan evaluasi serta mendapat nomor registrasi,
sehingga waktu kerjanya sangat padata untuk penyusunan Perda saja, belum
lagi dengan Rapergub ataupun Surat-Surat Keputusan. Sehingga
membutuhkan personil yang cukup untuk memaksimalkan waktu dalam
menjalani seluruh proses tersebut.” (Wawancara pada 13 Juli 2021).

Belum lagi ketika menilik ketersediaan pejabat fungsional Perancangan Perundang-
undangan yang jumlahnya sangat terbatas, bahkan sebagian besar Pemda yang menjadi
lokus mengakui belum memiliki pejabat fungsional di jabatan tersebut. Padahal menurut
Permenkumham No. 22/2018, pejabat fungsional diberikan tugas khusus untuk melakukan
proses pengharmonisasian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh daerah. Pejabat fungsional Perancang Perundang-Undangan adalah jabatan
fungsional yang tentunya telah melalui proses pendidikan dan pengembangan kompetensi
untuk diberi tugas melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan di
tingkat instansi pusat dan daerah (Permenpan No. 6/2016).

Oleh karena itu, apabila pemerintah sangat concern pada terlaksananya UU Cipta
Kerja dengan baik, utamanya dimulai melalui harmonisasi dan sinkronisasi di tingkat
pemerintah daerah, maka penguatan terhadap aspek sumber daya manusia di level daerah
perlu ditingkatkan. Penguatan peran Biro/Bagian Hukum sangat mutlak harus dilakukan
untuk memperkuat proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di daerah.
Hal ini dapat dilakukan dengan menambah personel di satuan kerja tersebut melalui
mekanisme rekruitmen pegawai maupun rotasi yang disesuaikan dengan analisis beban
kerja dan kebutuhan terhadap jabatan-jabatan utama di bidang penyelenggaraan hukum.
Pelibatan instansi vertikal, khususnya Kementerian Kumham melalui Kanwil Kumham di
daerah sangat diperlukan. Sehingga, pemerintah daerah mendapatkan banyak masukan
dalam proses penyusunan peraturan daerah maupun analisis evaluasinya. Berdasarkan
Pasal 251 di UU Cipta Kerja, penyusunan peraturan daerah (perda) provinsi dan
kabupaten/kota melibatkan ahli atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perundang-undangan. Tujuannya agar perda itu tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun
putusan pengadilan. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam UU No. 23/2014 tentang
Pemerintah Daerah. Di dalam UU Pemda, pemda hanya diwajibkan menyerahkan
rancangan perda kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum disahkan, yakni untuk
kepentingan mendapatkan nomor register.
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Kebutuhan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-
undangan merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas regulasi di
Indonesia. Dalam konteks kajian ini, lahirnya UU Cipta Kerja mendorong upaya ini, yang
menjadi dasar kebutuhan ke depan dalam pembangunan Indonesia yang salah satunya
mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setidaknya ada beberapa hal yang
menjadikan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah terhadap UU Cipta Kerja ini
penting untuk dilakukan:

Pertama, regulasi merupakan instrumen pertumbuhan ekonomi. sebagai UU yang
sangat kental nuansa economic-oriented, UU Cipta Kerja adalah UU yang ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi untuk membuka
lapangan kerja. Menurut OECD (2011), “Regulation is of critical importance in shaping the
welfare of economies and society. The objective of regulatory policy is to ensure that
regulation works eff ectively, and is in the public interest”, regulasi merupakan hal penting
sebagai instrumen untuk membangun kesejahteraan ekonomi dan masyarakat. Tujuannya
adalah memastikan peraturan yang dibuat telah berjalan dengan efektif dan mewakili
kepentingan publik. Maka, dengan adanya peraturan yang harmonis, maka dapat tercipta
kepastian hukum, pertumbuhan ekonomi, dan berkurangnya beban pelaku usaha. Salah
satu kasus yang sering terjadi adalah pada bidang perpajakan. Banyaknya Perda
bermasalah di bidang pajak daerah membuat pelaku usaha terbebani oleh pajak atau
retribusi yang begitu tinggi. Akibatnya iklim usaha menjadi terganggu. Kondisi ini tentu
berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak optimal (KPPOD, 2017). Titik
tekan UU Cipta Kerja sendiri berada pada pengaturan-pengaturan tentang penciptaan
kemudahan berusaha, seperti kemudahan berusaha bagi koperasi dan UMKM, industri
perikanan, investasi, tenaga kerja. Oleh karena itu, penting bagi daerah untuk
menyesuaikan penciptaan kemudahan berusaha didaerahnya sehingga membawa
keuntungan sosial ekonomi.

Kedua, buruknya kualitas harmonisasi berdampak pada lahirnya perda-perda
bermasalah. Pasca otonomi daerah, kualitas peraturan daerah justru belum mengarah
pada dukungan penciptaan pertumbuhan ekonomi, yang terjadi malahan banyak Perda
yang dihasilkan justru menghambat pertumbuhan ekonomi (Bappenas dan PSHK, 2019;
KPPOD, 2017). Temuan KPPOD (2017) mendapati kurang lebih 347 Perda bermasalah
yang menghambat investasi. Penyebabnya diantaranya adalah minimnya partisipasi publik
dan kurang harmonisnya regulasi dan lingkungan kebijakan di daerah yang menyebabkan
timbulnya konflik kepentingan. UU Cipta Kerja sendiri menarik cukup banyak kewenangan
sebelumnya di daerah, salah satunya terkait dengan pengurusan perizinan yang berdasar
UU Cipta Kerja diselenggarakan secara integrasi melalui sistem elektronik terpusat.
Sehingga perizinan berusaha diharapkan menjadi lebih cepat dan mudah. Harmonisasi
peraturan daerah terhadap UU Cipta Kerja diharapkan menciptakan kepastian hukum
yang selaras sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui penciptaan
usaha dan lapangan kerja.
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Dasar keharusan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi UU Cipta Kerja dengan
Peraturan dibawahnya terdapat pada pasal 181 yang mengamanatkan bahwa setiap
peraturan perundang-undangan di bawah UU Cipta Kerja yang berlaku dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan
putusan pengadilan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang dikoordinasikan
oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan
dengan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh
Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Meski demikian, dengan banyaknya jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah saat ini yang mencapai puluhan ribu, akan sangat berat bagi Kementerian Hukum
dan HAM beserta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan harmonisasi dan
sinkronisasi dengan pengaturan di UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, kebijakan yang relevan
untuk diambil oleh Pemerintah Pusat adalah mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat
melakukan review secara mandiri terhadap Perda dan Perkada yang ada dengan
pengaturan di UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya. Sementara itu, peran dari
Kemenkumham dan Kemendagri dalam hal supervisi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap
proses mandiri tersebut.

Bagi pemerintah daerah, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi jelas bukanlah
perkara yang mudah untuk dilakukan. Selain kompleksitas yang dihadapi seperti gambaran
di atas, satu hal lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah adalah panduan untuk
melakukan proses harmonisasi. Hal ini mengingat jumlah Perda dan Perkada yang perlu
disesuaikan dengan pengaturan di UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya sangat
banyak dan komplek. Kebutuhan akan panduan ini juga diakui oleh beberapa informan di
Pemerintah Daerah bahwa apabila ada panduan bagi pemerintah daerah, maka akan lebih
mudah bagi Biro Hukum dan Perangkat Daerah teknis menyesuaikan pasal-pasal yang ada
pada perda dan perkada dengan UU Cipta Kerja dan PP pelaksananya.

“Pasal 181 memang merupakan hal yang baru. Sebelumnya tidak ada
harmonisasi dan sinkronisasi terkait dengan Peraturan Daerah. Ini yang kita
butuhkan saat ini terkait dengan tindak lanjut (Pasal 181) ini yaitu pedoman
atau panduan harmonisasi dan sinkronisasi.” (FGD dengan Biro Hukum Prov.
Bali, 31 Maret 2021).

Instrumen harmonisasi dan sinkronisasi ini adalah sebuah alat atau pedoman untuk
melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi di daerah terhadap UU Cipta Kerja dan
Peraturan turunannya. Operasionalisasi dari instrumen ini diawali dengan melakukan
pemetaan regulasi di daerah yang perlu disesuaikan dengan pengaturan di UU Cipta Kerija,
dilanjutkan dengan analisis identifikasi isi dari regulasi tersebut terhadap kebijakan-
kebijakan strategis di UU Cipta Kerja dan Peraturan turunannya, kemudian melakukan
validasi hasil identifikasi yang menghasilkan rekomendasi akhir, dan terakhir adalah
rencana agenda kebijakan terhadap regulasi yang telah dianalisis. Analisis regulasi
menghasilkan 3 (tiga) pilihan keputusan tindak lanjut, yaitu (1) apakah regulasi
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dipertahankan; (2) apakah regulasi perlu di revisi sebagian atau direvisi keseluruhan,
artinya perlu diganti dengan regulasi baru; dan (3) regulasi dicabut.

B. Instrumen Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi Daerah

Sebagaimana diketahui, ketiadaan pedoman pelaksanaan harmonisasi menjadi salah satu
kendala bagi daerah untuk dapat melakukan penyesuaian regulasi dengan UU Cipta Kerja.
Sebagaimana diketahui materi muatan dalam UU Cipta Kerja mengubah banyak peraturan.
Oleh karena itu, untuk dapat mempercepat proses penyesuaian regulasi secara mandiri,
Pemda perlu dibekali instrumen yang memudahkan mereka melakukan proses tersebut
secara cepat dan sederhana. Subbab ini akan menyajikan sebuah rekomendasi instrumen
harmonisasi dan sinkronisasi secara mandiri yang dapat memudahkan pemda dalam
melakukan proses tersebut. Subbab ini dimulai dengan pembahasan terkait pelaksanaan
harmonisasi dan sinkronisasi yang berlaku saat ini dan kemudian diikuti dengan
pembahasan terkait instrumen yang ditawarkan.

B.1. Proses Eksisting Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di
Daerah

Proses harmonisasi peraturan merupakan proses umum yang harus dilalui dalam
pembentukan suatu produk perundang-undangan. Meski demikian, pengaturan mengenai
proses harmonisasi peraturan perundang-undangan secara normatif di UU No. 12/2011
memang tidak disebutkan secara gamblang mengenai apa definisi dari
pengharmonisasian, bagaimana proses pelaksanaanya, apa yang harus dilakukan, dan
sebagainya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham memberikan
pengertian harmonisasi hukum seabgai kegiatan ilmiah untuk menuju proses
pengharmonisasian (penyelarasan/keseuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang
mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis (Nugroho, 2009). Maka
dari itu, proses harmonisasi peraturan perundang-undangan memiliki arti penting dalam
proses pembentukan perautaran perundangan-undangan di Indonesia sebagai bagian
integral dan sub sistem dalam sistem hukum Negara kesatuan.

Dalam hal ini, yang dikenal selama ini, proses harmonisasi peraturan dimaksudkan
pada dua hal, pertama, harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan dimana
harmonisasi dilakukan antara peraturan perundangan undangan dengan hierarki yang
berbeda. Kedua, harmonisasi horisonal yang berangkat dari asas lex posterior delogat legi
priori yang artinaya dalam suatu peraturan perundang-undangan yag baru
mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama, serta asas
lex specialis delogat legi generalis yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang
bersifat khusus mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundangan-undangan yang
bersifat umum.
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Secara umum, proses pengharmonisasian berdasarkan pada UU No. 12/2011 jo.
UU No. 15/2019 ditujukan pada rancangan produk perundang-undangan — Lihat Pasal 46
(2); 47 (3); 54 (2); 55 (2); 58 (1) dan (2). Pada konteks produk hukum daerah, Pasal 58
UU No. 12/2011 sebagaimana telah direvisi menjadi UU No. 15/2019 menyebutkan bahwa:
(1) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan
DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Di ayat (2) pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang
berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.®

Pasal 58, khususnya ayat (2) sendiri merupakan salah satu pasal yang mengalami
perubahan pada UU No. 15/2019 dimana pada pasal dan ayat yang sama di UU No.
12/2011, proses pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepri
Raperda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh biro hukum Pemerintah Provinsi.
Artinya, pasca perubahan di UU No. 15/2019, posisi biro hukum —maupun bagian hukum
di Kabupaten/Kota— tidak bisa lagi melakukan proses pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi raperda. Kewenangannya kemudian dialihkan kepada
Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk mengakomodir kewenangan tersebut, Menteri Hukum dan HAM
mengeluarkan Surat Edaran No. M.HH-01.PP.04.02 tahun 2019 tentang Tata Cara dan
Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dimana
pada poin 6 (enam) mengatur mengenai tahapan pengharmonisasian konsepsi Ranperda
yang terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu:

1) Permohonan pengharmonisasian, diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan
kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:

a. naskah akademik;

b. keputusan mengenai pembentukan Panitia Antar perangkat Daerah;

c¢. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan
seluruh anggota Panitia Antarperangkat Daerah; dan

d. izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dalam hal Rancangan
Peraturan Daerah tidak masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan
Daerah;

2) Pemeriksaan administratif, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap oleh Divisi

87 Terkait proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Kabupaten/Kota,
berdasarkan Pasal 63, penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota berlaku secara mutatis mutandis sesuai
penyusunan Peraturan Daerah Provinsi.
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Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;

3) Analisis konsepsi, dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melihat
kejelasan konsepsi terhadap substansi dan teknik penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah;

4) Rapat Pengharmonisasian, dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan
dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan melibatkan wakil
dari:

a. perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian;
b. perangkat daerah terkait;

c. instansi vertikal lain terkait; dan

d. peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi.

5) Paraf persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia menyampaikan naskah Rancangan Peraturan Daerah yang telah
diharmonisasikan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah
mendapatkan para persetujuan pada setiap tembar naskah Rancangan Peraturan
Daerah dari wakil Peserta rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

6) Surat selesai harmonisasi dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
menyatakan sudah tidak ada masalah substansi, sudah sinkron dengan peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke
tahapan selanjutnya. Surat selesai harmonisasi tersebut disampaikan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan sebagai tembusan (laporan).

Gambar 4.1. Alur Proses Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah

Pemda Kemenkumham
Pemrakarsa . (temb. Dirjen PP)

Ka. Kanwil Kumham

Pemeriksaan Administratif

Analisis Konsepsi

Rapat Pengharmonisasian

Sumber: Permenkumham No. 22/2018, Surat Edaran No. M.HH-01.PP.04.02 tahun 2019
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Secara umum dalam peraturan-peraturan di daerah, proses harmonisasi dan
sinkronisasi telah coba diupayakan melalui serangkaian proses fasilitasi dan evaluasi yang
dilakukan secara berjenjang. Dalam Permendagri No. 80/2015 jo. Permendagri No.
120/2018, proses fasilitasi dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pengawasan
terhadap rancangan perda agar tidak terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Artinya upaya ini dilakukan agar rancangan yang disusun
selaras dengan UU dan Peraturan Pelaksananya, terlebih dengan perencanaan
pembangunan nasional. Proses ini dilakukan secara berjenjang dengan Rancangan Perda
di tingkat Provinsi dilakukan proses fasilitasi dan evaluasi oleh Kemendagri, sementara
Rancangan Perda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Gambaran yang sama ini dituangkan pula, salah satunya dalam Rancangan Perda
terkait dengan Pajak dan Daerah di UU Cipta Kerja. Seperti tertuang dalam PP No. 10/2021
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan
Berusaha dan Layanan Daerah. Disebutkan Bagian Kedua mengenai Evaluasi Rancangan
Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota, proses evaluasi rancangan Perda di Provinsi hinga
Kabupaten/Kota terkait pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara berjenjang.
Evaluasi Rancangan Perda Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan. Sementara itu, evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota dilakukan oleh
gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Evaluasi ini dilakukan untuk
menguji kesesuaian antara rancangan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan UU
Cipta Kerja, kebijakan fiskal nasional, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-
undangan lain yang lebih tinggi (Pasal 11 dan Pasal 14).

B.2. Instrumen Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan di Daerah: Sebuah Rekomendasi

Berdasarkan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta
Lapangan Kerja, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah perlu untuk
diharmonisasikan dan disinkronkan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja. Pekerjaan
ini secara normatif disebutkan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama
dengan Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, proses review yang dilakukan
oleh 2 (dua) Kementerian tersebut berpotensi akan berjalan sangat lambat karena luasnya
cakupan daerah dan jumlah regulasi yang harus diharmonisasikan dan disinkronkan. Akan
sangat besar potensi kewalahan yang akan dialami oleh kedua kementerian tersebut. Dari
hal tersebut, akan sangat bijaksana apabila Pemerintah dapat mendorong kepada
Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi secara
mandiri dengan mendapatkan dukungan supervisi dari kedua kementerian di atas. Oleh
karena itu, proses self-assessment tersebut membutuhkan suatu dukungan instrumen atau
pedoman yang dapat membantu daerah untuk dapat memetakan dan menganalisis secara
cepat dan mudah pengaturan-pengaturan di UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya
terhadap pengaturan-pengaturan yang terdampak di Perda ataupun Perkada yang telah
ada selama ini.
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Gambar 4.2. Tahapan Proses Harmonisasi & Sinkronisasi Peraturan di Daerah

Pemetaan Regulasi Analisis Identifikasi Validasi Hasil Agenda Kebijakan
Daerah Regulasi terdampak Identifikasi (Policy Agenda)
(Mapping) (Analysis) (Validation) (Agenda)

Dalam hal ini, peneliti merumuskan suatu rekomendasi instrumen yang berguna
sebagai pedoman melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah dalam
kerangka pelaksanaan UU Cipta Kerja. Peneliti mengenalkan metode MAVA (Mapping —
Analysis — Validation — Agenda) yang mencakup proses tahapan melakukan harmonisasi
dan sinkronisasi peraturan di daerah yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Adapun
penjelasan dari instrumen dari pedoman harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan di Daerah
tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pemetaan Regulasi Daerah (Regulatory mapping)

Kegiatan dari pemetaan regulasi di daerah ini dilakukan dengan melakukan
inventarisasi atau menghimpun regulasi-regulasi yang berkaitan dengan sektor-sektor
terkait yang mengalami perubahan pengaturan baru dari terbitnya UU Cipta Kerja maupun
di peraturan pelaksananya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden).

Dalam kegiatan ini, Sekretariat Daerah menunjuk Biro Hukum di tingkat Pemerintah
Provinsi atau Bagian Hukum di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memimpin,
mengoordinasikan/mengorkestrasi pelaksanaan proses harmonisasi dan sinkronisasi
regulasi-regulasi di daerah yang terdampak. Pada proses pertama ini Biro Hukum/Bagian
Hukum mengoordinasikan proses pemetaan regulasi dengan tugas penghimpunan
regulasi-regulasi dilakukan oleh Dinas-dinas atau OPD terkait.

Hasil dari kegiatan pemetaan ini kemudian diinventarisir ke dalam suatu form (Form
A. Form Pemetaan Regulasi di Daerah) yang diisi oleh Biro/Bagian Hukum Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota. Form ini bertindak sebagai lembar kerja yang memuat seluruh
regulasi yang berhasil diidentifikasi yang perlu untuk disesuaikan dengan pengaturan
dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya.

Tabel 4.3. Form A — Pemetaan Regulasi di Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

1. UU No. 11 Tahun 2020
Regulasi Terkait 2. PP No. 5 Tahun 2021
3. Permenparekraf No. 4 Tahun 2021
N Regulasi Terkait UU Cipta OPD Penanggung
0. )
Kerja Jawab
1 2 3 4
1 a. UU No. 11 Tahun 2020 | Peraturan Daerah Provinsi = Dinas Pariwisata
b. PP No. 5 Tahun 2021 Kalimantan Selatan Nomor

Regulasi di Daerah
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Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

c. Permenparekraf No. 4 ' 8 Tahun 2010 tentang
Tahun 2021 Kepariwisataan
2
Dst. | Dst. Dst. Dst.

Contoh pada Form A di atas menggunakan contoh pada regulasi di bidang Pariwisata di
Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Form A tersebut, terdapat beberapa baris dan kolom
yang perlu dicermati.

Baris atas disebut sebagai kepala (kop) form yang menunjukkan setidaknya 2 (dua) hal
yaitu: (a) pemerintah daerah yang menunjukkan Pemerintah Daerah bersangkutan, dan
baris (b) regulasi terkait yang menunjukkan regulasi yang berkaitan dengan UU No.
11/2020 dan peraturan turunannya (PP, Perpres, maupun sampai pada Permen teknis
terkait).

Sementara pada kolom di bawah, terdapat setidaknya 4 (empat) kolom yang menunjukkan:

(1) Kolom 1 (pertama) menunjukkan nomor urut.

(2) Kolom 2 (kedua) menunjukkan regulasi terkait pada UU Cipta Kerja dan Peraturan
Pelaksananya (PP, Perpres, Permen, dll).

(3) Kolom 3 (ketiga) menunjukkan regulasi di daerah yang terdampak dari pengaturan
UU Cipta Kerija.

(4) Kolom 4 (keempat) menunjukkan OPD atau Dinas penanggung jawab terkait.

2) Analisis Identifikasi Isi Regulasi (Analysis)

Hasil dari pemetaan regulasi (regulatory mapping) yang dilakukan pada tahap
pertama, ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi terhadap isi regulasi. Proses
idetifikasi ini dilakukan dengan menyisir pasal per pasal dalam regulasi di daerah yang
kemungkinan diperlukan penyesuaian dengan pengaturan pada pasal-pasal di UU Cipta
Kerja dan Peraturan Pelaksananya. Tahapan ini dapat dikatakan merupakan pekerjaan
paling sulit dari proses harmonisasi dan sinkronisasi regulasi ini. Hal ini dikarenakan
diperlukan pemahaman mengenai berbagai regulasi terkait, baik pemahaman terkait isi
dari UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya, maupun pemahaman terhadap isi dari
regulasi di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, dalam proses analisis ini diperlukan bantuan
dan pengalaman dari berbagai pihak yang memahami betul isi dari regulasi tersebut
maupun yang mengoperasionalkan regulasi tersebut.

Salah satu bentuk kegiatan dari proses analisis ini adalah Focus Group Discussion.
Dalam FGD ini, Biro Hukum/Bagian Hukum bertindak sebagai koordinator FGD melibatkan
beberapa pihak, antara lain Pejabat/Staf dari Dinas (OPD) terkait, Pejabat Fungsional
Perancang Perundang-Undangan, Pejabat Fungsional Analis Hukum. Selain dari pihak
internal perlu juga melibatkan pihak eksternal seperti kalangan akademisi perguruan tinggi
dan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
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setempat. Untuk mempermudah proses analisis identifikasi regulasi ini, kelompok kerja
menuangkan hasil analisis ke dalam Form B (Form B. Form Analisis Identifikasi Regulasi).
Lembar kerja ini memuat informasi mengenai potensi dari pasal-pasal yang perlu untuk
disesuaikan denggan pengaturan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya. Lembar
kerja ini dimaksudkan sebagai bahan informasi bagi kelompok kerja yang terlibat pada
Focus Group Discussion dalam membuat keputusan terhadap regulasi daerah yang
dianalisis tersebut.
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Tabel 4.4. Form B — Form Analisis Identifikasi Regulasi Daerah

Regulasi terkait UU

Regulasi di

[dentifikasi Pasal di

Keterangan/

Bidang Cipta Kerja & Substansi Strategis Daerah L Analisis
Peraturan Pelaksana
2 3 4 5 6 7 8
Pariwisata 1. UU No. 11 tahun . Perizinan berusaha | Peraturan Daerah | Pasal 15 (1): Pasal ini perlu dilakukan Dinas
2020 tentang Cipta berbasis risiko Provinsi Untuk dapat Penyesuaian terkait Pariwisata
Lapangan Kerja . Kiasifikasi kegiatan | Kalimantan menyelenggarakan dengan pendaftaran usaha
2. PP Nomor 5 tahun usaha berdasarkan | Selatan Nomor 8 | usaha pariwisata pariwisata. DPMPTSP
2021 tentang risiko: tahun 2010 sebagaimana
Penyelenggaraan . Kegiatan usaha tentang dimaksud dalam Pasal | Analisis:
Perizinan Berusaha dengan tingkat Kepariwisataan 14, pengusaha o Penyelenggaraan

Berbasis Risiko

. Permenparekraf

Nomor 4 tahun 2021
tentang SKU Pada
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Sektor Pariwisata

risiko rendanh,
menengah (rendah
dan tinggi), tinggi

. Kewenangan

Kabupaten/Kota:
Kegiatan usaha
risiko rendah dan
menengah rendah

. Kewenangan

Provinsi: kegiatan

pariwisata wajib
mendaftarkan
usahanya kepada
Pemerintah Daerah
atau wajib
mendaftarkan
usahanya kepada
Pemerintah Daerah
atau Pemerintah
Kab/Kota sesuai

usaha pariwisata
menurut UU Cipta
Kerja dan PP No.
5/2021 telah
berbasis pada
risiko. Sehingga
pasal ini perlu
disesuaikan dengan
pengaturan di UU
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Regulasi terkait UU

Regulasi di

Daerah

Identifikasi Pasal di
Regulasi Daerah

Keterangan/
Analisis

Cipta Kerja & Substansi Strategis
Peraturan Pelaksana
usaha risiko
menengah tinggi

6. Kewenangan Pusat:
Kegiatan usaha
risiko tinggi

7. Perizinan berusaha
untuk kegiatan
usaha dengan
tingkat risiko rendah
berupa Nomor
Induk Berusaha
(NIB)

8. Perizinan berusaha
untuk kegiatan
usaha dengan
tingkat risiko
menengah rendah
berupa NIB &
sertifikat standar

9. Perizinan berusaha
untuk kegiatan

dengan domisili
usahanya.

No. 11/2020 & PP
No. 5/2021

Berdasarkan PP No.
5/2021
penyelenggara
perizinan berusaha,
termasuk sektor
pariwisata,
diselenggarakan
berbasis pada risiko,
yang terbagi pada
resiko rendah,
menengah, dan

tinggi.

Berdasarkan
kewenangannya,
kewenangan dari
Gubernur adalah
menerbitkan
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Regulasi terkait UU
Cipta Kerja &

Regulasi di Identifikasi Pasal di
Daerah Regulasi Daerah

Keterangan/

tansi Strategi
Substansi Strategis Analisis

Peraturan Pelaksana

usaha dengan
tingkat risiko
menengah tinggi
berupa NIB &
sertifikat standar

. Perizinan berusaha

untuk kegiatan
usaha dengan
tingkat risiko tinggi
berupa NIB & Izin

. Pelaksanaan

Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
dilakukan secara
elektronik dan
terintegrasi melalui
Sistem 0SS

perizinan untuk
usaha pariwisata
yang berisiko
menengah tinggi
(lihat lampiran | &I
PP No. 5/2021).

Pasal 15 (2):

Tata cara pendaftaran
usaha pariwisata diatur

oleh Peraturan
Gubernur atau
Bupati/Wali kota
sesuai kewenangan
dengan berpedoman
pada ketentuan

peraturan perundang-

undangan

Pasal ini perlu dilakukan
Penyesuaian terkait
dengan pedoman atau tata
cara pendaftaran usaha
pariwisata.

Analisis:

Terkait dengan tata cara
pendaftaran usaha bidang
pariwisata, dapat
menyesuaikan dengan
lampiran | dan Il PP No. 5
tahun 2021 serta
Permenparekraf No.
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Regulasi terkait UU

Cipta Kerja & Substansi Strategis
Peraturan Pelaksana

Daerah Regulasi Daerah

Regulasi di Identifikasi Pasal di

Keterangan/
Analisis

4/2021 terkait Standar
Kegiatan Usaha
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko bidang
Pariwisata

Pasal 25: Kewajiban
Pengusaha

Pasal ini perlu dilakukan
penyesuaian dengan UU
No 11/2020 & PP No.
5/2021 terkait kewajiban
pengusaha

Analisis:

Perlu penambahan ayat
mengenai kewajiban
pengusaha untuk
memenuhi perizinan
berusaha dari Pemerintah
Daerah dalam
penyelenggaraan usaha
pariwisata
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Regulasi terkait UU
Cipta Kerja &
Peraturan Pelaksana

Substansi Strategis

Regulasi di

Identifikasi Pasal di
Regulasi Daerah

Pasal 28: Kewenangan
Pemerintah Provinsi

Keterangan/
Analisis

Pasal ini perlu dilakukan
penyesuaian dengan UU
No. 11/2020 & PP No.
5/2021 terkait
kewenangan Pemerintah
Daerah

Analisis:

Perlu penambahan/ revisi
(nomenklatur) mengenai

kewenangan Pemerintah

Provinsi untuk menerbitkan

perizinan berusaha

Dst.

Dst.

Dst.

Dst.

Dst.

Dst.

Dst.

Dst.
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Pada Bagan 2 di atas, form analisis identifikasi regulasi memuat beberapa poin yang
tertuang dalam 8 (delapan) kolom.

(1) Kolom 1 (pertama) menunjukkan nomor urut regulasi.

(2) Kolom 2 (kedua) menunjukkan bidang yang akan di harmonisasi.

(3) Kolom 3 (ketiga) menunjukkan regulasi terkait dengan UU Cipta Kerja dan
Peraturan Pelaksananya (PP, Perpres, Permen, dll).

(4) Kolom 4 (keempat) menunjukkan substansi strategis dari regulasi UU Cipta Kerja
atau Peraturan Pelaksananya.

(5) Kolom 5 (kelima) menunjukkan regulasi di daerah terkait.

(6) Kolom 6 (keenam) menunjukkan pasal — pasal yang berpotensi perlu dilakukan
perubahan.

(7) Kolom 7 (ketujuh) menunjukkan hasil keterangan/analisis dari pasal di regulasi
daerah dengan pengaturan pada UU Cipta Kerja atau Peraturan Pelaksananya.

(8) Kolom 8 (kedelapan) menunjukkan OPD atau Dinas penanggung jawab.

Dalam tahapan analisis ini, mengenali substansi-substansi strategis dari masing-
masing Peraturan Pemerintah® sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja akan membuat
proses analisis menjadi lebih mudah dan cepat dalam membantu pemerintah daerah
memetakan pasal-pasal dari masing-masing Perda dan Perkada mana yang perlu
disesuaikan. Sebagai contoh pada PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, setidaknya ada beberapa poin atau substansi strategis yang
dapat dicermati dan memudahkan dalam pemetaan pasal-pasal mana yang harus
disesuaikan.

Seperti tersaji dalam contoh tabel 4.1 pada kolom 4, beberapa substansi-substansi
strategis pada PP No. 5/2021 antara lain: (1) Perizinan berusaha berbasis risiko; (2)
Klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan risiko; (3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko
rendah, menengah (rendah dan tinggi), dan tinggi; (4) Kewenangan Kabupaten/Kota:
Kegiatan usaha risiko rendah dan menengah rendah; (5) Kewenangan Provinsi: kegiatan
usaha risiko menengah tinggi; (6) Kewenangan Pusat: Kegiatan usaha risiko tinggi; (7)
Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor
Induk Berusaha (NIB); (8) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko
menengah rendah berupa NIB & sertifikat standar; (9) Perizinan berusaha untuk kegiatan
usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB & sertifikat standar; (10) Perizinan

8 Sebagaimana diketahui, sampai Juli 2021, telah terbit 51 peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja dalam 2
(dua) tahap. Tahap pertama pada akhir tahun 2020 terbit 2 (dua) PP yakni PP No. 73/2020 dan PP No. 74/2020.
Tahap kedua yaitu di bulan Februari 2021 dengan terbit 45 PP dari PP No. 5/2021 s/d PP No. 49/2021 (berurutan)
dan 4 Perpres (Perpres No. 9/2021 s/d Perpres No. 12/2021). Lihat Sekretariat Kabinet (21 Februari 2021).
Pemerintah Terbitkan 49 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, https://setkab.go.id/pemerintah-
terbitkan-49-peraturan-pelaksana-undang-undang-cipta-kerja/, diakses 24 Juni 2021. Lihat juga Tempo (21
Februari  2021). Pemerintah  Terbitkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Berikut Daftarnya,
https://nasional.tempo.co/read/1435018/pemerintah-terbitkan-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-berikut-
daftarnya/full&view=0ok, diakses 24 Juni 2021.

107


https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-49-peraturan-pelaksana-undang-undang-cipta-kerja/
https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-49-peraturan-pelaksana-undang-undang-cipta-kerja/
https://nasional.tempo.co/read/1435018/pemerintah-terbitkan-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-berikut-daftarnya/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1435018/pemerintah-terbitkan-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-berikut-daftarnya/full&view=ok

berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB & lIzin; (11)
Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan
terintegrasi melalui Sistem OSS.

Dari pemetaan terhadap beberapa PP yang menjadi peraturan turunan misalnya,
peneliti mencoba memetakan beberapa substansi-substansi strategis di PP No. 5, 6, 7,
dan 10 tahun 2021. Beberapa substansi strategis dari keempat PP yang dipetakan
tersebut antara lain:

Tabel 4.5. Daftar Substansi Strategis PP No. 5, 6, 7, dan 10 Tahun 2021

PP Nomor 5 tahun 2021 1. Perizinan berusaha berbasis risiko

tentang Penyelenggaraan 2. Klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan risiko:
Perizinan Berusaha 3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah,
Berbasis Risiko menengah (rendah dan tinggi), tinggi

4. Kewenangan Kabupaten/Kota: Kegiatan usaha
risiko rendah dan menengah rendah

5. Kewenangan Provinsi: kegiatan usaha risiko
menengah tinggi

6. Kewenangan Pusat: Kegiatan usaha risiko tinggi

7. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan
tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha
(NIB)

8. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan
tingkat risiko menengah rendah berupa NIB &
sertifikat standar

9. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan
tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB &
sertifikat standar

10. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan
tingkat risiko tinggi berupa NIB & Izin

11. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui

Sistem OSS
PP Nomor 6 tahun 2021 1. Penyelenggaraan Perizinan secara integrasi melalui
tentang Penyelenggaraan Sistem OSS
Perizinan Berusaha di 2. Tata hubungan kerja dimana pendelegasian
Daerah kewenangan urusan perizinan berusaha berada di
DPMPTSP

3. Kelembagaan DPMPTSP
4. Perizinan berusaha berbasis pada risiko
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PP Nomor 7 tahun 2021 1. Kiriteria pendirian koperasi
tentang Kemudahan, 2. Perubahan kewenangan
Perlindungan, dan 3. Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan
Pemberdayaan Koperasi, KUMKM merupakan bagian dari RPJMD
UMKM 4. Pengendalian, perlindungan, dan pemberdayaan
KUMKM
5. Pengecualian UMK untuk Usaha Mikro dan Usaha
Kecil
6. Pengaturan modal dasar UMKM
7. Kriteria usaha UMKM
PP Nomor 10 tahun 2021 1. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi
tentang Pajak Daerah dan 2. Evaluasi rancangan perda dan perda mengenai

Retribusi Daerah dalam pajak dan retribusi
rangka Mendukung Pengawasan perda mengenai pajak dan retribusi
Kemudahan Berusaha dan Dukungan insentif pelaksanaan kemudahan
Layanan Daerah berusaha

5. Sanksi administratif

B w

Sumber: diolah penulis, 2021

Oleh karena itu, dalam proses analisisi ini, peneliti mencoba untuk
merekomendasikan kepada Tim Analisis untuk terlebih dahulu memetakan substansi
strategis dari tiap-tiap PP pelaksana UU Cipta Kerja. Dengan menemukenalis substansi
permasalahannya, maka akan lebih mudah dan cepat untuk memetakan pasal-pasal mana
yang perlu disesuaikan.

3) Validasi Hasil Identifikasi (Validation)

Setelah melakukan proses analisis identifikasi isi regulasi, tahapan selanjutnya
adalah melakukan validasi dari hasil analisis tersebut. Proses ini merupakan proses
pengambilan keputusan rekomendasi secara kolegial mengenai putusan apa yang harus
diputuskan terhadap regulasi-regulasi tersebut.

Secara umum, terdapat tiga pilihan yang dapat digunakan oleh tim validasi sebagai
rekomendasi akhir terhadap hasil analisis perda dan perkada yakni:

(1) Perda/Perkada dipertahankan. Putusan ini diambil apabila regulasi daerah tidak
berisikan materi muatan yang bertentangan dengan pengaturan dalam UU Cipta
Kerja dan Peraturan pelaksanaannya.

(2) Perda/Perkada diubah. Keputusan untuk direvisi setidaknya dibagi lagi menjadi
dua yaitu revisi sebagian atau revisi keseluruhan yang berarti regulasi perlu diganti
dengan regulasi baru. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya, apabila materi perubahan

109



peraturan perundangan-undangan berubah lebih dari 50% dan esensinya
berubah, maka peraturan perundang-undangan tersebut lebih baik dicabut dan
disusun kembali dalam peraturan perundangan-undangan yang baru.

(3) Perda/Perkada dicabut. Putusan ini diambil apabila regulasi tersebut tidak
dibutuhkan kembali, atau peraturan diatasnya telah dicabut.

Untuk memudahkan tim melakukan validasi, keputusan yang diambil dituangkan ke
dalam lembar kerja atau berita acara (Form C — Form Berita Acara). Tujuan dari berita
acara ini adalah sebagai alat dokumentasi tim harmonisasi dan sinkronisasi yang
membuktikan bahwa kegiatan dan putusan dari proses validasi ini telah diselenggarakan
pada waktu yang telah ditentukan.

Tabel 4.6. Form C — Form Berita Acara Validasi Keputusan Analisis Regulasi

m Nama Regulasi Putusan Rekomendasi Akhir

1 2 3 4

1 Perda Provinsi
Kalimantan Selatan
Nomor 8 tahun 2010
tentang
Kepariwisataan

1. | Pasal 15 (1)

dipertahankan/direvisi/dicabut

2. | Pasal 15 (2)

dipertahankan/direvisi/dicabut

Berdasarkan hasil

analisis

identifikasi dan validasi, serta

3. | Pasal 25 dipertahankan/direvisi/dicabut j2?;8i11kete0pc’:uanutdu Hg'
4. | Pasal 28 dipertahankan/direvisi/dicabut 15/2019) maka  Perda
dst = dst dst Nomor 8 tahun 2010

direkomendasikan untuk

...... (direvisi sebagian atau
seluruhnya —diganti dengan
Perda Baru)

Ditetapkan di Banjarmasin, (tanggal, bulan, tahun)

P Nama Peserta....... ) (cennen tanda tangan........ )
(ceninnnn Nama Peserta....... ) (verenn. tanda tangan........ )
(ceninnnn Nama Peserta....... ) (verenn. tanda tangan........ )
P Nama Peserta....... ) (cennen tanda tangan........ )
(ceenneen Dst....... ) (coeennn Dst....... )
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Form C berita acara ini terdiri dari 4 (empat) kolom dan 2 (dua) baris, dimana:

(1) Kolom 1 (pertama) menunjukkan daftar urut regulasi

(2) Kolom 2 (kedua) menunjukkan regulasi daerah yang telah dianalisis

(3) Kolom 3 (ketiga) menunjukkan putusan terhadap hasil analisis identifikasi pasal
per pasal dari regulasi daerah tersebut

(4) Kolom 4 (keempat) menunjukkan rekomendasi akhir dari regulasi daerah tersebut

Untuk memperkuat keputusan yang telah diambil oleh tim kolegial, maka di baris bawah
perlu dibubuhkan tanda tangan dari masing-masing anggota tim validasi ini.

4) Agenda Kebijakan (Agenda)

Tahap berikutnya dari proses harmonisasi dan sinkronisasi adalah tindak lanjut dari
hasil keputusan rekomendasi yang telah diputuskan terhadap regulasi-regulasi di daerah
yang telah dianalisis pada tahapan sebelumnya.

Pada tahapan ini, harapannya adalah adanya langkah-langkah konkrit sebagai
tindak lanjut dari hasil analisis regulasi sebelumnya. Apabila hasil validasi regulasi
dipertahankan, maka tidak diperlukan tindak lanjut. Apabila keputusan yang diambil adalah
regulasi perlu untuk direvisi, maka rencana tindak lanjut disesuaikan dengan syarat dan
tata cara yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 jo UU No. 15 tahun 2019. Sementara
itu, apabila keputusan yang diambil adalah regulasi dicabut, maka rencana tindak lanjutnya
adalah penyusunan rencanan peraturan perundang-undangan pencabutan tanpa
didahului penyusunan naskah akademik sesuai Pasal 43 ayat (4) dan (5) UU No. 12 tahun
2011. Terkait dengan agenda kebijakan selanjutnya pasca dilaksanakannya harmonisasi
dan sinkronisasi berlaku sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

hingga daerah merupakan salah satu tujuan utama dari terbitnya UU No. 11/2020

tentang Cipta Kerja. Terciptanya situasi peraturan perundangan yang harmonis dan
sinkron ini harapannya dapat mendukung terbentuknya iklim perekonomian yang kondusif
dan beneficial, salah satunya adalah semakin terbukanya keran investasi yang lebih mudah
dan mendorong terwujudnya daya saing ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Namun demikian, upaya transformasi melalui pengharmonisasian terhadap
peraturan-peraturan di daerah, khususnya, terhadap UU Cipta Kerja dan Peraturan
Pelaksananya, bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Dari serangkaian temuan
lapangan, dalam memotret progresivitas di beberapa daerah yang menjadi lokus
penelitian, temuan lapangan dari proses pengumpulan data yang dilakukan selama bulan
Maret — Juni 2021 menunjukkan banyaknya serangkaian problematika yang dihadapi oleh
daerah. Pertama, yaitu Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di Bidang Hukum.
Persoalan ini dihadapi oleh hampir semua Pemerintah Daerah yang menjadi lokus
penelitian. Persoalan SDM ini terlihat dari terbatasnya kapasitas SDM, jumlah dan kualitas,
yang terbatas. Kedua, Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,
seperti Kanwil Kumham juga sangat terbatas, salah satunya juga dikarenakan keterbatasan
SDM di Kanwil Kumham yang harus menaungi banyak kabupaten/kota yang jumlahnya
juga tidak sedikit. Ketiga, terkait dengan belum adanya peraturan yang lebih teknis yang
diterbitkan oleh pemerintah pusat (kementerian). Ini membuat Pemerintah Daerah kerap
melakukan wait and see, sehingga membuat proses harmonisasi perda dan perkada
menjadi menunggu lebih lama. Hal ini pun menyebabkan pula timbulnya kekosongan
hukum di daerah. Keempat, Persoalan anggaran untuk melakukan kajian dan analisis
Perda/Perkada. Hal ini dikarenakan banyak daerah, unit kerja yang menyelenggarakan
bidang hukum, tidak menyediakan anggaran untuk pengkajian produk-produk hukum
daerahnya.

Kemudian, berdasarkan Pasal 181 ayat (2) UU No. 11/2020, harmonisasi dan
sinkronisasi Perda dan Perka dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama
dengan Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, proses review yang dilakukan
oleh 2 (dua) Kementerian tersebut berpotensi akan berjalan sangat lambat karena luasnya
cakupan daerah dan jumlah regulasi yang harus diharmonisasikan dan disinkronkan. Akan
sangat besar potensi kewalahan yang akan dialami oleh kedua kementerian tersebut. Dari
hal tersebut, akan sangat bijaksana apabila Pemerintah dapat mendorong kepada

Terjadinya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari pusat
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Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi secara
mandiri dengan mendapatkan dukungan supervisi dari kedua kementerian di atas. Oleh
karena itu, proses self-assessment tersebut membutuhkan suatu dukungan instrumen atau
pedoman yang dapat membantu daerah untuk dapat memetakan dan menganalisis secara
cepat dan mudah pengaturan-pengaturan di UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya
terhadap pengaturan-pengaturan yang terdampak di Perda ataupun Perkada yang telah
ada selama ini.

Kajian ini menghasilkan suatu rekomendasi sederhana dalam rangka mendukung
proses self-assessment Peda dan Perkada yang dilakukan oleh Pemda untuk mendukung
percepatan proses harmonisasi dan sinkronisasi. Instrumen yang ditawarkan melalui kajian
dikenal dengan instrumen metode MAVA (Mapping — Analysis — Validation — Agenda)
sebagai proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah yang berkaitan dengan
UU Cipta Kerja. Mapping atau pemetaan dilakukan dalam upaya memetakan regulasi-
regulasi di daerah yang terdampak dari berlakunya UU Cipta Kerja. Analysis atau analisis
dimakudkan analisis identifikasi terhadap pasal per pasal yang disesuaikan dengan
substansi-substansi strategis dari UU Cipta Kerja beserta PP pelaksananya. Validation atau
validasi yakni proses pemvalidasian terhadap pasal per pasal yang telah dianalisis tadi dan
apa tindak lanjut yang direkomendasikan oleh Tim Harmonisasi daerah. dan terakhir
Agenda adalah agenda kebijakan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemda pasca
dilakukannya proses harmonisasi dan sinkronisasi.

B. Rekomendasi

Dari pengumpulan data serta analisis terhadap temuan-temuan di lapangan, kajian ini
merekomendasikan beberapa hal yang dapat menjadi saran kebijakan berikutnya yang
terkait dengan penguatan proses harmonisasi dan sinkronisasi regulasi di daerah dengan
UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, antara lain:

1. Instrumen MAVA sebagai Pedoman Pelaksanaan Proses Harmonisasi dan
Sinkronisasi Secara Mandiri

Untuk mempercepat dan memudahkan daerah dalam melakukan proses
harmonisasi dan sinkronisasi, pemerintah pusat perlu membuat panduan
pelaksanaan yang memudahkan daerah melakukannya secara mandiri (self-
assessment). Pasal 181 ayat (2) mengamanatkan bahwa tugas harmonisasi dan
sinkronisasi Perda dan Perkada dilakukan oleh Kemendagri dan Kemenkumham.
Namun tugas ini akan sangat berat dilakukan jika hanya dilakukan oleh kedua
lembaga tersebut mengingat jumlah pemerintah daerah yang begitu banyak. Oleh
karena itu, daerah perlu didorong untuk melakukan proses kajian dan analisis
terhadap Perda dan Perkadanya secara mandiri (self-assessment) dengan
disediakan instrumen panduannya oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan untuk
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mempercepat proses penyesuaian sehingga implementasi dari UU Cipta Kerja
dapat dilaksanakan segera mungkin dan daerah dapat segera mendapatkan
manfaat dari UU tersebut. Untuk itu, kajian ini merekomendasikan suatu instrumen
untuk membantu penilaian regulasi secara mandiri tersebut. Instrumen MAVA yang
telah dijelaskan secara detail di atas, diharapkan dapat membantu Pemda secara
sederhana serta efisien, dan mudah dipahami, sehingga pelaksanaan proses
penyesuaian peraturan dapat dilaksanakan secara cepat dan segera.

Penguatan SDM Bidang Hukum di Pemerintah Daerah

Keterbatasan SDM di bidang hukum menjadikan proses identifikasi dan analisis
regulasi yang bertentangan menjadi terhambat dan lama. Oleh karena itu,
penguatan SDM di bidang hukum perlu dilakukan melalui pembukaan rekrutmen
ASN atau PPPK maupun melalui rotasi pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja
ideal. Pengembangan kompetensi juga perlu dilakukan terhadap PNS - PNS yang
memiliki  klasifikasi kompetensi seperti analisis, penelitian, pengkajian dan
sebagainya. Sehingga mereka dapat dilibatkan dalam proses kajian dan analisis.
Selain itu, pelibatan pejabat fungsional lainnya yang memiliki tugas dan fungsi
seperti analisis, penelitian, pengkajian seperti JF Analis Kebijakan, JF Peneliti, dan
sebagainya juga dapat dilakukan. Mengenai hal tersebut, penguatan SDM ini
menjadi langkah penting mengingat reformasi regulasi membutuhkan SDM - SDM
yang handal dan mumpuni dengan kualitas dan kompetensi yang memadai.
Pemerintah perlu melihat ke bawah bagaimana beban kerja yang dihadapi selama
ini oleh SDM di bidang hukum di daerah yang terbilang melebih kapasitas (overload)
dengan ketersediaan SDM yang terbilang jauh dari kata ideal. Oleh karena itu,
apabila pemerintah sangat concern pada upaya mewujudkan reformasi regulasi,
terciptanya harmonisasi antara regulasi di pusat dan daerah, dan keberhasilan
implementasi UU Cipta Kerja, aspek SDM di bidang hukum ini sangat perlu menjadi
perhatian.

Pemerintah Pusat Perlu Segera Menerbitkan Peraturan Teknis Pelaksana UU Cipta
Kerja

Belum terbitnya peraturan teknis pelaksana dari UU Cipta Kerja maupun Peraturan
Pemerintahnya tidak hanya kerap membuat terjadinya kekosongan hukum di
daerah, namun juga menghambat daerah dalam melakukan proses penyesuaian
peraturan-peraturan daerahnya dengan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, kerangka
acuan ini perlu untuk segera diterbitkan oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah
Daerah dapat segera melakukan proses penyesuaian tersebut. Namun demikian,
satu catatan penting lagi terkait dengan hal ini adalah pentingnya agar peraturan
teknis yang diterbitkan oleh pusat ini tidak menimbulkan disharmoni dengan
pengaturan di UU Cipta Kerja atau dengan peraturan selevel lainnya. Oleh karena
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itu, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan teknis di tingkat pusat ini juga sangat
penting untuk terjaga.

Proses Pengharmonisasian dilaksanakan lebih efisien

Untuk mengefisienkan waktu pelaksanaan harmonisasi, setidaknya ada 2 (dua) opsi
yang dapat dilakukan. pertama, proses ini dilakukan oleh satu instansi saja. Jika
mengacu pada Pasal 58 ayat (2) UU No. 15/2019, Kementerian Hukum dan HAM
diberikan amanat untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan rancangan peraturan daerah. Sebaiknya proses ini cukup dilakukan
oleh Kementerian Hukum dan HAM saja, sementara Kementerian Dalam Negeri
tidak perlu lagi melakukan proses fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan yang
disusun oleh Pemerintah Provinsi ataupun Biro Hukum Provinsi terhadap Raperda
Kabupaten/Kota. Keduanya cukup melakukan supervisi serta validasi dari proses
harmonisasi yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Sehingga
pelaksanaan harmonisasi bisa menjadi lebih cepat dan efisien dan proses
penyusunan peraturan tidak memakan waktu yang begitu lama dan
membingungkan bagi daerah. Kedua, proses harmonisasi dapat dilakukan dalam
satu kegiatan yang itu melibatkan pihak dari Biro Hukum Provinsi dan Kanwil
Kumham untuk proses yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota atau pihak dari
Kemendagri dan Kanwil Kumham untuk proses yang dilakukan di tingkat provinsi.
Pelaksanaannya yang dilakukan bersama dalam satu kesempatan dapat
meminimalisir kemungkinan berubah-ubahnya konsep yang telah diharmonisasikan.
Sehingga pemda dapat dengan cepat menindaklanjuti perubahannya dan beranjak
ke tahap selanjutnya.

Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Peran Gubernur atau Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat perlu
diperkuat dengan memberikan supervisi, fasilitasi, monitoring, hingga evaluasi.
Sehingga proses harmonisasi dan sinkronisasi di tingkat kabupaten/kota dapat
dikontrol dan pelaksanaannya menjadi lebih cepat.
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LAMPIRAN

SIMULASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI
PERATURAN DAERAH
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Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor
Pariwisata

Regulasi terkait UU Cipta
Kerja & Peraturan Pelaksana

3

1. UU No. 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja

2. PP Nomor 5 tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

3. Permenparekraf Nomor
4 tahun 2021 tentang
SKU Pada
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor
Pariwisata

Substansi Strategis

4
Perizinan berusaha
berbasis risiko
Klasifikasi kegiatan usaha
berdasarkan risiko:
Kegiatan usaha dengan
tingkat risiko rendah,
menengah (rendah dan
tinggi), tinggi
Kewenangan
Kabupaten/Kota:
Kegiatan usaha risiko
rendah dan menengah
rendah
Kewenangan Provinsi:
kegiatan usaha risiko
menengah tinggi
Kewenangan Pusat:
Kegiatan usaha risiko
tinggi
Perizinan berusaha untuk
kegiatan usaha dengan
tingkat risiko rendah
berupa Nomor Induk
Berusaha (NIB)
Perizinan berusaha untuk
kegiatan usaha dengan
tingkat risiko menengah

Lampiran 1. Simulasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Perda Provinsi Kalimantan Selatan

Regulasi di
Daerah

5
Peraturan Daerah
Provinsi
Kalimantan
Selatan Nomor 8
tahun 2010
tentang
Kepariwisataan
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Identifikasi Pasal di Regulasi
Daerah

6
Pasal 15 (1): Untuk dapat
menyelenggarakan usaha
pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14,
pengusaha pariwisata wajib
mendaftarkan usahanya
kepada Pemerintah Daerah
atau wajib mendaftarkan
usahanya kepada
Pemerintah Daerah atau
Pemerintah Kab/Kota sesuai
dengan domisili usahanya.

Pasal 15 (2): Tata cara
pendaftaran usaha
pariwisata diatur oleh
Peraturan Gubernur atau
Bupati/Wali kota sesuai

Keterangan/ p ohD
o enang-
Analisis
gung Jawab
7 8
Pasal ini perlu dilakukan Dinas
Penyesuaian Pariwisata

Analisis: Penyelenggaraan usaha
pariwisata menurut UU Cipta
Kerja dan PP No. 5/2021 telah
berbasis pada risiko. Sehingga
pasal ini perlu disesuaikan
dengan pengaturan di UU Cipta
Kerja & PP No. 5/2021

DPMPTSP

Berdasarkan PP No. 5/2021
penyelenggara perizinan
berusaha, termasuk sektor
pariwisata, telah berbasis pada
risiko, yang terbagi pada resiko
rendah, menengah, dan tinggi.

Berdasarkan kewenangan,
kewenangan dari Gubernur
adalah menerbitkan perizinan
untuk usaha pariwisata yang
berisiko menengah tinggi (lihat
juga lampiran | &11).

Analisis:

Terkait dengan tata cara
pendaftara usaha nantinya dapat
mengacu pada lampiran PP No.
5 tahun 2021 serta



Regulasi terkait UU Cipta

Kerja & Peraturan Pelaksana

. . Regulasi di
Substansi Strategis el
rendah berupa NIB &
sertifikat standar

Perizinan berusaha untuk
kegiatan usaha dengan
tingkat risiko menengah
tinggi berupa NIB &
sertifikat standar

. Perizinan berusaha untuk

kegiatan usaha dengan
tingkat risiko tinggi
berupa NIB & Izin

. Pelaksanaan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko
dilakukan secara
elektronik dan
terintegrasi melalui
Sistem 0SS
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Identifikasi Pasal di Regulasi
Daerah

kewenangan dengan
berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-
undangan

Pasal 25: Kewajiban
Pengusaha

Pasal 28: Kewenangan
Pemerintah Provinsi

Keterangan/
Analisis

Permenparekraf No. 4/2021
terkait Standar Kegiatan Usaha

Pasal ini perlu dilakukan
penyesuaian dengan UU Cipta
Kerja & PP No. 5/2021

Analisis:

Perlu penambahan ayat
mengenai kewajiban pengusaha
untuk memenuhi perizinan
berusaha dari Pemerintah
Daerah

Pasal ini perlu dilakukan
penyesuaian dengan UU Cipta
Kerja & PP No. 5/2021

Analisis:

Perlu penambahan/ revisi
(nomenklatur) mengenai
kewenangan Pemerintah Provinsi
untuk menerbitkan perizinan
berusaha

OPD
Penang-
gung Jawab



Lampiran 2. Simulasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Perda Kota Banjarmasin

Regulasi terkait UU Cipta

Kerja & Peraturan Substansi Strategis Regulasi di Daerah lds nt|f|ka§| el Keterapgan/
egulasi Daerah Analisis
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Penyelenggaraan UU No. 11 tahun Penyelenggaraan Perizinan | Peraturan Daerah | Pasal 1 (8): Definisi Perlu dilakukan penyesuaian Dinas
Perizinan Berusaha 2020 tentang Cipta secara integrasi melalui Kota Banjarmasin | usaha mikro, modal definisi dan pengaturan pada UU Koperasi,
Sektor Koperasi dan Kerja Sistem 0SS Nomor 22 tahun usaha, dan hasil Cipta Kerja & PP No. 7/2021 UMKM,
UMKM Tata hubungan kerja 2010 tentang penjualan dan
PP Nomor 5 tahun dimana pendelegasian Pemberdayaan Analisis: Tenaga
2021 tentang kewenangan urusan Usaha Mikro, Terjadi perubahan syarat modal Kerja
Penyelenggaraan perizinan berusaha berada Kecil, dan usaha Usaha Mikro yaitu paling
Perizinan Berusaha di DPMPTSP Menengah banyak Rp 1 Milyar tidak termasuk
Berbasis Risiko Kelembagaan DPMPTSP (UMKM) tanah dan bangunan.

PP Nomor 6 tahun
2021 tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di
Daerah

PP No. 7 tahun 2021
tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan
Pemberdayaan
Koperasi, UMKM

Perizinan berusaha berbasis
pada risiko

Hasil penjualan usaha mikro juga
berubah yaitu paling banyak Rp 2
Milyar

Pasal 1 (9): Definisi
usaha kecil, modal
usaha, dan hasil
penjualan

Perlu dilakukan penyesuaian
dengan definisi dan pengaturan
pada UU Cipta Kerja & PP No.
7/2021

Analisis:

Terjadi perubahan syarat modal
usaha mikro menjadi lebih dari Rp 1
Milyar sampai dengan paling
banyak Rp 5 Milyar tidak termasuk
tanah dan bangunan.

Hasil penjualan usaha mikro juga
berubah yaitu Rp 2 Milyar - paling
banyak Rp 15 Milyar
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R Identifikasi Pasal di Keterangan/

Regulasi Daerah Analisis

Kerja & Peraturan Substansi Strategis Regulasi di Daerah
Pelaksana

Pasal 1 (10): Definisi Perlu dilakukan penyesuaian
usaha menengah, definisi dan pengaturan pada UU
modal usaha, dan Cipta Kerja & PP No. 7/2021

hasil penjualan
Analisis:

Terjadi perubahan syarat modal
usaha Usaha menengah yaitu lebih
dari Rp 5 Milyar — paling banyak Rp
10 Milyar tidak termasuk tanah dan
bangunan.

Hasil penjualan usaha mikro juga
berubah yaitu RP 15 Milyar —paling
banyak Rp 50 Milyar
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Lampiran 3. Simulasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Perkada Kota Banjarbaru

. . . o . OPD
Rggula3| terkait UU Cipta Substansi Strategis Regulasi di Daerah ‘ Ident|f|ka§| Pasal di ‘ Keterapgan/ Penang-
Kerja & Peraturan Pelaksana Regulasi Daerah Analisis
gung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8
1| Penyelenggaraan UU No. 11 tahun 2020 Penyelenggaraan Peraturan Wali kota | Pasal 1 (4): definisi Perlu dilakukan penyesuaian definisi Dinas
Perizinan Berusaha tentang Cipta Kerja Perizinan secara Banjarbaru Nomor | usaha mikro dan pengaturan pada UU Cipta Kerja & | Koperasi,
Sektor Koperasi dan integrasi melalui 28 tahun 2015 PP No. 7/2021 UMKM, dan
UMKM PP Nomor 5 tahun 2021 Sistem 0SS tentang Tenaga
tentang Tata hubungan kerja Pendelegasian Analisis: Kerja
Penyelenggaraan dimana pendelegasian | Kewenangan Terjadi perubahan syarat modal usaha
Perizinan Berusaha kewenangan urusan Perizinan Usaha Usaha Mikro yaitu paling banyak Rp 1
Berbasis Risiko perizinan berusaha Mikro dan Kecil Milyar tidak termasuk tanah dan
berada di DPMPTSP kepada Camat di bangunan.

PP Nomor 6 tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di
Daerah

PP No. 7 tahun 2021
tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi,

UMKM

Kelembagaan
DPMPTSP
Perizinan berusaha
berbasis pada risiko

Kota Banjarbaru

Hasil penjualan usaha mikro juga
berubah yaitu paling banyak Rp 2 Milyar

Pasal 1 (5): definisi
usaha kecil

Perlu dilakukan penyesuaian dengan
definisi dan pengaturan pada UU Cipta
Kerja & PP No. 7/2021

Analisis:

Terjadi perubahan syarat modal usaha
mikro menjadi lebih dari Rp 1 Milyar
sampai dengan paling banyak Rp 5
Milyar tidak termasuk tanah dan
bangunan.

Hasil penjualan usaha mikro juga
berubah yaitu Rp 2 Milyar - paling
banyak Rp 15 Milyar

Pasal 1 (6): definisi
|zin Usaha

Perlu dilakukan penyesuaian dengan
PP No. 7 tahun 2021
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Regulasi terkait UU Cipta . . o Identifikasi Pasal di
Kerja & Peraturan Pelaksana S S e ol R e Regulasi Daerah

Keterangan/
Analisis

Analisis:
Pasal 37 PP No. 7/2021 menyebutkan:

(1)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
dalam melakukan kegiatan
usahanya harus memiliki perizinan
berusaha

Perizinan Berusaha untuk Usaha

Mikro Kecil dan Menengah

diberikan berdasarkan tingkat

risiko kegiatan usaha dalam
bentuk:

a. NIB untuk kegiatan usaha risiko
rendah;

b. NIB dan sertifikat standar, untuk
kegiatan usaha risiko
menengah rendah dan
menengah tinggi; dan

c. NIB dan izin untuk kegiatan
usaha risiko tinggi

Pasal 1 (7): definisi
zin Usaha Mikro Kecil
(IUMK)

Perlu dilakukan penyesuaian dengan

PP

No. 5/2021 dan PP No. 7 tahun

2021

Analisis:

Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro
Kecil dan Menengah diberikan
berdasarkan tingkat risiko kegiatan
usaha dalam bentuk (Pasal 37 ayat (4))

PP
a

No. 7/2021:
NIB untuk kegiatan usaha risiko
rendah;

OPD
Penang-
gung Jawab
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Regulasi terkait UU Cipta Substansi Strategs

Kerja & Peraturan Pelaksana

Regulasi di Daerah

Identifikasi Pasal di
Regulasi Daerah

Keterangan/
Analisis

b. NIB dan sertifikat standar, untuk
kegiatan usaha risiko menengah
rendah dan menengah tinggi;

¢. NIBdan izin untuk kegiatan usaha
risiko tinggi

Pasal 3: Wali kota
mendelegasikan
kewenangannya
kepada camat
sebagai pelaksana
izin usaha mikro kecil
(IUMK)

Perlu dilakukan penyesuaian dengan
PP No. 5/2021, PP No. 6/2021, PP No.
7/2021

Analisis:

Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro

Kecil dan Menengah diberikan

berdasarkan tingkat risiko kegiatan

usaha dalam bentuk (Pasal 37 ayat (4))

PP No. 7/2021:

a. NIB untuk kegiatan usaha risiko
rendah;

b. NIB dan sertifikat standar, untuk
kegiatan usaha risiko menengah
rendah dan menengah tinggi;

¢. NIBdan izin untuk kegiatan usaha
risiko tinggi

Pasal 38 (1) PP No. 7/2021: Perizinan
Berusaha untuk usaha mikro, kecil, dan
menengah dilaksanakan melalui sistem
perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik, yang dikelola oleh lembaga
yang mengelola Perizinan Berusaha
terintegrasi secara elektronik

Di PP No. 6/2021 disebutkan,

OPD
Penang-
gung Jawab
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OPD
Penang-
gung Jawab

Keterangan/
Analisis

1. Pasal 5 (1): Bupati/Wali kota
mendelegasikan kewenangan
pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam penyelenggaraan perizinan
berusaha di daerah kepada Kepala
DPMPTSP

Regulasi terkait UU Cipta . . o Identifikasi Pasal di
Kerja & Peraturan Pelaksana S S e ol R e Regulasi Daerah
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Lampiran 4. Simulasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Perda Kota Palembang

1 | Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Sektor Pariwisata

Kerja & Peraturan Pelaksana

1.

2.

Regulasi terkait UU Cipta

3
UU No. 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja
PP Nomor 5 tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Permenparekraf Nomor
4 tahun 2021 tentang
SKU Pada
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor
Pariwisata

Substansi Strategis

4
Perizinan berusaha berbasis
risiko

Klasifikasi kegiatan usaha
berdasarkan risiko:

Kegiatan usaha dengan tingkat
risiko rendah, menengah
(rendah dan tinggi), tinggi
Kewenangan Kabupaten/Kota:
Kegiatan usaha risiko rendah
dan menengah rendah
Kewenangan Provinsi: kegiatan
usaha risiko menengah tinggi
Kewenangan Pusat: Kegiatan
usaha risiko tinggi

Perizinan berusaha untuk
kegiatan usaha dengan tingkat
risiko rendah berupa Nomor
Induk Berusaha (NIB)

Perizinan berusaha untuk
kegiatan usaha dengan tingkat
risiko menengah rendah berupa
NIB & sertifikat standar
Perizinan berusaha untuk
kegiatan usaha dengan tingkat
risiko menengah tinggi berupa
NIB & sertifikat standar
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Regulasi di
Daerah

5
Peraturan Daerah
Kota Palembang
No. 4 tahun 2020
tentang
Penyeleng-garaan
Kepari-wisataan

Identifikasi Pasal di
Regulasi Daerah

6
Bab VI:
Pendaftaran Usaha
Pariwisata, Pasal
35, 36, 37, 38, 39,
40,41, 42,43
mengenai tanda
daftar usaha
pariwisata,
persyaratan,
penerbitan, dsb.

OPD
Keterangan/ p
.~ enang-
Analisis
gung Jawab
7 8

Pasal ini perlu dilakukan Dinas
Penyesuaian Pariwisata
Analisis:

Penyelenggaraan usaha, termasuk
pariwisata menurut UU Cipta Kerja
dan PP No. 5/2021 telah berbasis
pada risiko. Sehingga pasal ini
perlu disesuaikan dengan
pengaturan di UU Cipta Kerja & PP
No. 5/2021

Berdasarkan PP No. 5/2021
penyelenggara perizinan
berusaha, termasuk sektor
pariwisata, telah berbasis pada
risiko, yang terbagi pada resiko
rendah, menengah, dan tinggi.

Berdasarkan kewenangan,
kewenangan dari Buppati adalah
menerbitkan perizinan untuk usaha
yang berisiko rendah dan
menengah rendah (lihat juga
lampiran | &II).

Perizinan usaha untuk usaha
beresiko rendah adalah NIB dan



Regulasi terkait UU Cipta

Kerja & Peraturan Pelaksana

Substansi Strategis

10. Perizinan berusaha untuk

kegiatan usaha dengan tingkat
risiko tinggi berupa NIB & Izin

. Pelaksanaan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko
dilakukan secara elektronik dan

Identifikasi Pasal di
Regulasi Daerah

Keterangan/
Analisis

berisiko menengah rendah adalah
NIB dan sertifikat standar

terintegrasi melalui Sistem 0SS

Pasal 69 terkait
sanksi administratif

Pasal ini perlu dilakukan
penyesuaian dengan PP No.
5/2021 pasal 456 terkait sanksi
administratif bagi pelaku usaha
pariwisata

OPD
Penang-
gung Jawab
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Lampiran 5. Simulasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Perda Kabupaten Muara Enim

Regulasi terkait UU Cipta

Kerja & Peraturan

T e Regulasi di Identifikasi Pasal di Keterangan/ OPD Penang-
9 Daerah Regula5| Daerah Analisis gung Jawab

dalam rangka
Mendukung
Kemudahan Berusaha
dan Layanan Daerah

Pengawasan perda mengenai
pajak dan retribusi

Dukungan insentif pelaksanaan
kemudahan berusaha

Sanksi administratif

Analisis:

Berdasarkan PP No. 10/2020,
Pasal 3 ayat (5) pemungutan
pajak dan/atau retribusi daerah
besaran tarif ditetapkan dalam
Perpres.

Pelaksana EE———"—_———————
1 2 8l
1 Pajak Daerah untuk | 1. UU No. 11 tahun 2020 Penyesuaian tarnc pajak dan Peraturan Daerah | Bablll Pasal 26,29, = Pasal-pasalini kemungkman perlu Badan
Mendukung tentang Cipta Kerja retribusi Muara Enim No. 32,35, 38, 41, 44, mengalami penyesuaian terkait Pendapatan
Kemudahan 2. PP No. 10 tahun 2021 Evaluasi rancangan perda dan 10 tahun 2010 47, 50, 53 terkait dengan besaran tarif pajak Daerah Muara
Berusaha tentang Pajak Daerah perda mengenai pajak dan tentang Pajak tarif pajak daerah daerah berdasarkan PP No. Enim
dan Retribusi Daerah retribusi Daerah kabupaten/kota 10/2021.
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LAMPIRAN
PEDOMAN HARMONISASI DAN SINKRONISAS|I PERATURAN

DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Widodo. Agenda utama reformasi ini tidak lain dikarenakan selama ini beban

regulasi telah menyebabkan terhambatnya laju perekonomian Indonesia dimana
banyaknya regulasi yang ada selama ini dianggap sebagai biang keladi dari inefisiensi
ekonomi serta “seretnya” investasi yang masuk sehingga berdampak terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada tiga tantangan pengelolaan regulasi di Indonesia
saat ini yaitu, pertama, “obesitas” regulasi di tingkat pusat dan daerah yang cenderung
menghambat pembangunan ekonomi khususnya investasi swasta. Terlalu banyaknya
jumlah regulasi ikut menghambat efektivitas pelayanan publik; kedua, disharmoni produk
regulasi antar instansi tingkat pusat; ketiga, disharmoni produk regulasi antara instansi
tingkat pusat dengan daerah baik substansi maupun teknik penyusunannya.

Mengawali proses reformasi regulasi menyeluruh, yang mencakup usaha
peningkatan kualitas dan pembenahan kuantitas regulasi yang ada, tidak terlepas dari
upaya untuk menyederhanakan birokrasi dan simplifikasi pelayanan perizinan yang terus
dilakukan secara bertahap oleh pemerintah untuk mendorong investasi. Berdasarkan visi
dalam pidato Presiden Joko Widodo di Sentul tanggal 14 Juli 2019 dan pelantikan 20
Oktober 2020, sasaran prioritas yang ingin dicapai melalui program kerja pemerintah
adalah mendorong investasi terbuka untuk menciptakan lapangan kerja dengan
menghilangkan semua hambatan dan mempercepat proses perizinan. Pada 2017,
Presiden menyebutkan terdapat 42 ribu peraturan yang mengakibatkan lambatnya
Indonesia mengejar ketertinggalan. Kemudian di tahun 2018, Presiden meminta setiap
kementerian untuk melakukan pemangkasan regulasi di masing-masing sektor terkait,
minimal 100 peraturan setiap bulan.

Pada 2015, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan dokumen Strategi
Nasional Reformasi Regulasi yang memuat strategi untuk mengatasi berbagai
permasalahan yang timbul dari regulasi yang masih berlaku saat ini (existing regulation)
maupun yang akan datang (future regulation). Langkah untuk mengatasi permasalahan
existing regulation adalah melalui simplifikasi regulasi berupa pemangkasan produk
peraturan perundang-undangan. Sementara upaya terhadap kondisi future regulation
dilakukan melalui empat kebijakan utama: (i) Simplifikasi Regulasi; (i) Rekonseptualisasi
Tata Cara Pembentukan Regulasi; (iii) Restrukturisasi Kelembagaan Pembentuk Regulasi;

Reformasi regulasi telah menjadi agenda utama Pemerintahan Presiden Joko
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dan (iv) Penguatan Sumber Daya Manusia Perencana Kebijakan dan Perancang Peraturan
Perundang-Undangan (Bappenas, 2015).

Seluruh pembahasan mengenai pembatalan Perda ini menemukan momentum
setelah upaya pemerintah melakukan reformasi regulasi, khususnya di Pemerintah Daerah,
terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
selanjutnya disebut UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja dengan segala tujuannya yaitu
menciptakan iklim perekonomian yang lebih kompetitif mengatur mengenai pentingnya
adanya keselarasan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam UU ini,
pemerintah tidak menggunakan terminologi deregulasi, namun terminologi harmonisasi
dan sinkronisasi. Hal ini dituangkan pada Pasal 181 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat yaitu:

(1)  Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, setiap peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan
ketentuan Undang-Undangan ini atau bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan
pengadilan  harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang
dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang
hukum.

(2)  Dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan
daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh kementerian
yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum bersama dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara jelas, UU ini terlihat belajar dari pengalaman sebelumnya terkait hal yang
dilakukan pemerintah sebelumnya yaitu membatalkan peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Pasal 181 khususnya ayat 1 (satu) dan 2 (dua)
mengakomodasi untuk dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan
daerah yang sudah aktif (existing) saat ini untuk ditinjau kembali apakah bertentangan
dengan UU Cipta Kerja atau peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi atau
putusan pengadilan. Terbitnya UU Cipta Kerja yang melakukan perubahan terhadap 82
UU sebelumnya tentunya berimbas pada perlunya dilakukan penyesuaian terhadap
peraturan-peraturan baik di tingkat pusat (PP, Perpres, Permen, dan sebagainya) hingga
di level daerah (Perda maupun Perkada Provinsi dan Kabupaten/Kota). Bagi Pemerintah
Daerah tentu pekerjaan ini bukanlah hal yang mudah mengingat begitu banyaknya
keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh mereka, dari persoalan sumber daya
manusia, anggaran hingga koordinasi dengan pusat. Begitu banyak Perda maupun
Perkada yang harus disesuaikan dengan pengaturan UU Cipta Kerja.

Namun demikian, dengan adanya suatu “obesitas” regulasi saat ini, evaluasi
terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan selama ini baik oleh
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pemerintah pusat maupun daerah menjadi hal yang sangat perlu dilakukan. Berdasarkan
Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peraturan di
pemerintah daerah perlu untuk diharmonisasikan dan disinkronkan dengan pengaturan
dalam UU Cipta Kerja. Secara normatif, pekerjaan ini dilaksanakan oleh Kementerian
Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, proses
review yang dilakukan oleh 2 (dua) Kementerian tersebut berpotensi akan berjalan sangat
lambat karena luasnya cakupan daerah dan jumlah regulasi yang harus diharmonisasikan
dan disinkronkan. Sehingga akan memicu begitu besar potensi kewalahan yang akan
dialami oleh kedua kementerian tersebut. Oleh karena itu, pasca terbitnya UU Cipta Kerja,
perlu adanya suatu analisis terhadap bagaimana proses harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan di pemerintah daerah tersebut dilakukan. Pedoman ini berusaha untuk
menjawab kebutuhan daerah terkait bagaimana melakukan proses harmonisasi dan
sinkronisasi peraturan di daerah dapat dilakukan secara mandiri (self-assessment).
Artinya, suatu pemerintah daerah dapat melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi
terhadap peraturan di daerahnya yang perlu disesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan
peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipertahankan, diubah atau dicabut.
Dikarenakan hal ini merupakan langkah baru, maka diperlukan suatu pedoman atau
panduan bagi pemerintah daerah untuk melakukannya proses harmonisasi dan
sinkronisasi tersebut secara mandiri. Hal ini akan membantu daerah dalam memperbaiki
kualitas kebijakannya ke depan dan mendorong perbaikan dalam tata kelola
pemerintahannya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya pedoman ini adalah untuk menjadi acuan dalam
melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah secara mandiri (self-assessment) yang menjadi bagian dari bidang-bidang UU
Cipta Kerja. Disamping itu, pedoman ini juga memperkenalkan suatu metode self-
assessment dalam melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi dengan nama metode
MAVA. Harapannya, metode ini dapat juga diadopsi dan direplikasi oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan harmonisasi
dan sinkronisasi produk peraturan daerah yang mencakup peraturan daerah dan
peraturan kepada daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan
Walikota).

Pedoman Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan di Daerah ini memperkenalkan
metode MAVA (Mapping — Analysis — Validation — Agenda) yang mencakup proses tahapan
melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di daerah yang berkaitan dengan UU
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Cipta Kerja. Metode MAVA merupakan proses self-assessment yang dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk dapat memetakan dan menganalisis secara cepat dan mudah
pengaturan-pengaturan di UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya terhadap
pengaturan-pengaturan yang terdampak di Perda ataupun Perkada. Adapun penjelasan

dari i

nstrumen dari pedoman harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan di Daerah tersebut

adalah sebagai berikut:

1.

Pemetaan Regulasi Daerah (Regulatory mapping)

Melakukan inventarisasi atau menghimpun regulasi-regulasi yang berkaitan
dengan sektor-sektor terkait yang mengalami perubahan pengaturan baru dari
terbitnya UU Cipta Kerja maupun di peraturan pelaksanaannya (Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri).

2. Analisis Identifikasi Isi Regulasi (Analysis)

Proses menyisir pasal per pasal dalam regulasi di daerah yang disesuaikan
dengan isu strategis yang ada di dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan
Pelaksanaannya .

3. Validasi Hasil Identifikasi (Validation)

Merupakan proses pengambilan keputusan rekomendasi secara kolegial
mengenai putusan apa yang harus diputuskan terhadap regulasi-regulasi
tersebut.

4. Agenda Kebijakan (Agenda)

Munculnya langkah-langkah konkrit berupa pengajuan perancangan peraturan
perundangan-undangan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis regulasi
sebelumnya (dipertahankan, diubah, atau dicabut).

Gambar 1.1. Tahapan Proses Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah

Mapping Analysis Validation Agenda
Pemetaan Regulasi Analisis Identifikasi Regulasi Validasi Hasil Agenda Kebijakan
Daerah terdampak Identifikasi (Policy Agenda)
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BAB I
KONSEP HARMONISASI DAN SINKRONISASI
PERATURAN DAERAH

A. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum dari suatu negara manapun selalu
berlapis dan berjenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada
norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada
norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma
Dasar (Indrati, 2007). Susunan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi salah satu
asas yang penting dalam proses dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi mempunyai makna penting dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan yang membentuk keserasian secara hierarki (peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi) maupun horizontal atau sederajat (Gandhi, 1995). Jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya terdiri dari:

Perundang—undangan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Pembentukan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

NOo gk wd =

Harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tidak
mempertegas pertentangan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Dengan
adanya harmonisasi akan mempertegas dan memperjelas keberadaan peraturan
perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal. Selain mempertimbangkan
harmonisasi, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan juga tidak meninggalkan
landasan atau dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni landasan filosofis,
landasan yuridis, dan landasan sosiologis.
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1. Landasan Filosofis
Merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan
yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum
yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber
dari Pancasila dan UUD 1945.

2. Landasan Sosiologis
Merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan
yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

3. Landasan Yuridis
Merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan
yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan
hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dicabut,
atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum.

Dalam konteks UU Cipta Kerja, pengaturan terkait harmonisasi dan sinkronisasi
diamanahkan di dalam Pasal 181 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pada saat berlakunya
UU Cipta Kerja, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang
berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undangan ini atau bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan
putusan pengadilan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang dikoordinasikan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada ayat (2) harmonisasi dan sinkronisasi
yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan
oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembentukan peraturan perundang-undangan Bersama dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

B. Undang-Undang Cipta Kerja dalam Kerangka Pembentukan Peraturan Daerah

Konsep Omnibus Law belum diatur dalam peraturan terkait pembentukan peraturan
perundang-undangan sebagai salah satu asas dalam sumber hukum maupun sebagai
kerangka metodologis dalam melakukan revisi peraturan perundang-undangan, sehingga
undang-undang sebagai hasil dari konsep ini kedudukannya belum terlegitimasi dengan
jelas. Jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, undang-undang hasil konsep
omnibus law pada dasarnya bisa diarahkan menjadi undang-undang payung karena
mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang
lain. Akan tetapi, Indonesia justru tidak menganut sistem undang-undang payung karena
posisi seluruh undang-undang adalah sama. Dalam penyusunan materi muatan dalam
peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan beberapa asas, seperti:

1. Asas positivism dan perspektif, yakni materi muatan harus meliputi hal ihwal
kekinian dan visioner ke depan.
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2. Asas lex specialis derogat legi generalis, yakni peraturan perundang-undangan
yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang
bersifat umum.

3. Asas lex superior derogate legi inferiori, yakni peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah.

4. Asas lex posterior derogate legi priori, yakni peraturan perundang-undangan yang
lahir kemudian menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir
terdahulu, jika materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut
sama.

UU Cipta Kerja sebagai hasil dari konsep omnibus law bukanlah undang-undang
payung, melainkan merupakan undang-undang yang setara dengan undang-undang lain
yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma
baru ini. Dengan mengacu pada asas lex superior derogate legi inferiori karena dengan
adanya omnibus law, maka secara otomatis peraturan tingkat daerah yang menjadi jenjang
terendah dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tentu harus mematuhi
seluruh aturan baru yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja.

Namun demikian, ada hal mendasar yang perlu dipahami terkait terminologi
harmonisasi yang digunakan selama ini, yakni terminologi Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan berdasarkan UU 12 Tahun 2011 dan perubahannya yang
diterapkan pada rancangan peraturan perundang-undangan, serta terminologi
harmonisasi dan sinkronisasi menurut Pasal 181 ayat (2) UU Cipta Kerja yang diterapkan
baik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang sudah
berlaku (existing). Posisi penggunaan kedua terminologi dalam pembentukan perundang-
undangan tersebut dijelaskan dalam bagan berikut.

Gambar 2.1. Terminologi Harmonisasi dan Sinkronisasi dalam Pembentukan Peraturan
Daerah

Pengharmonisasian,
Kajian terdahulu Pembulatan, dan Pemantapan

= Reformasi Regulasi
Monitoring & Rancangan UU No. 12 m .
e !

Evaluasi Peraturan | | 7 Tahun 2011 | uu Pasal 181 S )
= Simplifikasi Regulasi Perundang- juncto UU No. CIPTA KERJA Ayat 2 Rancangan Analysis
undangan 15 Tahun 2019 P
roduk
PP dan Hukum
Perpres

Peraturan
Daerah/Perkada

| Harmonisasi dan Sinkronisasi |

Kelembagaan
Kemendagri

Kemenkumham K/L Teknis

Teknis Administratif Teknis Substantif

!

Sumber: diolah Tim Penulis
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Dari bagan tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam mengimplementasikan UU
Cipta Kerja dan turunannya harus mengacu kepada dua kaidah yaitu UU 12/2011 dan
perubahannya serta Pasal 181 UU Cipta Kerja. Perda dan Perkada baik di tingkat Provinsi
maupun Kabupaten/Kota sebagai tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan yang
paling rendah harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus tetap berkomunikasi, berkoordinasi,
berkonsultasi kepada institusi-institusi yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur
dalam UU 12/2011 dan UU Cipta Kerja, yakni:

(1) Kementerian Dalam Negeri (Kewenangan terkait Teknis Administratif)

(2) Kementerian Hukum dan HAM (Kewenangan terkait Teknis Administratif)

(3) Kementerian/Lembaga Teknis lainnya (Kewenangan terkait Teknis
Substantif)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah diberikan
otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Turut
memperkuat secara legalitas dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan
otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah. Dalam
Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan di tingkat daerah
disebutkan secara berjenjang terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut perda) yang keduanya dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan bersama kepala daerah.

Sebagai salah satu bentuk produk hukum daerah berbentuk peraturan, perda dalam
pembentukannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam peraturan tersebut,
pembentukan perda didefinisikan sebagai kegiatan pembuatan peraturan perundang-
undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,
penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Alur atau mekanisme pembentukan
perda dapat digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 2.2. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah
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Sumber: Kemendagri, 2021

Sementara itu, Permenkumham No. 22/2018 juga mengatur terkait
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah
oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Permenkumham tersebut,
dijelaskan mengenai peran dari pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-
Undangan yang diberikan tugas melakukan Pengharmonisasian rancangan peraturan
perundang-undangan yang dibentuk di daerah (Pasal 2). Pada Pasal 6 disebutkan megenai
tata cara pengharmonisasian dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa pengharmonisasian
dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pemrakarsa di Daerah kepada
Direktur Jenderal sebagai Pembina Perancang melalui Kepala Kantor Wilayah. Dalam
permohonannya tersebut, pemrakarsa diharuskan melapirkan (a) penjelasan atau
keterangan dan/atau naskah akademik untuk rencangan peraturan daerah; dan (b)
rancangan peraturan peraturan perundang-undangan tersebut. Pengharmonisasian
betujuan untuk (a) menyelaraskan dengan (1) Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang
lebih tinggi dan Putusan Pengadilan; dan (2) teknik penyusunan peraturan perundang-
undangan; serta (b) menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Untuk mengakomodir kewenangan tersebut, Menteri Hukum dan HAM
mengeluarkan Surat Edaran No. M.HH-01.PP.04.02 tahun 2019 tentang Tata Cara dan
Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dimana
pada poin 6 (enam) mengatur mengenai tahapan pengharmonisasian konsepsi Ranperda
yang terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu:

[.  Permohonan pengharmonisasian, diajukan secara tertulis kepada Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi;
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VI

Pemeriksaan administratif, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
hari kerja;

. Analisis konsepsi, dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Rapat Pengharmonisasian, dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan
dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

Paraf persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia menyampaikan naskah Rancangan Peraturan Daerah yang telah
diharmonisasikan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota

Surat selesai harmonisasi dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
undangan atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang menyatakan sudah tidak ada masalah substansi, sudah sinkron
dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan

Gambar 2.3. Alur Proses Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah

Pemda
Pemrakarsa

e N Kemenkumham
(temb. Dirjen PP)

Ka. Kanwil Kumham

Pemeriksaan Administratif

Analisis Konsepsi

Rapat Pengharmonisasian

Sumber: Permenkumham No. 22 Tahun 2018 dan Surat Edaran No. M.HH-01.PP.04.02

tahun 2019

C. Kerangka Kelembagaan Penanganan Peraturan Daerah

1.

Kementerian Dalam Negeri

Kemendagri sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 373 UU Pemerintahan

Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
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sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah diatur terkait fasilitasi dan evaluasi rancangan
peraturan daerah oleh Kemendagri. Peran Kemendagri dalam setiap tahapan
pembentukan perda dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2.4. Peran Kemendagri dalam Pembentukan Perda
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e MDN/
SEKDA Pengundangan Fasilitasi GUB

MDN/ PEMDA

GuB | T + DPRD

MDN/
GUB

Sumber: Kemendagri, 2021

Berdasarkan Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
fasilitasi dilakukan setelah pembicaraan tingkat | selesai dilakukan, dimana yang
menjadi objek fasilitasi adalah materi muatan dan teknik penyusunan rancangan perda
sebelum ditetapkan. Fasilitasi wajib dilaksanakan baik untuk raperda provinsi maupun
raperda kabupaten/kota dimana fasilitasi raperda provinsi dilakukan oleh Mendagri dan
raperda kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur.

Adapun pengkajian dan penilaian terhadap raperda dilakukan setelah raperda
disetujui bersama, namun sebelum ditetapkan oleh kepala daerah. Hal ini dilakukan
untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Berdasarkan UU Pemerintahan
Daerah, pengkajian dan penilaian terhadap raperda dilakukan bagi raperda RPJPD,
raperda RPJMD, raperda APBD, pajak daerah, retribusi daerah, serta tata ruang
daerah. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, proses ini
dilakukan terhadap raperda rencana pembangunan industri, raperda pembentukan,
penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan
atau kelurahan menjadi Desa.
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Selain itu, dalam Pasal 242 UU Pemerintahan Daerah, Kemendagri c.q.
Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah berwenang
melakukan register secara berjenjang untuk setiap perda yang akan diundangkan
dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan perda. Perda provinsi harus
mendapatkan nomor register dari Kemendagri, sedangkan perda kabupaten/kota
mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dengan
adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai
keseluruhan perda yang dibentuk oleh daerah dan sekaligus juga informasi perda
secara nasional. Adapun alur/mekanisme dalam proses register perda dapat
digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.5. Alur Register Perda

Fasilitasi i Pe
Gubernur, Bupati dan DPRD Register

Menteri dan Gubernur

Penyempurnaan raperda dan

Berlaku semua raperda
pengambilan persetujuan Bersama

kecuali yang masuk dalam
lingkup evaluasi

Sesuai Tidak

Evaluasi Sesuai
Menteri dan Gubernur

Sesuai dengan peraturan
perundang-undangan lebih
tinggi dan kepentingan
umum

Tidak

B Gubernur, Bupatidan
DPRD

Melakukan penyempurnaan

g Menteridan Gubernur

Memberikan no register

Belum bisa ditetapkan
dan diundangkan

Gubernur dan Bupati
menetapkan perda

Sumber: Permendagri No. 80/2015 jo. Permendagri No. 120/2018

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KemenkumHAM  dalam  tugasnya membantu Presiden mengatasi
permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintah di
bidang hukum, salah satunya permasalahan atas produk-produk hukum di daerah
yang bermasalah dan tidak atau kurang berdaya guna di kemudian hari, sebagai upaya
preventif diberikan kewenangan untuk melakukan “executive abstract preview”, yakni
pengawasan ketika status peraturan masih sebagai rancangan. Artinya, mekanisme
executive preview dapat dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, penetapan sampai dengan tahapan pengundangan. Model ini
diterapkan sebagai langkah atau cara yang dapat menjadi filter bagi perda yang akan
dibentuk agar menjadi efektif dan diterima luas oleh masyarakat pada saat ditetapkan
dan diberlakukan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 58 ayat (2) UU Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, dimana terdapat amanat untuk melibatkan instansi
vertikal KemenkumHAM yakni Kantor Wilayah KemenkumHAM dalam pembentukan
perda guna mewujudkan produk hukum daerah tetap berada dalam kesatuan sistem
hukum nasional. Adapun dalam Pasal 98 UU Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan disebutkan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-
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undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. Dalam hal
ini perancang harus melakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan
yang dibentuk di daerah.

Dalam Pasal 58 UU 15/2019, KemenkumHAM  melaksanakan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi raperda provinsi yang
berasal dari gubernur. Berdasarkan PermenkumHAM Nomor 22 Tahun 2018,
disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah
atau rancangan peraturan perundang-undangan lain yang dibentuk di daerah, harus
diharmonisasikan oleh perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya. Pengharmonisasian merupakan
salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, yang dilakukan dengan tujuan untuk:

a. menyelaraskan dengan:
1) Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan
Putusan Pengadilan; dan
2) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Sedangkan pengaturan terkait dengan fasilitasi pembentukan produk hukum
daerah diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.HH-01.PP.05.01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Fasilitasi
Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pedoman fasilitasi pembentukan produk hukum
daerah tersebut merupakan salah satu upaya mewujudkan produk hukum daerah yang
berkualitas dan menjadi acuan dalam perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan
pemberian supervisi di bidang fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan
di daerah dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Daerah

Dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPD mempunyai
wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi raperda dan perda.
Namun demikian, bagaimana bentuk pemantauan dan evaluasi raperda dan perda
yang dimaksudkan disini tidak dijelaskan secara rinci.

Mahkamah Agung
Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah
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undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh undang-undang. Terkait dengan pengawasan perda, hasil judicial
review di Mahkamah Konstitusi atas Pasal 251 UU Pemerintahan Daerah yang
tertuang dalam Putusan MK No. 157 dan 136 Tahun 2016 memuat beberapa poin
penting sebagai berikut.

a. Mendagri tidak berwenang membatalkan perda provinsi
b. Gubernur tidak berwenang membatalkan perda kabupaten/kota
c. Pembatalan perda menjadi wewenang MA melalui mekanisme judicial review

Kementerian Keuangan

Kemenkeu melakukan harmonisasi raperda dan perda terkait dengan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagaimana telah diamanahkan Pasal 245 UU
Pemerintahan Daerah. Ada dua bentuk upaya yang dilakukan yakni:

a. Preventif
e Raperda PDRD kabupaten/kota untuk dievaluasi secara simultan;
disampaikan kepada gubernur, Mendagri dan Menkeu, dan untuk raperda
provinsi disampaikan ke Mendagri dan Menkeu.
e Mendagri dan gubernur menguji kesesuaian dengan ketentuan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
e Menkeu menguji kesesuaian dengan kebijakan fiskal nasional.

b. Represif
e Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan PDRD di daerah.
e Dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer ke daerah
dan/atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan untuk
meningkatkan kepatuhan daerah terhadap kebijakan PDRD.

Menkeu bersama dengan Mendagri melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap Perda PDRD dan/atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi:

a. Bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi;

b. Tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan

c. Menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
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BAB I
MEKANISME HARMONISASI DAN SINKRONISASI
PERATURAN DAERAH

A. Metode Penilaian Mandiri (Self-assessment)

Berdasarkan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) perlu untuk
diharmonisasikan dan disinkronkan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja. Dalam
pasal tersebut, tugas ini secara normatif dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

Namun demikian, proses penyesuaian yang harus dilakukan oleh 2 kementerian
tersebut, berpotensi membutuhkan waktu yang lama dan menggunakan sumber daya yang
besar karena luasnya cakupan pemerintah daerah dan jumlah regulasi yang harus
diharmonisasikan dan disinkronisasikan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dapat
didorong untuk dapat melakukan proses analisis terhadap Perda dan Perkada secara
mandiri. Sementara itu, dukungan supervisi dapat dilakukan oleh Kemendagri dan
Kemenkum HAM.

Metode penilaian mandiri ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
menggunakan kapasitas SDM dan kelembagaan yang dimiliki serta melibatkan pihak
eksternal untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan penilaian mandiri tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut, kebutuhan terhadap panduan sangat diperlukan
sebagai guidance bagi Pemerintah Daerah terkait tahapan-tahapan apa saja yang perlu
dilakukan dalam melakukan proses penilaian mandiri terhadap regulasi-regulasi yang
terdampak dari terbitnya UU No. 11/2020 dan Peraturan Pelaksanaannya. Panduan
penilaian mandiri tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah untuk dapat
memetakan dan menganalisis secara cepat dan mudah pengaturan-pengaturan di UU No.
11/2020 dan Peraturan Pelaksanaannya yang menimbulkan dampak normatif terhadap
Perda maupun Perkada yang telah ada selama ini.

B. Mekanisme Penilaian Mandiri (Self-assessment)

Mekanisme penilaian mandiri dilakukan dengan menggunakan suatu metode yang terdiri
dari tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Mekanisme ini menggunakan metode yang dikenal
sebagai MAVA yang merupakan akronim dari proses 1) Mapping (Pemetaan Regulasi); (2)
Analysis (Analsis Identifikasi Regulasi); 3) Validation (Validasi Hasil |dentifikasi); dan 4)
Agenda (Agenda Kebijakan) selanjutnya. Adapun penjelasan dari mekanisme ini adalah
sebagai berikut:
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Gambar 3.1. Tahapan Mekanisme Penilaian Mandiri Regulasi Daerah

Pemetaan Regulasi Analisis Identifikasi Validasi Hasil Agenda Kebijakan
Daerah Regulasi terdampak Identifikasi (Policy Agenda)
(Mapping) (Analysis) (Validation) (Agenda)

1) Pemetaan Regulasi Daerah (Regulatory mapping)

Kegiatan dari pemetaan regulasi di daerah ini dilakukan dengan melakukan
inventarisasi atau penghimpunan terhadap Perda dan Perkada yang terkait dengan urusan
pemerintahan terkait yang mengalami dampak perubahan dari dari terbitnya UU No.
11/2020 dan Peraturan Pelaksananya.

Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah menunjuk Biro Hukum di tingkat Pemerintah
Provinsi atau Bagian Hukum di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memimpin,
mengoordinasikan pelaksanaan proses harmonisasi dan sinkronisasi dengan metode self-
assessment terhadap Perda dan Perkada di daerah yang terdampak dari UU No. 11/2020
dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya.

Pada proses pertama ini Biro Hukum/Bagian Hukum mengkoordinasikan proses
pemetaan regulasi dengan tugas penghimpunan regulasi-regulasi yang dilakukan oleh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hasil dari kegiatan pemetaan ini diinventarisir ke dalam suatu form (Form A. Form
Pemetaan Regulasi) yang diisi oleh Biro/Bagian Hukum. Form ini bertindak sebagai lembar
kerja yang memuat seluruh regulasi Perda dan Perkada yang teridentifikasi dan perlu untuk
disesuaikan pengaturannya sesuai dengan pengaturan dalam UU No. 11/2020 dan
Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya.

Tabel 3.1. Form A — Pemetaan Regulasi di Daerah

Contoh:
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Regulasi Terkait 1. UU No. 11 Tahun 2020

2. PP No. 5 Tahun 2021
3. Permenparekraf No. 4 Tahun 2021

No. Regulasi Terkgit UU Cipta Regulasi di Daerah OPD Penanggung
Kerja Jawab
1 2 3 4
1 1. UU No. 11 Tahun 2020 Peraturan Daerah | Dinas Pariwisata
2. PP No. 5 Tahun 2021 Provinsi Kalimantan
3. Permenparekraf No. 4 | Selatan Nomor 8 Tahun
Tahun 2021 2010 tentang
Kepariwisataan
2
Dst. | Dst. Dst. Dst.
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Contoh pada Form A di atas menggunakan contoh pada regulasi di bidang Pariwisata di
Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Form A tersebut, terdapat beberapa baris dan kolom
yang perlu dicermati.

Baris atas disebut sebagai kepala (kop) form yang menunjukkan setidaknya 2 (dua) hal
yaitu: (a) pemerintah daerah yang menunjukkan Pemerintah Daerah bersangkutan, dan
baris (b) regulasi terkait yang menunjukkan regulasi yang berkaitan dengan UU No.
11/2020 dan peraturan pelaksananya terkait (PP, Perpres, maupun sampai pada level
Permen).

Sementara itu, pada kolom di bawahnya, terdapat setidaknya 4 (empat) kolom yang
menunjukkan:

(1) Kolom 1 (pertama) menunjukkan nomor urut

(2) Kolom 2 (kedua) menunjukkan regulasi terkait pada UU Cipta Kerja dan Peraturan
Pelaksanaannya (PP, Perpres, Permen, dll)

(3) Kolom 3 (ketiga) menunjukkan regulasi Perda atau Perkada yang terdampak dari
pengaturan UU Cipta Kerja

(4) Kolom 4 (keempat) menunjukkan OPD penanggung jawab terkait.

2) Analisis Identifikasi Isi Regulasi (Analysis)

Hasil dari pemetaan regulasi (regulatory mapping) yang dilakukan pada tahap
pertama, ditindaklanjuti dengan melakukan analisis identifikasi terhadap isi dalam Perda
atau Perkada yang telah terpetakan. Proses idetifikasi ini dilakukan dengan menyisir pasal
per pasal Perda atau Perkada yang kemungkinan diperlukan penyesuaian dengan
pengaturan pada UU No. 11/2020 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Tahapan ini dapat dikatakan merupakan pekerjaan paling sulit dari proses ini. Hal ini
dikarenakan diperlukan pemahaman mengenai berbagai regulasi terkait, baik pemahaman
terkait isi dari UU No. 11/2020 beserta Peraturan Pelaksanaannya, maupun pemahaman
terhadap isi dari Perda atau Perkada itu sendiri. Oleh karena itu, dalam proses analisis ini
diperlukan bantuan dan pengalaman dari berbagai pihak yang memahami betul isi dari
regulasi tersebut maupun yang mengoperasionalkan regulasi tersebut.

Salah satu bentuk kegiatan dari proses analisis ini adalah dalam bentuk Focus
Group Discussion. Dalam FGD ini, Biro Hukum/Bagian Hukum bertindak sebagai
koordinator FGD melibatkan beberapa pihak, antara lain:

(1) Pejabat dan staf terkait dari Dinas (OPD) terkait,

(2) Pejabat Fungsional di bidang hukum seperti JF Perancang Perundang-Undangan
maupun JF Analis Hukum,

(3) Akademisi perguruan tinggi,

(4) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
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Untuk mempermudah proses analisis identifikasi regulasi ini, kelompok kerja
menuangkan hasil analisis ke dalam Form B (Form B. Form Analisis Identifikasi Regulasi).
Lembar kerja ini memuat informasi mengenai potensi dari pasal-pasal yang perlu untuk
disesuaikan denggan pengaturan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya. Lembar
kerja ini dimaksudkan sebagai bahan informasi bagi kelompok kerja yang terlibat pada
Focus Group Discussion dalam membuat keputusan terhadap regulasi daerah yang
dianalisis tersebut.
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Tabel 3.2. Form B — Form Analisis Identifikasi Regulasi Daerah

Regulasi terkait UU
Cipta Kerja &
Peraturan Pelaksana

Substansi Strategis

Regulasi di Daerah

Identifikasi Pasal di
Regulasi Daerah

Keterangan/
Analisis

2 3 4 5 6 7 8
Pariwisata — . UU No. 11 tahun . Perizinan berusaha | Peraturan Daerah | Pasal 15 (1): Untuk Pasal ini perlu dilakukan Dinas
[Penyeleng- 2020 tentang berbasis risiko Provinsi dapat Penyesuaian terkait Pariwisata
garaan Cipta Kerja . Klasifikasi kegiatan | Kalimantan Selatan | menyelenggarakan dengan pendaftaran usaha
Perizinan . PP Nomor 5 tahun usaha berdasarkan | Nomor 8 tahun usaha pariwisata pariwisata. DPMPTSP
Berusaha 2021 tentang risiko: 2010 tentang sebagaimana
bidang Penyelenggaraan . Kegiatan usaha Kepariwisa-taan dimaksud dalam Pasal | Analisis:

Pariwisata] Perizinan dengan tingkat 14, pengusaha o Penyelenggaraan

Berusaha Berbasis
Risiko

. Permenparekraf

Nomor 4 tahun
2021 tentang SKU
Pada
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha Berbasis

risiko rendanh,
menengah (rendah
dan tinggi), tinggi

. Kewenangan

Kabupaten/Kota:
Kegiatan usaha
risiko rendah dan
menengah rendah

. Kewenangan

Provinsi: kegiatan

pariwisata wajib
mendaftarkan
usahanya kepada
Pemerintah Daerah
atau wajib
mendaftarkan
usahanya kepada
Pemerintah Daerah
atau Pemerintah
Kab/Kota sesuai

usaha pariwisata
menurut UU Cipta
Kerja dan PP No.
52021 telah berbasis
pada risiko. Sehingga
pasal ini perlu
disesuaikan dengan
pengaturan di UU No.
11/2020 & PP No.
5/2021
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Regulasi terkait UU

Cipta Kerja & Substansi Strategis
Peraturan Pelaksana
Risiko Sektor usaha risiko
Pariwisata menengah tinggi

6. Kewenangan Pusat:
Kegiatan usaha
risiko tinggi

7. Perizinan berusaha
untuk kegiatan
usaha dengan
tingkat risiko rendah
berupa Nomor
Induk Berusaha
(NIB)

8. Perizinan berusaha
untuk kegiatan
usaha dengan
tingkat risiko
menengah rendah
berupa NIB &
sertifikat standar

9. Perizinan berusaha
untuk kegiatan

Regulasi di Daerah

Identifikasi Pasal di
Regulasi Daerah

dengan domisili
usahanya.

Keterangan/
Analisis

Berdasarkan PP No.
5/2021 penyelenggara
perizinan berusaha,
termasuk sektor
pariwisata,
diselenggarakan
berbasis pada risiko,
yang terbagi pada
resiko rendah,
menengah, dan tinggi.
Berdasarkan
kewenangannya,
kewenangan dari
Gubernur adalah
menerbitkan perizinan
untuk usaha pariwisata
yang berisiko
menengah tinggi (lihat
lampiran | & II PP No.
5/2021).
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Regulasi terkait UU
Cipta Kerja &
Peraturan Pelaksana

Bidang

Substansi Strategis

Regulasi di Daerah

Identifikasi Pasal di
Regulasi Daerah

Keterangan/
Analisis

usaha dengan

tingkat risiko

menengah tinggi

berupa NIB &

sertifikat standar
Perizinan
berusaha untuk
kegiatan usaha
dengan tingkat
risiko tinggi
berupa NIB & Izin
Pelaksanaan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko
dilakukan secara
elektronik dan
terintegrasi
melalui Sistem
0SS

Pasal 15 (2): Tata cara

pendaftaran usaha
pariwisata diatur oleh
Peraturan Gubernur
atau Bupati/Wali kota
sesuai kewenangan
dengan berpedoman
pada ketentuan
peraturan perundang-
undangan

Pasalini perlu dilakukan
Penyesuaian terkait
dengan pedoman atau tata
cara pendaftaran usaha
pariwisata.

Analisis:

Terkait dengan tata cara
pendaftaran usaha bidang
pariwisata, dapat
menyesuaikan dengan
lampiran I dan Il PP No. 5
tahun 2021 serta
Permenparekraf No.
4/2021 terkait Standar
Kegiatan Usaha
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
bidang Pariwisata

154




Regulasi terkait UU Identifikasi Pasal di

Regulasi Daerah

Bidang Cipta Kerja & Substansi Strategis Regulasi di Daerah
Peraturan Pelaksana

Keterangan/
Analisis

Pengusaha

Pasal 25: Kewajiban

Pasal ini perlu dilakukan
penyesuaian dengan UU
No 11/2020 & PP No.
5/2021 terkait kewajiban
pengusaha

Analisis:

Perlu penambahan ayat
mengenai kewajiban
pengusaha untuk
memenuhi perizinan
berusaha dari Pemerintah
Daerah dalam
penyelenggaraan usaha
pariwisata

Pasal 28: Kewenangan
Pemerintah Provinsi

Pasal ini perlu dilakukan
penyesuaian dengan UU
No. 11/2020 & PP No.
5/2021 terkait kewenangan
Pemerintah Daerah
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Regulasi terkait UU
Bidang Cipta Kerja & Substansi Strategis Regulasi di Daerah

Identifikasi Pasal di Keterangan/

Regulasi Daerah Analisis
Peraturan Pelaksana g

Analisis:

Perlu penambahan/ revisi
(nomenklatur) mengenai
kewenangan Pemerintah
Provinsi untuk menerbitkan
perizinan berusaha

Dst. | Dst. Dst. Dst. Dst. Dst. Dst. Dst.
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Pada Tabel 3.2 di atas, form analisis identifikasi regulasi memuat beberapa poin yang
tertuang dalam 8 (delapan) kolom.

Kolom 1 (pertama) menunjukkan nomor urut regulasi

Kolom 2 (kedua) menunjukkan bidang yang akan dilakukan penyesuaian
peraturan terkait

Kolom 3 (ketiga) menunjukkan regulasi terkait dengan UU Cipta Kerja dan
Peraturan Pelaksananya (PP, Perpres, Permen, dll)

Kolom 4 (keempat) menunjukkan substansi strategis dari regulasi UU Cipta Kerja
atau Peraturan Pelaksananya.

Kolom 5 (kelima) menunjukkan regulasi di daerah terkait

Kolom 6 (keenam) menunjukkan pasal — pasal yang berpotensi perlu dilakukan
perubahan

Kolom 7 (ketujuh) menunjukkan hasil keterangan/analisis dari pasal di regulasi
daerah dengan pengaturan pada UU Cipta Kerja atau Peraturan Pelaksananya
Kolom 8 (kedelapan) menunjukkan OPD atau Dinas penanggung jawab

Dalam tahap analisis ini, mengenali substansi-substansi strategis dari masing-
masing Peraturan Pemerintah sebagai peraturan turunan/pelaksana dari UU No. 11/2020
perlu untuk dilakukan oleh Tim Pelaksana ini. Proses pemahaman terhadap substansi-
substansi strategis ini akan membuat proses analisis menjadi lebih mudah dan cepat dalam
memetakan pasal-pasal dari masing-masing Perda dan Perkada. Sebagai contoh pada
Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko, setidaknya ada beberapa poin atau substansi strategis yang dapat dicermati dan
memudahkan dalam pemetaan pasal-pasal mana yang harus disesuaikan.Seperti tersaji
dalam contoh tabel 3.2 pada kolom 4, disebutkan beberapa substansi strategis pada PP
No. 5/2021, yaitu antara lain:

a.
b.
C.

Perizinan berusaha berbasis risiko;

Klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan risiko;

Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah (rendah dan tinggi),
dan tinggi;

Kewenangan Kabupaten/Kota: Kegiatan usaha risiko rendah dan menengah
rendah;

Kewenangan Provinsi: kegiatan usaha risiko menengah tinggi;

Kewenangan Pusat: Kegiatan usaha risiko tinggi;

Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa
Nomor Induk Berusaha (NIB);

Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah
rendah berupa NIB & sertifikat standar;

Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
berupa NIB & sertifikat standar;
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j.  Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa
NIB & Izin;

k. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik
dan terintegrasi melalui Sistem OSS.

Dari pemetaan terhadap beberapa PP misalnya, berikut ditampilkan hasil pemetaan
beberapa substansi strategis di beberapa PP antara lain PP No. 5, 6, 7, dan 10 tahun 2021
yang dapat menjadi contoh bagi tim melakukan pemetaan terhadap Peraturan Pemerintah
lainnya sebagai peraturan turunan UU No. 11/2020.

Tabel 3.3. Daftar Substansi-Substansi Strategis PP No. 5, 6, 7, dan 10 Tahun 2021

PP Nomor 5 tahun 2021 | 1. Perizinan berusaha berbasis risiko

tentang Penyelenggaraan | 2. Klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan risiko:
Perizinan Berusaha 3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah,
Berbasis Risiko menengah (rendah dan tinggi), tinggi

4. Kewenangan Kabupaten/Kota: Kegiatan usaha risiko
rendah dan menengah rendah

5. Kewenangan Provinsi: kegiatan usaha risiko
menengah tinggi

6. Kewenangan Pusat: Kegiatan usaha risiko tinggi

7. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan
tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha
(NIB)

8. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan
tingkat risiko menengah rendah berupa NIB &
sertifikat standar

9. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan
tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB &
sertifikat standar

10. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan
tingkat risiko tinggi berupa NIB & Izin

11. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui

Sistem OSS
PP Nomor 6 tahun 2021 | 1. Penyelenggaraan Perizinan secara integrasi melalui
tentang Penyelenggaraan Sistem OSS
Perizinan  Berusaha di
Daerah
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2. Tata hubungan kerja dimana pendelegasian
kewenangan urusan perizinan berusaha berada di
DPMPTSP

3. Kelembagaan DPMPTSP
4. Perizinan berusaha berbasis pada risiko
PP Nomor 7 tahun 2021 1. Kriteria pendirian koperasi
tentang Kemudahan, | 2. Perubahan kewenangan
Perlindungan, dan | 3. Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan
Pemberdayaan Koperasi, KUMKM merupakan bagian dari RPJMD
UMKM 4. Pengendalian, perlindungan, dan pemberdayaan
KUMKM
5. Pengecualian UMK untuk Usaha Mikro dan Usaha
Kecil
6. Pengaturan modal dasar UMKM
7. Kriteria usaha UMKM
PP Nomor 10 tahun 2021 | 1. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi
tentang Pajak Daerah dan 2. Evaluasi rancangan perda dan perda mengenai
Retribusi Daerah dalam pajak dan retribusi
rangka Mendukung @ 3. Pengawasan perda mengenai pajak dan retribusi
Kemudahan Berusaha dan | 4. Dukungan insentif pelaksanaan kemudahan
Layanan Daerah berusaha

5. Sanksi administratif
Sumber: diolah Tim Penyusun, 2021

Peraturan Pemerintah lainnya dapat dilakukan oleh Tim Pelaksana Analisis sesuai
dengan kebutuhan berdasarkan substansi bidang yang dianalisis. Dengan menemukenalis
substansi permasalahannya, maka akan lebih mudah dan cepat untuk memetakan pasal-
pasal mana yang perlu disesuaikan.

3) Validasi Hasil Identifikasi (Validation)

Setelah melakukan proses analisis identifikasi isi regulasi, tahapan selanjutnya
adalah melakukan validasi dari hasil analisis tersebut. Proses ini merupakan proses
pengambilan keputusan rekomendasi secara kolegial mengenai putusan apa yang harus
diputuskan terhadap regulasi-regulasi tersebut.

Secara umum, terdapat tiga pilihan yang dapat digunakan oleh tim validasi sebagai
rekomendasi akhir terhadap hasil analisis perda dan perkada yakni:

(1) Perda/Perkada dipertahankan. Putusan ini diambil apabila regulasi daerah tidak
berisikan materi muatan yang bertentangan dengan pengaturan dalam UU Cipta
Kerja dan Peraturan pelaksanaannya.
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(2) Perda/Perkada diubah. Keputusan untuk diubah setidaknya dibagi lagi menjadi
dua vyaitu diubah sebagian atau diubah keseluruhan yang berarti regulasi perlu
diganti dengan regulasi baru. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya, apabila materi
perubahan peraturan perundangan-undangan berubah lebih dari 50% dan
esensinya berubah, maka peraturan perundang-undangan tersebut lebih baik
dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundangan-undangan yang baru.

(3) Perda/Perkada dicabut. Putusan ini diambil apabila regulasi tersebut tidak
dibutuhkan kembali, atau peraturan diatasnya telah dicabut.

Untuk memudahkan tim melakukan validasi, keputusan yang diambil dituangkan ke
dalam lembar kerja atau berita acara (Form C — Form Berita Acara). Tujuan dari berita
acara ini adalah sebagai alat dokumentasi tim harmonisasi dan sinkronisasi yang
membuktikan bahwa kegiatan dan putusan dari proses validasi ini telah diselenggarakan
pada waktu yang telah ditentukan.

Tabel 3.4. Form C — Form Berita Acara Validasi Keputusan Analisis Regulasi

Contoh:

Nama Regulasi Rekomendasi Akhir
1 2 3 4

1 | Perda Provinsi
Kalimantan Selatan
Nomor 8 tahun 2010
tentang
Kepariwisataan
1. Pasal 15 (1) | Dipertahankan/diubah/dicabut | Berdasarkan hasil analisis
2. Pasal 15 (2) | Dipertahankan/diubah/dicabut | identifikasi dan validasi,

3. | Pasal 25 Dipertahankan/diubah/dicabut = serta sesuai ketentuan UU
4.  Pasal 28 Dipertahankan/diubah/dicabut = No- 12/2011 dan
dst | dst dst perubahannya maka Perda

Nomor 8 tahun 2010
direkomendasikan  untuk
...... (diubah sebagian atau
seluruhnya —diganti dengan
Perda Baru)

Ditetapkan di Banjarmasin, (tanggal, bulan, tahun)
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Nama Regulasi Rekomendasi Akhir

G Nama Peserta....... ) (vennn. tanda tangan........ )
G Nama Peserta....... ) (vennnn. tanda tangan........ )
G Nama Peserta....... ) (vennn. tanda tangan........ )
G Nama Peserta....... ) (vennnn. tanda tangan........ )
(cereenn Dst....... ) (corinnn Dst....... )

Form C berita acara ini terdiri dari 4 (empat) kolom dan 2 (dua) baris, dimana:

(1) Kolom 1 (pertama) menunjukkan daftar urut regulasi

(2) Kolom 2 (kedua) menunjukkan regulasi daerah yang telah dianalisis

(3) Kolom 3 (ketiga) menunjukkan putusan terhadap hasil analisis identifikasi pasal
per pasal dari regulasi daerah tersebut

(4) Kolom 4 (keempat) menunjukkan rekomendasi akhir dari regulasi daerah tersebut

Untuk memperkuat keputusan yang telah diambil oleh tim kolegial, maka di baris bawah
perlu dibubuhkan tanda tangan dari masing-masing anggota tim validasi ini.

4) Agenda Kebijakan (Agenda)

Tahap berikutnya dari proses harmonisasi dan sinkronisasi adalah tindak lanjut dari
hasil keputusan rekomendasi yang telah diputuskan terhadap regulasi-regulasi di daerah
yang telah dianalisis pada tahapan sebelumnya.

Pada tahapan ini, harapannya adalah adanya langkah-langkah konkrit sebagai
tindak lanjut dari hasil analisis regulasi sebelumnya. Apabila hasil validasi regulasi
dipertahankan, maka tidak diperlukan tindak lanjut. Apabila keputusan yang diambil adalah
regulasi perlu untuk diubah, maka rencana tindak lanjut disesuaikan dengan syarat dan
tata cara yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 dan perubahannya. Sementara itu,
apabila keputusan yang diambil adalah regulasi dicabut, maka rencana tindak lanjutnya
adalah penyusunan rencanan peraturan perundang-undangan pencabutan tanpa
didahului penyusunan naskah akademik sesuai Pasal 43 ayat (4) dan (5) UU No. 12 tahun
2011. Terkait dengan agenda kebijakan selanjutnya pasca dilaksanakannya harmonisasi
dan sinkronisasi berlaku sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
PENUTUP

dilakukan melalui metode self-assessment (penilaian mandiri), ini dimaksudkan

untuk menciptakan kesesuaian pengaturan dalam UU No. 11/2020 dan peraturan
pelaksananya dengan regulasi-regulasi di daerah. Tujuan dari self-assessment, yaitu
kegiatan review regulasi daerah yang disesuaikan dengan pengaturan di UU Cipta Kerja
secara mandiri ini ditujukan untuk mempermudah dan mempercepat proses harmonisasi
dan sinkronisasi yang berdasarkan Pasal 181 ayat (2) UU Cipta Kerja dan UU 12 Tahun
2011 dan perubahannya.

Diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat memberikan kemudahan bagi
pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian substansi-substansi penting dalam
regulasi-regulasinya yang mengalami dampak perubahan dari terbitnya UU No. 11/2020
ini secara mandiri, mudah, dan tanpa mengurangi kualitas analisis regulasi tersebut.

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis dan administratif diatur secara tersendiri
oleh pimpinan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi
pemerintah tersebut.

Pedoman atau panduan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah, yang
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